BAB Il

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks
otonomi daerah secara substantif diaktualisasikan dalam bentuk
pelaksanaan azas desentrali sasi melalui pembagian dan distribusi
urusan pemerintahan yang disesuaikan dengan wewenang, peran
dan fungsi masing -masing tingkatan pemerintahan dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna mewujudkan
tata kelola kepemerinta han yang baik, bersih dan berwi bawa.

Perspektif pembagian urusan pemerintahan tersebut, secara
konseptual menggunakan 3 (tiga) prinsip dasar yaitu . efisiensi,
ekste malitas, dan akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam
Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta h
Daerah , dengan bentuk dan jenis urusan pemerintahan yang
menjadi tanggung jawab masing -masing tingkatan pemerintahan
diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 20 07 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Provinsida n Kabupaten/Kota.

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah ini diuraikan
dalam pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) serta pasal 219 ayat (1). Pada
Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Bandung
melaksanakan 35 (tiga puluh lima) Urusan Pemerintahan
Daerah  yang terdiri atas 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan
Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar,
6 (enam) Urusan Pilihan (2 Urusan Pilihan tidak menjadi
kewajiban Pemerintah Kota Bandung yaitu Urusan Kehutanan
serta Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral), dan 5 (lima)

Penunjang Urusan .
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Di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, rincian urusan
tersebut, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 08 tahun 20 07 tentang Urusan Pemerintahan
Kota Bandung, dengan urusan wajib pelayanan dasar yang
dilaksanakan terdiri dari : (1) Pendidikan, (2) Kesehatan,

(3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (4) Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman , (5) Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan Masyarakat , (6) Sosial. Urusan Wajib
Non Pelayanan Dasar terdiri dari (1) Tenaga Kerja,
(2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (3) Pangan,

(5) Pertanahan, (6) Lingkungan Hidup, (7) Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (8) Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, (9) Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, (10) Perhubungan, (11) Komunikasi dan Informatika,
(12) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (13) Penanaman Modal,
(14) Kepemudaan dan Olah Raga, (15) Statistik, (16) Persandian,
(17) Kebudayaan, (18) Perpustakaan, (19) Kearsipan. Urusan
Pilihan yang dilaksanakan terdiri dari : (1) Kelautan dan
Perikanan, (2) Pariwisata, (3) Pertanian, (4) Perdagangan, (5)
Perindustrian, (6) Transmigrasi. Penunjang Urusan yang
dilaksanakan terdiri dari : (1) Perencanaan, (2) Keuangan, (3)
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, (4) Penelitian dan

Pengembangan, (5) Fungsi Penunjang Lainnya.

a. Ringkasan Urusan Wajib

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Rincian susunan organisasi masing -masing satuan k erja
perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPR D, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah

dan Lembaga Teknis lainnya dapat dilihat pada table berikut:
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Tabel lll -a-1
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

N[@) URUSAN WAJIB PERANGKAT DAERAH

Tahun 2018

1 | Pendidikan Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
2 | Kesehatan
Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak
Rumah Sakit Khusus Gigi Dan Mulut
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersih an
3 | Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Pertamanan
4 | Pekerjaan Umum dan Penataan Dinas Pekerjaan Umum
Ruang Dinas Penataan Ruang
Dinas Penataan Ruang
5 Perumahan Rakyat dan .
Kawasan Permukiman Dinas P_erumahan & Kawasan
Permukiman,Pertanahan & Pertamanan
6 | Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga
7 | Penanaman Modal Dinas Penanam_an Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
8 | Koperasi & UKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menenga h
9 Administrasi Kgpendudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Catatan Sipil
10 | Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja
11 | Ketahanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian
Pemberdavaan Perempuan dan Din as Pemberdayaan Perempuan,
12 . y P Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Perlindungan Anak
Masyarakat
13 Pengendalian Penduduk dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Keluarga Berencana Berencana
14 | Perhubungan Dinas Perhubungan
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NO

URUSAN WAJIB

PERANGKAT DAERAH

15 | Komunikasi dan Informati ka Dinas Komunikasi dan Informatika
16 | Pertanahan Dinas Perumahan & Kawasan
Permukiman,Pertanahan & Pertamanan
Ketentraman dan Ketertiban Satuan polisi pamong praja
17 kJAmum Sekrt? Perlindungan Dinas Kebakaran dan Penanggulanga n
asyaraka Bencana
18 | Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
19 Pemberdayaan Masyarakat & Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Desa
Masyarakat
Kecamatan Se Kota Bandung
20 | Sosial Dinas Sosial dan Penang gulangan Kemiskinan
21 | Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22 | Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
23 | Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24 | Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Program dan Kegiatan

2.1 Pendidikan

Urusan Pendidikan pada tahun

sebagai berikut :

2018 diuraikan

1) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen

dilaksa nakan

melalui

Pelayanan Pendidikan

kegiatan Sistem  yang

dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan ;
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2)

3)

1. Simdi k (Dapodik Bandung), ;

2. SSO (Single Sign On) ;

3. Sakoja (Sakola Juara), ;

4. Ngabaur (Ngamumule Budaya Urang), ;

5. Cekas (Cetak Elektronik Kegiatan Anggaran
Sekolah),

6. E-Layanan;

7. Tongsis (Toong Siswa) ;

8. Sigeulis (Melihat, Menulis, Bermusik,
Menggambar, Berekspresi); dan

9. E-Lapor.

Progam Penggunaan Bantuan  Operasional
Sekolah (BOS) APBN

Program Penggunaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) APBN dilaks anakan melalui kegiatan
penyaluran Bantuan Operasional Sekolah
digambarkan melalui indikator jumlah sekolah
yang mengusu lkan mendapat bantuan BOS
melalui Aplikasi Dapodik sebanyak 331 sekolah dan
jumlah sekolah yang memperoleh bantuan BOS
sebanyak 331 sekolah.
Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini yang
dilaksan ankan melalui kegiatan  upaya pemb inaan
yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai
dengan usia enam tahun. PAUD dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan
untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan
lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur
formal, nonformal, dan informal . Pendidikan anak
usia dini  merupakan salah  satu bentuk
penyelenggaraan pendidikan yang
menitikberatkan  pada peletakan dasar ke arah

pertumbuhan dan perkembangan bsi k,
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4)

kecerdasan, sosial emosional, bahasa dan
komunikasi, sesuai dengan keunikan dan
tahap -tahap perkembangan yang dilalui oleh
anak usia dini.

Faktor pendukung diantaranya adalah

meningkatnya ketersediaan fasilitas PAUD,
meningkatnya kompetensi dan kuali pkasi
pendidik dan menin gkatnya ketersediaan

fasilitas PAUD, meningkatnya kompetensi dan

kuali pkasi pendidik PAUD, dan pelaksanaan

program PAUD holistik dan integrati f..

Program Pendidikan Non Formal
Progaram Pendidikan Non Formal

dilaks anakan melalui kegiatan pendidikan

kesetar aan pada pendidikan non formal yang
ditujukan kepada warga yang tidak
berkesempatan mengenyam pendidikan formal

di sekolah. Biasa dikenal dengan nama Kejar

atau Kelompok Belajar. Formulasi dari

perhitungan indikator ini adalah jumlah warga
belajar yang lulus ujian Kejar Paket A dibagi
dengan jumlah warga belajar peserta ujian Kejar

Paket A dikalikan 100%. Jumlah peserta ujian

Paket A sebanyak 312 orang, yang lulus ujian

sebanyak 302 orang.- Faktor pendukungnya

adalah :

a. Tingkat keinginan masyarakat yang tingg
untuk  memiliki ijazah yang setara dengan
sekolah dasar sebagai persyaratan dalam
dunia  kerja dan keinginan  melanjutkan
pendidikan yang lebih tinggi.

b. Undang -Undang Republik Indonesia (UU RI)
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
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Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
mencantumkan Pendidikan Nonformal
sebagai salah satu jalur pendidikan dan

diperlakukan setara dengan Pendidikan

Formal. Hal tersebut mempunyai
konsekuensi pemberlakuan penjaminan
mutu .

5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan dilaksan akan melalui kegiatan
kual i pekademik minimum Diploma 4 (D4)
atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak
usia dini atau psikologi yang diperoleh dari
program studi yang terakreditasin ya. Formulasi
perhitungan dari indikator ini adalah Jumlah guru

PAUD formal yang berijasah S1 dibagi Jumlah guru

PAUD formal dikali 100%. Jumlah guru PAUD

Formal sebanyak 2.601 orang, sementara yang

berijazah S1 berjumlah 989 orang

Faktor pendukungnya  adalah :

a. Adanya kesadaran guru untuk
mengutamakan mutu dalam pengembangan
diri dan termotivasinya guru untuk memiliki
program terbaik bagi pemberdayaan diri
untuk mengembangkan profesi.

b. Adanya kesadaran guru untuk
mengutamakan mutu dalam pengembangan
dir i dan termotivasinya guru untuk memiliki
program terbaik bagi pemberdayaan diri
untuk mengembangkan profesi. Adanya

kehar usan guru unt uk memi | i ki

LPPD TAHUN 2018 67



6)

7

strata 1 at au D4 dan
profesi.
Program Inovasi Pendidikan
Program Inovasi Pen didikan dilaksanakan
melalui kegiatan pembaharuan terhadap berbagai
sumber daya sehingga sumber daya tersebut
mempunyai manfaat yang lebih bagi manusia.
Proses inovasi disini yang dipengaruhi oleh
kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Inovasi
bidan g pendikan berkaitan dengan aplikasi dan
sistem yang dimanfaatkan untuk pelayanan
pendidikan.
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis
dilaksanakan melalui kegiatan
a. Angka Putus Sekolah SD adalah proporsi anak
menuru t kelompok usia sekolah yang sudah
tidak bersekolah lagi atau yang tidak
menamatkan suatu jenjang pendidikan SD.
Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah
kelompok umur 7 -12 tahun. Formulasi
perhitungan indikator ini adalah jumlah siswa
SD yang putus  sekolah dibagi jumlah siswa SD
dikalikan 100%. Jumlah siswa SD sebanyak
249.012 siswa. Jumlah siswa putus sekolah
sebanyak 39 anak
b. Angka putus sekolah SMP adalah proporsi
anak menurut kelompok usia sekolah yang
sudah tidak bersekolah lagi atau yang ti dak
menamatkan suatu jenjang pendidikan SMP.
Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah
kelompok umur 13 -15 tahun. Formulasi

perhitungan indikator ini adalah jumlah siswa
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SMP yang putus sekolah dibagi jumlah siswa
SMP dikalikan 100%. Jumlah siswa SMP
sebanyak 125.104 siswa. Jumlah siswa putus
sekolah sebanyak 21 anak.

c. Angka Melanjutkan SD adalah jumlah lulusan
jenjang pendidikan SD tahun sebelumya yang
melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP.
Formulasi perhitungan indikator ini adalah
jumlah siswa ting kat 1 jenjang SMP dibagi
Jumlah siswa lulusan SD tahun sebelumnya
dikali 100%. Jumlah siswa tingkat Pertama SMP
sebanyak 35.982 siswa, jumlah lulusan SD
tahun sebelumnya 38.790 siswa.

d. Angka Melanjutkan SMP adalah jumlah lulusan
jenjang pendidikan SMP  yang melanjutkan ke
jenjang pendidikan SMA. Formulasi
perhitungan indikator ini adalah jumlah siswa
tingkat 1 jenjang SMA dibagi Jumlah siswa
lulusan SMP tahun sebelumnya dikali 100%.
Jumlah siswa tingkat pertama SMA sebanyak
36.413 siswa, sedangkan juml ah siswa lulusan
SMP tahun sebelumnya sebanyak 38.462 siswa.

8) Program P embinaan dan Pengembangan

Pendidikan SD

Program Pembinaan dan Pengembangan
Pendidikan SD dilaksanakan melalui kegiatan
a. Angka Partisipasi Murni (APM) Usia 7-12 Tahun
(SD/MI/SDLB/Pak et A) di depni si kan sebac
perbandingan antara jumlah murid pada jenjang
pendidikan Usia 7 -12 Tahun (SD/MI/SDLB/Paket
A) dengan penduduk kelompok usia 7-12 tahun
dan dinyatakan dala m persentase. Hasil
perhitungan APM Usia 7-12 Tahun
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(SD/MI/SDLB/Paket A) ini d igunakan untuk

mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di

jenjang pendidikan Usia 7-12 Tahun
(SD/MI/SDLB/Paket A )Jpada wilayah Kota
Bandung .

. Kreditasi sekolah sebagai proses penjaminan
mutu layanan prima pendidikan didalam
mencacpai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

yang diamanatkan dalam Undang -Undang No 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
dalam pasal 60 ayat (1) akreditasi dilakukan
untuk menentukan kelayakan program dan
satuan pendidikan pada jalur pendidikan SD.

. Program Adiwiyata adalah salah satu program
Kementrian Negara Lingkungan Hidup dalam
rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan
keasadaran warga sekolah dalam upaya
pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini
diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat
dalam keg iatan sekolah menuju lingkungan yang
sehat dan menghidarkan dampak lingkungan
yang negatif. Indikatornya Pengembangan
Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya
Lingkungan, Pengembangan Kurikulum Berbasis
Lingkungan, Pengembangan Kegiatan Berbasis
Partisipa tif, Pengembangan dan atau Pengelolaan
Sarana Pendukung Sekolah.

. Berdasarkan Undang -Undang Republik Indonesia
nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam
rangka pengendalian mutu pendidikan secara
nasional dilakukan evaluasi (ujian) sebagai
bentuk akun tabilitas penyelenggara pendidikan

kepada pihak -pihak yang berkepentingan.
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e. Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan
pendidikan yang mengatur agar difabel dapat
dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler
bersama -sama teman seusianya. Tanpa harus
dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar
bersama dengan aksesibilitas yang mendukung
untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel.
Inklusif dapat berarti bahwa tujuan pendidikan
bagi peserta lembaga pendidikan baik itu dari
sekolah dasar sampai tingkat universitas yang
memiliki hambatan adalah keterlibatan yang
sebenarnya dari setiap siswa dalam kehidupan
sekolah yang menyeluruh. Pendidikan inklusif
dapat berarti penerimaan siswa atau mahasiswa
yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum,
lingkungan, inte raksi sosial dan konsep diri
(visi-misi) sekolah atau universitas

9) Program Pembinaan dan Pengembangan

Pendidikan S MP

Program Pembinaan dan Pengembangan

Pendidikan SMP dilaksanak an melalui kegiatan

a. Akreditasi sekolah sebagai proses penjaminan
mutu la yanan prima pendidikan didalam
mencacpai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
yang diamanatkan dalam Undang -Undang No.
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, dalam pasal 60 ayat (1) akreditasi
dilakukan  untuk  menentukan  kelayakan
program dan sat uan pendidikan pada jalur
pendidikan SMP.

b. Program Adiwiyata adalah salah satu program
Kementrian Negara Lingkungan Hidup dalam

rangka  mendorong terciptanya pengetahuan
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dan keasadaran warga sekolah dalam upaya
pelestarian lingkungan hidup. Dalam program
ini diharapkan setiap warga  sekolah ikut
terlibat dalam kegiatan sekolah  menuju
lingkungan yang sehat dan menghidarkan
dampak lingkungan yang negatif. Indikatornya
Pengembangan Kebijakan Sekolah Peduli dan
Berbudaya  Lingkungan, Pengembangan
Kurikulum B erbasis Lingkungan,
Pengembangan Kegiatan Berbasis Partisipatif,
Pengembangan dan atau Pengelolaan Sarana

Pendukung Sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/ MTs. SMPLB/ Paket B didepni si
perbandingan antara jumlah  murid pada

jenjang pendidik an SMP/MTs.SMPLB/Paket B
dengan penduduk kelompok usia 13 -15 tahun
dan dinyatakan dalam persentase. Hasil
perhitungan APK SMP/MTs.SMPLB/Paket B ini
digunakan untuk mengetahui banyaknya anak
yang bersekolah  dijenjang pendidikan
SMP/MTs.SMPLB/Paket B pada wilayah Kota
Bandung. Semakin tinggi APK
SMP/MTs.SMPLB/Paket B berarti semakin
banyak anak usia 13 -15 tahun dan di luar usia
tersebut yang bersekolah. Faktor pendukung
diantaranya adalah meningkatnya ketersediaan
fasilitas SMP/MTs.SMPLB/Paket B,
meningk at ny a kompet ensi dan k u
pendidik SMP/MTs.SMPLB/Paket B, dan
adanya kebijakan penerimaan peserta didik baru

yang berasal dari luar wilayah Kota Bandung.
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d. Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan
pendidikan yang mengatur agar difabel
dapat dilayan i di sekolah terdekat, di kelas
reguler bersama -sama teman seusianya.
Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa
dapat belajar bersama dengan aksesibilitas
yang mendukung untuk semua siswa tanpa
terkecuali  difabel. Inklusif dapat berarti
bahwa tujuan pendidikan  bagi peserta
lembaga pendidikan baik itu dari sekolah
dasar sampai tingkat  universitas  yang
memiliki hambatan adalah keterlibatan yang
sebenarnya dari setiap siswa  dalam
kehidupan sekolah yang menyeluruh.
Pendidikan inklusif dapat berarti penerim aan
siswa atau mahasiswa yang memiliki
hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan,
interaksi  sosial dan konsep diri (visi-misi)

sekolah atau universitas.

2.2 Kesehatan
Urusan kesehatan pada tahun 201 8 dapat
diuraikan sebagai berikut :
Dinas Kesehatan
1) Progr am Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelaksanaan program obat dan perbekalan
kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan
a. Cakupan upaya kesehatan = masyarakat
merupakan indikator gabungan dari sub
indikator  Menurunnya Angka Kematian Ibu,
Menurunnya Angka Kematian Ba  yi, Menurunnya
Persentase Gizi Buruk.
b. Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan

kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia
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2)

3)

sekolah, remaja, ibu dan lansia adalah nilai
agregat dari rata rata seluruh indikator
pelayanan kesehatan dasar pada bayi,
balita, anak usia sekolah, remaja, ibu dan
lansia dalam periode tertentu.

c. Menurunnya persentase gizi buruk adalah
persentase jumlah balita gizi buruk disatu
wilayah pada kurun waktu 1 tahun dibagi
jumlah seluruh balita dalam kurun waktu
berjalan dikali 100.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat
Pelaksanaan  program  upaya kesehatan

masyarakat dilaksanakan berdasarkan Undang -

Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

bahwa setiap orang berhak untuk

mendapatkan informasi dan edukasi tentang
kesehatan yang seimbang dan bertanggung
jawab. Dengan demikian, rumah sakit
berkewajiban untuk menerapkan promosi
kesehatan dalam upaya peningkatan derajat

kesehatan. Penerapan promosi kesehatan di

rumah sakit meliputi : Penyuluhan rutin, In

House Training dan penyebaran leayet/buklet

atau media elektronik lainnya.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat
Pelaksanaan program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui

kegiatan :

a. Persentase @ Pemenuhan  Pencapaian  SPM

Penyakit menu lar yang ditangani adalah nilai
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agregat dari rata -rata seluruh indikator
penyakit menular dalam periode tertentu.

b. Faktor pendukung dengan adanya
komitmen/dukungan Anggaran daerah dan dari
Pimpinan , Adanya kerjasama/koordinasi lintas
sektor atau linta s program, Adanya jejaring
komunikasi cepat dan efektif dalam sistem
Surveilans Kota Bandung dan Adanya Petugas
Surveilans di Tiap Puskesmas.

c. Persentase penanganan penderita penyakit
tidak menular (Diabetes melitus dan Hipertensi)
adalah jumlah pasien penyakit tidak menular
yang datang ke puskesmas dibagi jumlah pasien
penyakit tidak menular yang dilayani
puskesmas .

4) Program Standarisasi Pelaya nan Kesehatan

Pelaksanaan program  Standarisasi Pelayanan

Kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan Tenaga

dan sarana kesehat an yang byaitus er t i p ke

seluruh  berkas lengkap pemohon izin tenaga

kesehatan dan fasilitas kesehatan yang masuk di

keluarkan izinnya dan t ercapainya indikator ini

karena adanya peraturan baku yang mewajibkan
tenaga kesehatan dan faslitas kesehatan harus
memiliki  izin untuk  melakukan pelayanan

kesehatan. .

5) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya

Pelaksanaan program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskes mas/

Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

dilaksanakan melalui Persentase Kecamatan
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6)

7)

dengan pemenuhan puskesmas dibandingkan rasio

jumlah puskesmas dan jumlah penduduk adalah

Kecamatan yang memiliki puskesmas sesuai

standar dibandingkan dengan jumlah ke camat an

dalam periode tertentu . Cara Perhitungannya

Persentase dari jumlah kecamatan yg memiliki

puskesmas sesuai standar dibagi jumlah kecamatan

dibagi jumlah kecamatan

Program Perencanaan, Pengembangan dan

Evaluasi Pembangunan Kesehatan
Pelaksanaan program Perencanaan,

Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan

Kesehatan dilaks anakan melalui

a. Persentase dokumen evaluasi pembangunan
kesehatan adalah banyaknya jumlah dokumen
evaluasi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan
sebanyak 3 dokumen vyitu LAKIP, LKPJ dan
LPPD.

b. Cakupa n pengembangan smart city pada
fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah
jumlah  puskesmas yang terimplementasi
aplikasi SIMPUS dibagi jumlah puskesmas

seluruhnya.

Program Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan
Dan Khusus
Pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan
Dasar, Rujukan Dan Khusus dilaks anakan melalui
a. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang
harus ditangani FKTL (Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjutan) adalah tempat pelayanan
gawat darurat yang memiliki Dokter Umum on

site 24 jamdenga n kual i pkasi GEL S
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ATLS + ACLS, serta memiliki alat trasportasi

dan komunikasi. Akreditasi Rumah Sakit

b. Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masya rakat didapat dari Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan pelayanan 24 jam , Jumlah

klinik pratama yang dibi  na, Jumlah Puskesmas
yang melaksan akan pelayanan kesehatan
miskin, Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan pelayanan puskesmas
keliing , dan Jumlah ambulans motor yang
melayani pelayanan kesehatan 24 jam.

c. Cakupan pelayanan kesehatan mobilitas adalah
banyaknya | umlah permohonan masyarakat
yang dilayani oleh UPTD Yankesmob.

8) Program Pembiayaan dan Regulasi Kesehatan
Pelaksanaan Program Pembiayaan dan Regulasi

Kesehatan dilaksanakan melalui:

a. Jumlah seluruh  masyarakat miskin dengan
Status PYDOPD (Penduduk Yang Did aftarkan
Oleh Pemerintah Daerah (Kota Bandung)) dibagi
dengan jumlah seluruh masyarakat miskin yang
ditetapkan melalui SK Wali Kota pada tahun
2018.

b. Persentase rancangan produk hukum bidang
kesehatan  berdasarkan  prosedur adalah
tersusunnya draf kebija  kan dan regulasi bidang
kesehatan .

c. Cakupan perizinan kesehatan sesuai dengan

prosedur/SOP adalah jumlah pemohon

perizinan tenaga kesehatan dan sarana

kesehat an di bagi ol eh sertipk
dikeluarkan

LPPD TAHUN 2018 77



9) Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat,
Perbekalan Kesehatan, Pangan Dan Bahan
Berbahaya

Pelaksanaan program Pengadaan Dan

Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehata n, Pangan

Dan Bahan Berbahaya  dilaksanakan melalui

kegiatan

a. Cakupan pengadaan dan pengawasan obat,
perbekalan kesehatan, pangan dan bahan
berbahaya adalah terlaksananya pengawasan
terhadap manajemen obat (perencanaan,
pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan
pelaporan) di sarana pelayanan kefarmasian.

b. Cakupan pembinaan sarana kefarmasian dan
PI'RT yang memil i ki sertipkat a
dari sub indikator Industri Rumah Tangga
Pangan yang Memil i ki-InGusti t i pkat
Rumah Tangga (P -IRT) dan sub indikator sarana
pelayanan kefarmasian yang dibina. R umah
Tangga (P-IRT) adalah Industri Rumah Tangga
Pangan yang mengikuti penyuluhan keamanan
pangan (PKP) dan atau memi | i ki
mendapat kan sI®RT.ti pkat P

10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat,
Upaya Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah
Raga

Pelaksanaan Pengembangan Lingkungan

Sehat, Upaya Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah

Raga) dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Cakupan institusi yang memiliki sarana
kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat
adalah persentase penduduk yg menggunakan

sanitasi das ar. Sanitasi dasar yang dimaksud
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adalah jamban yang dilengkapi dengan saluran
pembuangan air limbah domestik seperti septic
tank, saluran air limbah PDAM/ riol kota,
sistem pengolahan air limbah yang digunakan
komunal atau individual sehingga tida k
mencemari badan air.

b. Cakupan pend uduk mengakses sanitasi dasar
yang memenuhi syarat adalah persentase
penduduk yang telah menggunakan jamban
sehat. Jamban sehat yang dimaksud adalab
jamban yang dilengkapi dengan septic tank,
riol kota, sistem pengo lahan air limbah yang
digunakan komunal atau individual.

11) Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pelaksanaan program Sumber Daya Manusia

Kesehatan dilaksanakan melalui Persentase

sumber daya manusia bidang kesehatan yang

memenuhi standar kompetensi adala h cakupan

peningkatan kompetensi sumber daya manusia

kesehatan adalah persentase tenaga kesehatan

yang mengi kut. di kl at dan terser
Cara perhitungan = jumlah tenaga kesehatan

yang mengi kut.i di kIl at dan ters

jumlah tenaga kesehatan  yang mengikuti diklat
12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Badan Layanan Umum Daerah

Pelaksanaan program  Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
dilaksanakan melalui cakupan pelayanan BLUD
dinilai dari jumlah Puskesmas yang sud ah

melakukan Survei Indeks Kepuasan. Tercapainya
target indikator ini dikarenakan puskesmas di

kota bandung sudah melakukan survei indeks
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kepuasan masyarakat yang meliputi 9 indikator
yaitu:

a. Persyaratan;

b. Sistem;

Waktu Penyelesaian;

Biaya Tarif;

Produ k Sp esifikasi Jenis Pelayanan,;

~ o o o

Kompetensi Pelaksana,

Perilaku Pelaksana;

=g

Sarana ; dan

Prasarana.

Rumah Sakit Umum Daerah

13) Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
Pelaksanaan program Obat dan Pembekalan
Kesehatan dilaksanakan melalui cakupan layanan
obat dan p erbekalan kesehatan sudah sesuai
dengan formularium obat nasional.
14) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pelaksanaan program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui
dengan memenuhi kewajiban rumah sakit dalam
memberikan informasi dan  edukasi pada
masyarakat, pasien dan keluarga, dan sumber daya
rumah sakit serta didukung oleh para profesional
kesehatan.
15) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan dilaksanakan m elalui Rumah sakit wajib
memenuhi standar kualitas sesuai ketentuan
perundang -undangan dalam rangka memberikan

pelayanan kesehatan pada masyarakat
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16) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru -Paru/ Ru mah Sakit Mata

Pelaksanaan program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru  -Paru/ Rumah Sakit Mata
dilaksanakan demi mencapai pelayanan yang
berkualitas dan sesuai visi, rumah sakit perlu
didukung sarana dan  prasarana yang memadai.

17) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru -Paru/ Rumah Sakit Mata

Pelaksanaan program Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru  -Paru/ Rumah Sakit  Mata
dilaksanakan demi mencapai sarana dan prasana
perlu diperlihara setiap saat, demi keselamatan dan
kenyamana pasien.

18) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pelaksanaan program Pengembangan
Lingkungan Sehat dilaksanakan demi mencapai
ketersediaaan sara na dan prasarana kesehatan
yang memadai sangat mendukung dalam mengatasi
penyakit dampak asap rokok.

19) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Badan Layanan Umum Daerah

Pelaksanaan program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Badan Layanan Umum
Daerah dilaksana kan demi mencapai pelayanan
BLUD yandg mempunyai yeksi bil it

pengelolaan keuangan ditujukan untuk memberikan
layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan

berdaya saing.
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Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak
20) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pelaksana an program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
dilaksanakan demi mencapai pelayanan BLUD yang
mempunyai Faktor Pendukung : Berdasarkan
Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.
01.07/MENKES/659/ 2018 tentang Formularium
Nasional. Formularium  Nasional (Fornas)
merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan
dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan
dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional.
21) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pelaksanaan program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan demi
mencapai Kesehatan, bahwa setiap Setiap orang
berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi
tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung
jawab sesuai Undang -Undang No. 36 Tahun  2009.
Dengan demikian, rumah sakit berkewajiban untuk
menerapkan promosi  kesehatan sebagai upaya
peningkatan derajat kesehatan. Penerapan promosi
kesehatan di rumah sakit meliputi : Penyuluhan
rutin, In  House Training dan penyebaran
|l eayet/ bukl et atau medi a el ektro
22) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan dilaksanakan : Berdasa rkan Undang -
Undang No. 36 Tahun 2009 te ntang Kesehatan,

bahwa  setiap Setiap  orang berhak untuk
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mendapatkan informasi dan edukasi tentang
kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, rumah sakit berkewajiban untuk

menerapkan promosi kesehatan sebagai upaya

peningkatan der ajat kesehatan. Penerapan promosi

kesehatan di rumah sakit meliputi . Penyuluhan

rutin, In House Training dan penyebaran
|l eayet/ bukl et atau medi a
23) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru -Paru/ Rumah Sakit Mata

Pelaksanaan program Pengadaan, Pen ingkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru -Paru/ Rumah Sakit Mata

dilaksanakan b erdasarkan Undang -Undang No.
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung

44

jawab untuk menyediakan rum ah sakit sesuai

kebutuhan masyarakat. Dengan

memper timbangkan kebutuhan masyarakat
Bandung khususnya akan pelayanan kesehatan
lanjutan, maka pembangunan gedung rumah sakit
khusus ibu dan anak tahap 2 dapat dilaksanakan
sesuai ketentuan tersebut.

24) Progr am  Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Badan Layanan Umum Daerah

Kota

Pelaksanaan program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

dilaksanakan berdasarkan terbentuknya RSKIA

Kota Bandung menjadi Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) berdasarkan Kep utusan Walikota
Bandung Nomor : 900/Kep.066 -DPKAD/2011

tentang Penetapan Rumah Sakit Khusus Ibu dan
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Anak Kota Bandung untuk Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) , me mber i kan yeksi
kepada rumah sakit dalam upaya peningkatan

mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
25) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan dilaksanakan berdasarkan Undang -
Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
pada Bagian ketiga pasal 40 ayat 1 dinyatakan
bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan
rumah sakit wajib dilakukan akreditasi sec ara
berkala minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali .
Dengan demikian RSKGM mempunyai komitmen
untuk melaksanakan akreditasi pada tahun 2018
yang ada dalam program standarisasi pelayanan
guna pencapaian mutu RSKGM

26) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru -Paru/ Rumah Sakit Mata

Pelaksanaan program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru -Paru/ Rumah Sakit Mata dilaksa nakan
berdasarkan Undang -Undang No. 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit, bahwa Pemerintah dan
Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk
menyediakan rumah sakit sesuai kebutuhan
masyarakat. Dengan demikian, RSKGM berusaha
untuk selalu menmfasilitasi kebutuh an masyarakat

akan kesehatan gigi dan mulut.
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27) Program Pemeliharaan Sarana dan
PrasaranaRumah Sakit/ Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru -Paru/ Rumah Sakit Mata

Pelaksanaan program Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru  -Paru/ Rumah Sakit Mata
dilaksanakan  berdasarkan Permenkes 56 tahun
2014 tentang kl asi pkasi dan periz
RSKGM selalu menyediakan fasilitas kesehatan
khususnya RSKGM yang memenuhi standar mutu
pelayanan.

28) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Badan Layanan Umum Daerah

Pelaksanaan progra m Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
dilaksanakan  berdasarkan Dengan terbentuknya
RSKGM Kota Bandung menjadi Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) berdasarkan K  eputusan
Walikota ~ Bandung Nomor : 900/Kep 527 -
DPKAD/2012 tentang Penetapan R umah Sakit
Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung untuk
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (PPK -BLUD), memberikan

yeksibilitas kepada r u mayh sakit
peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.

2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada

tahun 201 8 dapat diuraikan sebagai berikut :
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Pekerjaan Umum
1) Program Perencanaan Pekerjaan Umum
Pelaksanaan program Perencanaan Pekerj aan

Umum dilaksanakan melalui dokumen acuan
pelaksanaan pekerjaan adalah dokumen
perencanaan kerja  sebagai sumber  acuan
pelaksanaan dengan jumlah perencanaan jalan dan
jembatan sebanyak 85 dokumen dari target 45
dokumen, jumlah perencanaan penerangan jalan
sebanyak 49 dokumen dari target 45 dokume n,
jumlah perencanaan saluran drainase jalan dan
trotoar sebanyak 36 dokumen dari target 35
dokumen, dan jumlah perencanaan prasarana
sumber daya air sebanyak 44 dokumen dari target
45 dokumen. Dari targetl70 dokumen dapat dicapai
sebanyak 214 dokumen

2) Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum

Pelaksanaan program Pemeliharaan Pekerjaan

Umum dilaksanakan melalui pencapaian target
didapat dari kegiatan pemeliharaan jalan dan
jembatan dengan panjang 104.698 m dari target
76.128 m, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan  dan
drainase jalan di 6 SWK dengan jumlah 183.202,1 m
dari target 180.000 m, yang dilaksanakan melalui
pekerjaan kontraktual, pekerjaan swakelola
(pekerjaan peningkatan jalan insidentil), tim URC.
Sedangkan pemeliharaan PJU dengan jumlah 10.080
titik dari  target 1.500 titik tersebar di seluruh
wilayah kota. Pemeliharaan trotoar untuk menunjang
pedestrian sejumlah 11.095,27 m2 dari target 2.876
m2. Kegiatan pemeliharaan drainase jalan dengan
panjang 136.781,3 m dari target 18.000 m.

Kemudian pemelihar aan Daerah Aliran Sungai dan
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sumber daya air dengan jumlah 264.276,8 m dari
target 66.000 m.
3) Program Pembangunan Pekerjaan Umum

Pelaksanaan program Pembangunan Pekerjaan
Umum  dilaksanakan  melalui Pekerjaan
pembangunan sarana dan prasarana pekerjaan
umum dengan prioritas penanganan titik banjir di
Kota Bandung dengan pembangunan kolam retensi 1
(satu) buah dan rumah pompa 1 (satu) buah dengan
jumlah  pompa 3 buah, didukung kegiatan
pemeliharaan Daerah Aliran Sungai dan
pemeliharaan drainase jalan sehing ga
meminimalisasi  terjadinya  banjir/  genangan.
Pembangunan jalan jembatan dengan fokus pada
pembangunan Skywalk Cihampelas Tahap 2,
pembangunan jembatan, dan rigid jalan dengan
panjang 12.352,5 m. Pembangunan Trotoar yang
terintegrasi dengan saluran draina se (box culvert) di
5 (lima) titik yaitu Kebon Jukut, Viaduct, Perintis
Kemerdekaan, Stasiun Timur dan Dewi Sartika
(Kepatihan) dengan jumlah 9.044,25 m dan
peningkatan drainase jalan sepanjang 2.835 m.
Sedangkan pembangunan penerangan jalan dengan
jum lah 5.117 titik

Dinas Penataan Ruang
4) Program Perencanaan Tata Ruang
Pelaksanaan program Perencanaan Tata Ruang
dilaksanakan melalui Perwal No. 566 tahun 2018
tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Subpusat Pelayanan Kota Arcamanik dan Perwal
No.564 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Bangunan

dan Lingkungan Subpusat Pelayanan Kota Ujung
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Berung, sehingga Implementasi Perencanaan Tata
Ruang menjadi lebih terarah sesuai dengan amanat
peraturan  perundang -undangan (Perda RDTR
dijabarkan kedalam Perwal RT BL), sehingga dari
target penyusunan 2 Dokumen RTBL telah tercapai
dengan ditetapkannya Dokumen RTBL dalam sebuah
Peraturan Wali Kota Bandung

5) Program Pemanfaatan Ruang

Pelaksanaan  program  Pemanfaatan Ruang

dilaksanakan melalui Pembangunan Gedung LPTQ
tidak dapat dilaksanakan karena belum terdapat
kejelasan terkait akses jalan masuk untuk pekerjaan

Pematangan Lahan

6) Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban

Bangunan serta Pembangunan Bangunan

Pelaksanaan program Peningkatan Kualitas
dan Penertiban Bang unan serta Pembangunan

Bangunan dilaksanakan melalui dengan me lakukan

penyem purnaan nomenklatur program dan kegiatan

menjadi Program Pemanfaatan Ruang Tata Kota.
7) Program Pemanfaatan Ruang Tata Kota
Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang Tata

Kota dilaksanak an melalui

a. Implementasi pemanfaatan ruang sesuai dengan
dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (site
plan, DED, RTBG).

b. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap
pelaksanaan  pembangunan sesuai dengan
ketentuan pemanfaatan ruang dan rekomendasi
teknis bangunan gedung. Adapun faktor
pendorongnya antara lain telah direvisinya
Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2010 menjadi

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun
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2018 tentang Bangunan  Gedung, Yyang
merupakan upaya pemerintah kota dalam
mengimplementasikan p erencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian yang seimbang
dengan kecepatan pertumbuhan pembangunan di
Kota Bandung, sehingga diharapkan masyarakat
dapat semakin mematuhi ketentuan peraturan
perundang undangan .
8) Program Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan R uang Kota
Pelaksanaan program Pengawasan  dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota dilaksanakan
melalui tindak lanjut penertiban pelanggaran
terhadap pemanfaatan tata ruang dan bangunan
melalui klarifi kasi, cek lapangan atas terjadinya
pelanggaran tata ruan g dan bangunan,
pemberhentian pekerjaan pembangunan  dan
penyegelan bangunan yang melanggar. Adapun yang
menjadi faktor pendorong adalah implementasi
penerapan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 375
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi
Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan
Gedung, dengan melakukan koordinasi antar
Perangkat Daerah yang melakukan tugas pokok
fungsi dalam pengawasan, pengendalian tata ruang

dan bangunan.

2.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
Urusan Perumahan Rakyat dan Pem ukiman dapat

diuraikan sebagai berikut:
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Dinas Penataan Ruang
1) Progra m Pengelolaan Areal Pemakaman
Pelaksanaan  program Pengelolaan  Areal

Pemakaman dilaks anakan melalui terwujudnya
kebersihan dan ketertiban pada Areal Pemakaman di
seluruh 13 TPU pada 4 UPT P engelolaan Pemakaman
2.Pemeliharaan Areal Pemakaman dilaksanakan oleh
seluruh UPT agar terwujud kebersihan, kenyamanan
pada 13 TPU di 4 UPT Pengelolaan pemakaman
Adapun faktor pendukung adalah adanya PHL
Pemakaman yang bertugas secara rutin
membersihkan la han areal makam, membabat

rumput liar dan membersihkan areal makam.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman,
Pertanahan dan Pertamanan
1) Program Pengembangan dan Perumahan

Pelaksanaan  Program Pengembangan dan

Perumahan dilaks anakan melalui

a. Targetuntuk pen anganan rumah tidak layak huni
tahun 2018 sebanyak 2.480 unit, capaian kinerja
perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak
3.288 wunit. Dalam penangannya disinergikan
melalui program pemerintah pusat (APBN),
pemerintah provinsi (Banprov), (DAK), (BSPS), dan
APBD.

b. Target untuk jumlah kepala keluarga Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati
rumah susun awal RPIJMD 2013  -2018 sebanyak
2390 KK . Capaian Kinerja indikator jumlah
kepala keluarga MBR yang menempati rumah
susun sebanyak 961 KK. Tidak terca  painya target

tersebut karena beberapa permasalahan dalam
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penataan hunian rumah susun yang layak bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih
sangat terbatas seperti prasarana sarana
penyediaan air bersih, penyediaan sanitasi dasar/
MCK dan septic tan k komunal masih sangat
terbatas. Upaya yang sudah dilakukan dengan
penyediaan prasarana sarana hunian rumah
susun dengan menyediakan akses air bersih yang
memenuhi standar kelayakan yang tersebar di
tiga lokasi yaitu Rancacili, Sadang Serang, dan
Cingised.
2) Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Pelaksanaan program Pembinaan dan
Pengembangan Infrastruktur Permukiman
dilaksanakan melalui tercapainya target ini dengan
pembangunan hunian vertikal dan peremajaan
kawasan kumuh serta pemban  gunan infrastruktur
yang berkualitas dilihat dari 7 aspek kekumuhan.
Kolaborasi dengan program KOTAKU. perhitungan
persentase luasan kawasan permukiman kumuh
dihitung berdasarkan rumus luas permukiman
kumuh di Kota Bandung di bagi luas wilayah area
Kota Ba ndung. (1.457,45 ha - 594,77 ha) : 16.729,65
ha.
3) Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman
Pelaksanaan program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan Penyelenggaraan
Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman dilaksanakan melalui Capaian kinerja
indikator ini dengan mengarahkan pemanfaatan

ruang untuk RTH sesuai dengan pola ruang
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sebagaimana amanat RTRW/RDTR Kota Bandung
dengan penataan elemen estetika kota di 11 lokasi

wilayah Kota Bandung.

2.5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat pada Tahun Anggaran 201 8

dapat diuraikan sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja
1) Program Peningkatan Keamanan da n Kenyamanan
Lingkungan
Pelaksanaan program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan dilaks anakan melalui

a. Formulasi pengukuranya adalah jumlah
siskamling tingkat RW yang aktif dibagi jumlah RW
di Kota Bandung dikalikan 100%. Tahun 2018
tercatat ada 1.010 siskamling aktif dari jumlah
1.584 RW.

b. Kriteria siskamling aktif adalah:
kepengurusan/kelembagaan, jadwal piket/ ronda,
daftar hadir, dan buku laporan kejadian.

2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas  dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal dilaksanakan melalui

Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah

aparat yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan

pada tahun berjalan. Pada tahun 2018 Satpol PP

Kota Bandung telah mendidik dan melatih apar at

Satpol PP sebanyak 300 orang.
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3) Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Program Penegakan Ketentraman dan
Ketertiban Umum dilaksanakan pada tahun 2018
realisasi patroli sebesar 101,85% dari target 1.080
kali patroli terealisasi 1.100 kali pat rol, sedangkan
realisasi penanganan unjuk rasa sebesar 100% dari
target 100% unjuk rasa ditangani dengan baik
berhasil dilaksanakan.
4) Program Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota
Pelaksanaan program Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Wa likota dilaksan akan melalui
formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah
pelanggaran Perda dan Perwal yang terselesaikan
dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perwal yang
terlaporkan dikalikan 100%. Pada tahun 2018 Satpol
PP mencatat ada 1.804 pelanggar an Perda dan Perwal
sedangkan target yang ditetapkan adalah 90% atau
sejumlah 1.624 pelanggaran. Meskipun demikian, di
tahun ini Satpol PP berhasil menyelesaikan semua
pelanggaran yang terlaporkan (1.804 pelanggaran)
5) Program Penyelidikan dan Penyidikan Pe langgaran
Perda dan Perwal
Pelaksanaan  program Penyelidikan  dan
Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perwal
dilaksanakan melalui formulasi pengukuran
indikator ini adalah jumlah pelanggaran Perda dan
Perwal yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran
Perda dan Perwal yang terlaporkan dikalikan 100%.
Pada tahun 2018 Satpol PP mencatat ada 1.804
pelanggaran Perda dan Perwal sedangkan target yang

ditetapkan adalah 91% atau sejumlah 1.642
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pelanggaran. Meskipun demikian, di tahun ini Satpol
PP berhasil menyelesaika n semua pelanggaran yang

terlaporkan (1.804 pelanggaran)

Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

6) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam

Pelaksanaan program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam
dilaksanakan me lalui tercapainya cakupan pelayanan
bencana adalah karena bertambahnya Wilayah
Manajemen Kebakaran/Bencana (WMK/B) yang
merupakan wilayah operasional Unit Pelaksana
Teknis (UPT). Jangkauan luas WMK/B dengan
terbentuknya 4 UPT seluas 135,8 km. Persentase
cakupan pelayanan bencana adalah 135,8 km 2 dibagi
luas wilayah Kota Bandung 167,3 km 2,

7) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran

Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran dilaksanakan melalui
Indikator Kinerja Sasaran Tingkat waktu tanggap
(response time rate) menjadi Indikator Kinerja
Sasaran dari tahun 2014 sampai Tahun 2018. Pada
tahun 2018 mencapai 13,25 menit ada peningkatan
waktu tanggap sekitar 1,35 menit dari target sebesar
< 15 menit (target nasional). Faktor p endorong
meningkatnya ketercapaian waktu tanggap karena
sudah terbentuk 4 UPT yang tersebar di 4 wilayah,
yaitu UPT wilayah Bandung Timur, UPT wilayah
Bandung Selatan, UPT wilayah Bandung Utara, dan
UPT wilayah Bandung Barat merupakan unit

terdepan untuk m endekatkan jarak layanan serta
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rekruitmen Pegawai Harian Lepas (PHL) Petugas
Pemadam  Kebakaran sehingga meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

2.6 Urusan Ketenagakerjaan
Urusan K etenagakerjaan pada Tahun Anggaran
201 8 dapat diuraikan sebagai berikut :
Dinas Tenaga Kerja
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Tersedianya anggaran yang mencukupi

b. Koordinasi dengan tingkat kewilayahan untuk

peserta pelatihan.
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program peningkatan  kesempatan  kerja
dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Dilaksanakannya Bursa Kerja ;

b. Laporan dari Perusahaan dan Bursa Kerja Khusus
SMK/Perguruan Tinggi/LPK untuk penempatan
Pencari Kerja ;

c. Target Jumlah Lowongan Kerja sebanyak 14000

orang dan realisasinya sebanya k 13.617 orang.

3) Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Program perlindungan dan pengembangan
lembaga ketenagakerjaan dilaksanakan melalui
meningkatkan kerja sama dan harmonisasi LK S
Tripartit melalui peningkatan volume rapat -rapat

koordinasi dengan semua anggota Tim.
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2.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak pada Tahun 2018 dapat diuraikan
sebagai b erikut :
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Masyarakat
1. Program Perlindungandan Pemenuhan Hak Anak
Pelaksanaan  program Perlindungan  dan
Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan melalui  Kategori
Kelurahan Layak Anak sesuai Pe rmen Nomor 13
Tahun 2011 adalah  Kelurahan terdiri dari bagian
penguatan kelembagaan dengan lima klaster dan 31
Indikator pemenuhan hak anak sesuai Peraturan.
Target Kelurahan Layak Anak tahun 2018 sebanyak
60 kelurahan realisasi sebanyak 72 Kelurahan dari
jumlah 151 ke Ilurahan di Kota Bandung.
Ketercapaian target disebabkan adanya koordinasi
yang baik dari Kewilayahan dengan DP3APM sebagai
Leading Sektor untuk mewujudkan target 2018 Kota
Bandung menuju Kota Layak Anak, Partisipasi
masyarakat (menjadi relawan perlindungan dan
pemenuhan hak anak) yang tinggi untuk menuju
Kelurahan Layak Anak, terbentuknya gugus tugas
Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak dalam bentuk
SK.
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan
Perempuan
Pelaksanaan program Pemberdayaan dan
Perlindungan Perempua n dilaksanakan melalui
Perhitungan data BPS Kota Bandung dimana IDG
menunjukan perempuan dapat secara aktif berperan
serta dalam eko nomi dan politik dengan menitik

beratkan pada partisipasi dengan cara mengukur
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ketimpangan gender di bidang politik e konomi d an
pengambil keputusan. Faktor penghambat tidak
tercapaian ny a capaian kinerja indikator IDG ini
disebabkan belum terpenuh inya semua aspek yang
mendukung pembangunan dan pemberdayaan
gender. Keterlibatan perempuan dalam bidang
parlemen baru 3 orang atau 6 %, perempuan sebagai
tenaga profesiona | sebesar 45.06 % dan sumbangan
pendapatan perempuan sebesar 33.93 %
3. Program Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia
Pelaksanaan program  Peningkatan Pelayanan
Bagi Lansia dilaksanakan  melalui Respon
masyarakat lansia sangat antusias dan tingkat
kooperatif dari lansia  cukup tinggi. Sesuai dengan
Permensos No. 4 Tahun 2007 dalam pencapaian IKM
dalam kondisi Baik kegiatan yang dilaksanakan oleh
DP3APAM adalah pembinaan kelembagaan lansia,
pengajian lansia, kesenian lansia, wisa ta lansia,
kegiatan minggu lansia, terbntuknya sahabat lansia,

senam lansia, dan kongres lansia.

2.8 Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Pangan pada Tahun Anggaran 2018 dapat
diuraikan sebagai berikut :
Dinas Pangan dan Pertanian
1. Program Ketahanan Pangan
Pelaksanaan Program  Ketahanan Pangan
dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Pola Pangan Harapan merupakan suatu metode
yang digunakan untuk menilai jumlah dan
komposisi atau ketersediaan pangan. Pola Pangan
Harapan biasanya digunakan untuk perencanaan

konsumsi, kebu tuhan dan penyediaan pangan
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wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa
komponen yang harus diketahui diantaranya
yaitu konsumsi energi dan zat gizi total,
persentase energi dan gizi aktual, dan skor
kecukupan energi dan zat gizii Dengan
pendekatan Pola Pangan Harapan dapat dinilai
mutu pangan penduduk berdasarkan skor
pangan (dietary score). Semakin tinggi skor mutu
pangan, menunjukkan situasi pangan Yyang
semakin beragam dan semakin baik komposisi
dan mutu gizinya.

b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah
persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola
oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk
menanggulangi kekurangan pangan, bencana
alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi
keadaan darurat. Pemerintah Kota dalam rangka
penguatan cadangan pangan diharuskan
menyediakan pangan kota equivalen beras
minimal 60 ton setiap tahunnya sesuai
Permentan No. 65 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Faktor pendorong
pencapaian target vyaitu adanya komitmen
pimpina n dalam pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pangan berdasarkan Permentan
No. 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Ketahanan angan untuk
pengadaan cadangan pangan setiap tahunnya.

2. Program  Peningkatan Keamanan Pangan Hasil

Pertanian

Pelaksanaan Program  Ketahanan Pangan

dilaksanakan melalui sidak pengawasan pangan
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segar dengan melibatkan ins tansi terkait
(Kepolisian, Satpol PP, Dinas UKM dan INDAG, BP
POM, dan Dinas Kesehatan) serta meningkatkan
pelatihan dan sosialisasi ke swalayan, p asar
tradisional, konsumen/PKK, ke pelaku usaha (TPA),

dan DKM (pada saat pelatihan hewan qurban) .
Perhitungan indikator ini berbeda dengan indikator
yang lain, semakin sedikit terjadinya  kasus
pencemaran pangan segar maka menunjukan

semakin baik kinerja dinas.

2.9 Pertanahan
Urusan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2018
dapat diuraikan sebagai berikut :
Dinas Perumahan dan KawasanPemukiman,
Pertanahan dan Pertamanan.
1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Pelaksanaan Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
dilaksanakan dengan target indikator tertib
penguasaan, pemili kan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah merupakan akumulasi kinerja
kolaborasi antara kewenangan BPKA Bagian Aset dan
DPKP3 dalam Program Penataan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah. Persentase
tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah dihitung dari jumlah lokasi
pengadaan lahan dan sertifi kasi. Pada tahun 2018
terlaksana pengadaan lahan sebanyak 12 lokasi dari
target 23 lokasi atau sebesar 52,17%. Tidak
tercapainya pelaksanaan pengadaan lahan

diantaranya adalah tidak adanya kesepakatan harga
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saat musyawarah warga berdasarkan hasil appraisal.
Upaya vyang dilakukan adalah meningkatkan
koordinasi dengan instansi terkait la innya sehingga

memudahkan prose pengadaan lahan dan sertifi kasi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Pelaksanaan Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
dilaksanakan dengan r ealisasi persent ase tanah milik
Pemerintah Kota Bandung yang telah bersertifikat
dibandingkan dengan luas lahan milik
Pemerintah Kota Bandung. Adapun luas lahan
milik Pemerintah Kota Bandung yang telah
bersertifi kat sampai dengan tahun 2018 yaitu seluas
3.336.655 m2 dibandingkan dengan luas lahan seluas
11.144.426 m 2.

2.10 Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran
2018 dapat diuraikan sebagai berikut
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1) Progr am Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan dilaksanakan dengan :

a. Formulasi perhitungan Cakupan sampah yang
dikelola secara landfi Il =(Jumlah sampah yang
dikirm ke TPA tahunan / Produks i Sampah
Tahunan) x 100% = (471.273,40 ton / 575.143
ton) x 100% = 81,94%. Faktor penghambat

tercapaianya target adalah budaya pemilahan
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sampah yang belum terbangun di masyarakat.
Hal ini menyebabkan sampah dibuang dengan
cara dicampur sehingga tidak bisa dimanfaatkan
dan akhirnya diangkut ke TPA
Formulasi perhitungan Cakupan sampah yang
dikelola dengan pola 3R adalah = (Jumlah
sampah yang diolah atau dikelola secara Reduce,
Reuse dan Recycle per tahun / timbulan sampah
tahunan) x 100% = (92.196 ton / 575. 143 ton) X
100% = 16,03%. Sampah yang diolah dan dikeloa
dengan metode 3R erdiri  dari:
a) Sampah rumah tangga yang dikomposkan
dengan skala kecil sebanyak 100 ton per hari.
b) Sampah organik dari sektor komersil yang
diolah sebanyak 1,2 ton per  hari.
c) Sampah yang diolah pada alat biodigester,
sebanyak 1,0 ton per hari.
d) Sampah yang dikelola di TPS 3R, sebanyak
2,49 ton per hari.
e) Sampah yang dikelola di Bank Sampah,
sebanyak 5,0 ton per hari, dan
f) Sampah yang dikelola di sektor non formal
(pemulung) sebanyak 142, 9 tonper hari.
Cakupan sampah yang dikonversi menjad I energi
dengan teknologi ramah lingkungan adalah
jumlah sampah yang diolah menjadi sumber
energi dibagi jumlah sampah yang dihasilkan di
Kota Bandung setiap hari. Indikator ini
digunakan untuk mengukur j umlah sampah yang
diolah di PLTSa, namun saat ini PLTSa tersebut
belum dapat diwujudkan sehingga target
capaiannya tidak dapat dipenuhi. Formulasi

perhitungan capaian kinerjanya adalah jumlah
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sampah yang diubah jadi energi dibagi jumlah
timbulan sampah =0 /1575,7 ton = 0.

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

dilaksanakan dengan :

a. Baku mutu air permukaan kelas IV diperuntukan
untuk air yang akan digunakan untuk mengairi
pertanaman dan atau peruntukan lain yang
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan
kegunaan tersebut. Pada tahun 2018, terdapat 5
titik sungai yang kualitas airnya memiliki status
onemenuhi 6 dan dcemar ringan G Kelima titik
tersebut berada d i daerah hulu dimana aktivitas
masyarakat belum terlalu banyak, yang terdiri dari
5 sungai yaitu : 1)Sungai Cibuntu hulu, 2)Sungai
Cicadas Hulu, 3)Sungai Cipamokolan Hulu,
4)Sungai Cipanjalu dan 5)Sungai Cisaranten.

b. Pelaku usaha di Kota Bandung sebagian b esar
adalah pada sektor jasa  sehingga limbah B3 yang
dihasilkan berasal dari sumber tidak spesifik dan
jumlahnya tidak cukup banyak. Hal ini
menyebabkan pelaku usaha tidak merasa
memproduksi limbah B3 sehingga tidak merasa
perlu  melakukan pengelolaan limba h  B3.
Sosialisasi baik melalui pertemuan langsung
ataupun melalui media massa telah dilakukan,
namun masih memerlukan upaya peningkatan
pemahaman mengenai jenis -jenis limbah B3 dan
tata carapenanganannya. Hingga saat ini ada 50

pelaku usaha yang telah terc atatmemiliki ijin

LPPD TAHUN 2018 102



pembuatan TPS limbah B3. Pelaku usaha yang
telah memiliki izin ~ pembuatan TPS limbah B3
3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
Pelaksanaan Program Perlindungan  dan

Konservasi Sumber Daya Alam  dilaksanakan dengan:

a. Formulasi P erhitungan Tinggi Muka Air Tanah
adalah Jumlah Rata -rata tingkat kedalaman air
pada beberapa sumur pantau atau sumur
produksi yang diukur kedalaman airnya. Data
pengukuran diambil dari berbagai sumber, ada
yang merupakan data primer dan ada yang berupa
data sekunder hasil  pengukuran Instansi lain.
Data pengukuran kemudian dimasukkan ke dalam
pemodelan Air Tanah Cekungan Bandung dan
dihasilkan peta aliran serta peta kedalaman muka
air tanah Kota Bandung

b. Hasil inventarisasi pada periode tahun 2013 -2014
didap at data bahwa jumlah mata air di Kota
Bandung adalah sekitar 40 mata air dengan 25
mata air diantaranya memungkinkan untuk
dilakukan penataan. Dari segi kepemilikan lahan,
hanya 14% lahan yang dimiliki oleh Pemerintah
Kota Bandung dan berada di wilayah Ban dung
Timur.  Sebagian besar mata air telah
dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber air
bersih, beberapa telah  dimanfaatkan oleh PDAM
dan ada beberapa mata air, airnya dikuasai oleh
pelaku usaha dan dijual kepada warga. Mata air
yang dipelihara pada tahun 201 8 adalah sebanyak
lima mata air, vyaitu: 1) Mata Air Babakan Siliwangi

sebanyak 2 titik, dan lainnya sebanyak 1 titk, 2)
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Mata Air Ciloa, 3) Mata Air Cibarunai dan 4)
Mata Air Sekemala .
4) Program  Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan
Sumber Daya Alam
Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
dilaksanakan dengan Sumber pencemaran air sungai
berasal dari | imbah industri, limbah domestik dan
sampah yang masuk ke sungai. Pada kegiatan
rehabilitasi lingkungan tahun 2018 telah dila  kukan
kajian untuk menentukan lokasi pembuatan Instalasi
Pengolah Air Limbah Domestik dan Instalasi
Pengolah Air Limbah industri  UMKM yaitu 10
(sepuluh) lokasi untuk pembangunan IPAL domestik
dan 1 (satu) lokasi pembuatan IPAL industri tahu di
daerah Cibun tu. Pembuatan IPAL Domestik dan IPAL
Industri UMKM ini merupakan 2 (dua) jenis usaha
yang dilakukan untuk melakukan rehabilitasi
lingkungan.
5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Pelaksanaan Program Peningkatan
Pengendalian Polusi dilaksanakan  Titik pant au di
Kota Bandung dipilih yang mewakili lok asi yang
mendapat akibat paling besar dari pencemaran
udara, karenanya titik pantau terdiri dari kawasan
pemukiman, komersil, perdagangan, kawasan
industri dan lokasi yang terkena dampak polusi dari
transportasi  seperti terminal dan  wilayah macet.Titik
pantau di Kota Bandung dipilih yang mewakili lokasi
yang mendapat akibat paling besar dari pencemaran
udara. Titik pantau tersebut terdiri dari kawasan
pemukiman, komersil, perdagangan, kawasan

industri dan lokasi y ang terkena dampak polusi dari
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transportasi. Terdapat 27 Titik lokasi yang dipantau
pada tahun 2018
6) Program Pembinaan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan
Hidup dilaksanakan Jumlah pelaku yang taat dalam
pengelolaan lingkungan adalah yang memenuhi
kriteria sebagai berikut :
a) Memenuhi ketaatan terhadap dokumen
lingkungan .
b) Memenuhi  ketaatan terhadap pengendalian
pencemaran air .
c) Memenuhi  ketaatan terhadap pengendalian
pencemaran udara
d) Memenuhi ketaatan terhadap pengelolaan limbah
B3.
7) Program Penataan Lingkungan
Pelaksanaan Program Penataan  Lingk ungan
dilaksanakan  jumlah pelaku kegiatan yang telah
memiliki dan menerapkan dokumen lingkungan
dilihat dari 2 kriteria, yaitu :
a. Telah memiliki dokumen lingkungan
b. Telah menerapkan dokumen ling  kungan,
dibuktikan dengan penyampaian laporan
semesteran secara berkala dilengkapi hasil
pemantauan kualitas air dan pemantauan kualitas
udara. Pada tahun 2018, terdapat 41 pelaku usaha
yang telah memiliki dokumen lingkungan dan telah
menyampaikan laporan semesteran yang
dilengkapi hasil uji kualitas air dan hasil uji
kualitas udara ambien.
8) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Pelaksanaan Program Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan Iklim dilaksanakan dengan Sektor
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penyebab peningkatan gas rumah kaca terb esar di
Kota Bandung adalah dari sektor energi, yaitu
transportasi dan rumah tangga. Sektor lainnya

berasal dari pengelolaan sampah dan limbabh.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman,

Pertanahan dan Pertamanan

9) Program Pengelolaan Ruang Terbuka H ljau (RTH)

Pelaksanaan Program  Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan dengan
Persentase RTH dalam kondisi baik te  rcapai dengan
menghitung taman, median dan jalur hijau jalan
dalam kondisi baik. Pencapaian RTH dalam kondisi
baik memperhitungka n  pula penataan dan
pemeliharaan RTH pada tahun sebelumnya, sehingga
jumlah pencapaian RTH dalam kondisi baik . sampai
tahun 2018 terlaksana di 308 loka si. Dengan jumlah
RTH eksisting tahun 2018 sebanyak 688 lokasi,
diperoleh persentase RTH dalam kondisi baik sebesar
44,77%. Tidak tercapainya target adalah karena
adanya pergeseran fungsi RTH pada lokasi RTH yang
besar dan strategis serta keterbatasan lahan untuk

RTH yang tersedia di Kota Bandung.

2.11 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2018 dapat
diuraikan sebagai berikut :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1) Program Penataan  Administrasi  Kependudukan
Pelaksanaan Program Penataan Administrasi
Kependudukan dilaksanakan dengan Capaian
Pencetakan dan Perekaman E KTP sangat terbantu

oleh adanya program Mepeling yaitu program jemput
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bola menggunakan mobil operasional yang datang ke
tempat -tempat strategis.
2) Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
Pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan
Akurasi database kependudukan untuk
men ingkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil, pemberian hak akses untuk
pemanfaatan data kependudukan, stabilitas jaringan
komunikasi data (jarkomdat) untuk pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Dinas,
Kecamatan, Mepeling, Gerai Pelayanan Mall),
keamanan terhadap sistem informasi administrasi
kependudukan
3) Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang
Kependudukan
Pelaksanaan program Pemanfaatan Data dan
Inovasi Bidang Kependudukan dilaksanakan dengan
Elektronik Pendaftaran Penduduk Tidak Perm anen
(E-Punten) menjadi inovasi yang diluncurkan oleh
Dinas Kependudukan d an Pencatatan Sipil, aplikasi
e-punten ini memudahka n warga pendatang yang
menetap sementara di Kota Bandung untuk
melakukan pelaporan.
4) Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil
Pelaksanaan program Penataan Administrasi
Pencatatan  Sipll dilaksanakan dengan c apaian
pencetakan akta kelahiran dan akt a kem atian sangat
terbantu oleh adanya program Mepeling vyaitu
program jemput bola menggunakan mobil operasional
yang datang ke kecamatan dan tempat -tempat

strategis.
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5) Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan
Pelaksanaan program Pemelihar aan
Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
dilaksanakan dengan dilaksanakan dengan Program
ini tidak dilaksanakan karena ku rang tepat dengan

Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12 Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Urusan Administrasi Pem berdayaan
Masyarakat pada Tahun Anggaran 2018 dapat
diuraikan sebagai berikut :
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan
Ekonomi
Pelaksanaan  program Pemberdayaan Sosial
Budaya dan E konomi dilaksanakan dengan adanya
Terlaksananya pembinaan sosialisasi pe latihan
pameran hasil karya dan pelaku usaha UP2K ,
pembinaan pemasaran terhadap produk UP2K,
fasilitasi terhadap permodalan UP2K, peningkatan
kapasitas, bagi inovator dan pemanfaat TTG .
2. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan
Partisipasi Masyarakat
Pelaksanaan program Pemberdayaan
Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
dilaksanakan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri
No 12 Tahun 2007 Kiriteria swadaya swakarya yaitu
meningkatnya ekonomi masyarakat, pendidikan
masyarakat, kesehatan masyarakat, keamanan dan

ketertiban, kedaulatan politik masyarakat,
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persentase  masyarakat dalam  pembangunan.

Ketercapaian target disebabkan adanya

a. Supp ort dari lintas sektor OPD lain;

b. Terdapat lembaga kemasyar akatan aktif
diantaranya yaitu LPM dan PKK tingkat Kelurahan
/ Kecamatan dan Kota; dan

c. Terdapat potensi masyarakat dalam pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat Kota Bandung.

Terpacu dengan adanya bantuan dana berupa
kegiatan pada program inovasi pembangunan d an
pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) dan sadarnya
masyarakat Kota Bandung terhadap partisipasi
masyarakat mulai meningkat. Adanya potensi
partisipasi masyarakat  dalam pembangunan
khususnya  melalui swadaya murni.Meningkatnya
kesadaran masyarakat Kota Bandung terhadap

partisipasi masyarakat.

Kecamatan

3. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan
Kewilayahan

Pelaksanaan program Inovasi Pembangunan

dan Pemberdayaan Kewilayahan dilaksanakan
dengan komitmen Pimpinan dalam pe mberdayaan
masyarakat (LKK) dan  pening katan kualitas sarana
prasarana dan pelayanan publik Penghambat : Belum
optimalnya pelaporan kegiatan dari LKK ke

Kecamatan dan kelurahan

2.13 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana pada Tahun Anggaran 2018 dapat
diuraikan sebagai berikut :
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Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
1) Program Keluarga  Berencana

Pelaksanaan  program  Keluarga Berencana
dilaksanakan  dengan target TFR terealisasi yang
artinya, berhasil menurunkan tingkat a ngka
kelahiran anak, yang secara langsung berdampak
pada keberhasilan  program Keluarga Berencana di
Kota Bandung, dimana hal ini berdampak pada laju
pertumbuhan penduduk (LPP) di Kota Bandung.
Pencapaian target angka kelahiran total atau yang
disebut Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2018 Kota
Bandung mengalami penurunan, berarti berhasil
menurunkan angka kelahiran, dimana di tahun 2018
ditargetkan  1,96%, mengalami penurunan di tahun
2018 menjadi 1,95%, ini berarti ada penurunan
sebesar 0,1% dari yang ditarg  etkan. Salah satu faktor
tercapainya Total Fertility Rate (TFR) atau angka
kelahiran total Tahun 2018 adalah adanya
kerjasama/ koordinasi antar organisasi perangkat
daerah vertikal. Formulasi Pengukuran berdasarkan
lampiran Permendagri 86  tahun 2018 : TFR = Angka
Kelahiran Total ASFR

Angka Kelahiran Menurut

Jumlah kelahiran dari

Kelompok Umur bi
perempuan pada kelompok umur i pada tahun
tertentu pi =  Jumlahpenduduk  perempuan

kelompokumur i pada pertengahan tahun yang sama

i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15 -19,
i=2 untuk kelompok umur 20 -24,....., =7 untuk

kelompok umur 45 -49 K = bilangan kontanta

biasanya 1000 .

Tercapainya peningkatan PUS Peserta KB aktif,

merupakan upaya dari  para petugas di lini lapangan

LPPD TAHUN 2018 110



dalam melakukan penyuluhan, informas i dan
edukasi terhadap para pasangan usia subur (PUS)
yang belum ber KB supaya ikut ber KB, dan pada
akhirnya menjadi peserta KB aktif, diharapkan dapat
menjadi motivator atau penggerak dalam program KB

di lingkungan masyarakat sekitar, sehingga lebih

meni ngkatkan dalam persentase pencapaian program

KB untuk terus meningkat, serta adanya partisipasi
masyarakat yang cukup tinggi dan kerjasama/
koordinasi  antar organisasi perangkat daerah
vertikal.

2) Program Penyuluhan dan Penggerakan

Pelaksanaan program Penyul uhan dan
Penggerakkan dilaksanakan dengan adanya kegiatan
penyuluhan dan penggerakan melalui Mobil Unit
Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB) dalam
melakukan promosi program pengendalian penduduk
dan keluarga berencana di

Setiap wilayah kecamatan di Kot a Bandung,
dari target pada tahun 2018 terealisasi sebanyak 30
kali kegiatan di 30 kecamatan se -Kota Bandung,
sehingga target tercapai 100%.

3) Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pelaksanaan program Ketahanan dan
Kesejahteraan  Keluarga dilaksanakan dengan
pencapaian realisasi target pad a tahun 2018
sebanyak target 90 Kelompok dan tercapai sebanyak
90 Kelompok, dan mengalami  peningkatan dari tahun
sebelumnya, tarhadap jumlah Kelompok Tribina dan
UPPKS vyang aktif, target tercapai dikarenakan
adanya pem binaan dari tingkat kota ke setiap
wilayah kecamatan, dan pembentukan Kelompok

Tribina yang baru aktif dibentuk di setiap wilayah
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kecamatan se-Kota Bandung kepada kelompok -
kelompok ketahanan keluarga melalui kegiatan
Tribina dan UPPKS, yang lebih ditingkat kan dalam
segi pembinaan dan pelatihan terhadap anggota
kelompok, agar terus aktif dan berkontribusi dalam
kegiatan tersebut.
4) Program Pengendalian Penduduk

Pelaksanaan program Pengendalian Penduduk
dilaksanakan dengan Kualitas peningkatan informasi
penyebaran penduduk dan pemerataan penduduk di
Kota Bandung, sudah tercapai 100% melalui program
keluarga  berencana yang berdampak pada
keberhasilan program  pengendalian penduduk dan
laju pertumbuhan penduduk lebih terkendali dengan
upaya pencegahan angka kelahir an melalui program
keluarga berencana yang berdampak pada
pencegahan laju petumbuhan penduduk di Kota
Bandung, melalui sistem kualitas data dan informasi
keluarga berencana di 30 kecamatan se Kota

Bandung.

2.14 Perhubungan
Urusan Perhubungan pada Tahun An ggaran 201 8
dapat diuraikan sebagai berikut :
Dinas Perhubungan
1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Pelaksanaan program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan  Prasarana dan  Fasilitas LLAJ
dilaksanakan dengan Persentase Prasarana dan
fasilitas LLAJ yang be rkondisi baik adalah persentase
konidisi peralatan uji kendaraan bermotor yang

digunakan untuk melakukan uji KEUR di gedung
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pengujian kendaraan bermotor di Gedebage. Dari 26
alat yang tersedia ada 25 alat yang berkondisi baik
atau seki tar 96,15% atau melampaui target sebesar
85%.
2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pelaksanaan program Peningkatan Pelayanan
Angkutan  dilaksanakan dengan Rasio pengguna
kendaraan pribadi d an pengguna angkutan umum
yaitu perbandingan antara pengguna kenda raan
pribadi dan umum yang didasari atas hasil survey
yang dilaksanakan oleh pihak penyedia di beberapa
ruas jalan. Dari  hasil survey tersebut didapat hasil
bahwa pengguna kendaraan umum sebesar 26,14%
sedangkan pengguna kendaraan pribadi sebesar
73,86%. Adapun yang menjadi faktor pendorong
yaitu : seiring perbaikan pelayanan angkutan maka
beberapa pengguna kendaraan pribadi mulai
beralih(anak sekolah, buruh, dan karyawan) menjadi
pengguna kendaraan.

3) Program  Pembangunan Sarana dan  Prasarana

Perhubungan

Pelaksanaan program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perhubungan dilaksanakan  dengan
persentase halte yang terbangun di jalur yang telah
dilayani angkutan umum dalam trayek. Dari total 48
trayek angkutan umum (39 angkot, 4 TMB dan 5

Damri) semua trayek sudaht erpasang halte / shelter

sehingga dari target 85% sudah tercapai sebesar
100%.

4) Program  Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas

Pelaksanaan program Pengendalian  dan

Pengamanan Lalu Lintas dilaksanakan dengan
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Kecepatan rata -rata tempuh kendaraan adalah data
yang didapat dari hasil survey di lapangan yang
dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa. Survey
dilakukan di beberapa ruas jalan yang telah
ditentukan sebelumnya dalam 3 rentang waktu
puncak jam sibuk / peak hour, yaitu pagi hari (jam
masuk sekolah pagi dan  kantor), siang hari (jam pergi
dan pulang anak sekolah) dan sore hari (jam pulang
anak sekolah dan karyawan). Dari hasil survey
didapat data bahwa kecepatan rata -rata tempuh
kendaraan sebesar 17,42 km/jam.

5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendara an Bermotor

Pelaksanaan program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor dilaksanakan
dengan persentase angkutan umum yang laik jalan
adalah persentase kendaraan yang lulus uji KEUR di
balai pengujian kendaraan bermotor yang terletak di
Gedebage. Kendaraan yang dinyatakan laik jalan
adalah kendaraan yang telah lulus melewati beberapa
pengujian yang dilakukan oleh para penguji
kendaraan dari mulai rangka, bodi, sistem
kelistrikan, kaki  -kaki, pencahayaan lampu, ketebalan
emisi gas buang, ketebala n kaca fi Im dsb. Dari
jumlah kendaraan umum yang diuji sepanjang tahun
2018 sebanyak 10.566 unit kendaraan ada sebanyak
219 kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uiji.
Dengan demikina sekitar 10.347 unit kendaraan

dinyatakan lulus atau sekitar 97.93%.

6) Progr am Program  Ketertiban dan Keselamatan
Lalu Lintas Angkutan Jalan
Pelaksanaan program Ketertiban dan

Keselamatan Lalu Lintas  Angkutan Jalan
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dilaksanakan dengan Persentase penurunan angka
kecelakaan lal u lintas adalah persentase yang
menunjukan berapa banyak penurunan angka
kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang tahun
2018 di wilayah hukum Kota Bandung. Dari data
yang diperoleh dari Satlantas Polrestabe Bandung,
didapat data bahwa sepanjang tahun 2018 terjadi
penurunan angka kecelakaan sebesar 0,4%. Ta hun
2018 terdapat 501 kejadian kecelakaan lalu lintas
dengan korban meninggal dunia sebanyak 154 orang,
sedangkan tahun 2018 terjadi sebanyak 499 kejadian
kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal
dunia sebanyak 149 orang.

7) Program Pe rencanaan dan Eval uasi pembangunan
Sarana, Prasarana dan fasilitas  Perhubungan

Pelaksanaan program Perencanaan dan

Evaluasi pembangunan Sarana, Prasarana dan
fasilitas Perhubungan dilaksanakan dengan
Persentase dokumen perencanaan bidang
perhubun gan yang ditindak lanjuti ya  itu persentase
dari jumlah dokumen perencanaan yang ditindak
lanjuti  dibandingkan dengan jumlah dokumen
perencanaan yang telah dibuat. Selama tahun 2018
ada sebanyak 11 dokumen perencanaan yang dibuat
dan seluruhnya telah ditindak lanjuti baik pada
tahap im plementasi maupun seba gai bahan rujukan

/ kajian dalam  membuat suatu kebijakan.

2.1 5 Urusan Komunikasi dan Informatika
Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun

Anggaran 201 8 dapat diuraikan sebagai berikut :
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Dinas Komunikasi dan Informatika
1) Program Pengembangan  Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Pelaksanaan program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
dilaksanakan dengan ketercapaian program ini
dengan adanya dukungan dari Pejabat Pengelola
Informasi Daerah (PPID) pembantu dan utama yang
ada di Pemerintah Kota  Bandung dalam mendukung
ketersediaan data informasi atau Daftar Informasi
Publik (DIP) sebagai bahan informasi kepada
masyarakat.
2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan  Informasi
Pelaksanaan program Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi dilaksanakan dengan
cakupan pengembangan dan pemberdayaan
kelompok informasi masyarakat kecamatan .
3) Program  Program  Pengembangan Infrastruktur
Teknologi Informasi dan  Komunikasi
Pelaksanaan program Pengembangan
Infrastru ktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
dilaksanakan dengan beberapa faktor yang
mendukung pencapa ian kinerja pada tahun 2018 ini
diantaranya: Seluruh PD, kecamatan dan sekolah
sudah terjangkau koneksi FO; Adanya sistem
monitoring realtime kondisi perangka t jaringan di
lokasi PD untuk memudahkan proses penguraian
masalah; Percepatan penyelesaian  gangguan koneksi
PD kurang dari 1 x 24 jam (tergantung jenis
gangguan) dan Pelaporan gangguan koneksi PD

realtime melalui help desk.
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4) Program Perencanaan, Evaluasi dan
Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi

Pelaksanaan program Perencanaan, Evaluasi
dan Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi dilaksanakan dengan upaya
ketercapaian program ini telah dihasilkan beberapa
kajian dan tatakelola yang mengat ur terwujudnya
program Bandung Smart City yaitu
a) Perwal Tata Kelola TIK;

b) SOP Pengelolaan Sistem Informasi;

c) Pedoman/Standar hardware dan Software;

d) Pedoman/Standar Sumber Daya TIK;

e) Kepwal Komite Pengarah TIK;

f) Kepwal Tim Evaluator SPBE;

g) 7. Kepwal Pejab at Pengelola TIK;

h) Pedoman Business Continuity Plan;

i) Perwal Tata Kelola data ; dan

j) Perwal Rencana Induk Bandung Kota Cerdas.

5) Program Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan program Layanan Informasi Publik
dilaksanakan dengan layanan informasi yang
diberikan kepada masyarakat melalui Siaran Radio
Sonata FM/AM serta Siaran Keliling (Sarling)
terselenggara dengan baik karena salah satunya
adalah dukungan dari perangkat daerah sebagai nara

sumber dan praktisi sesuai dengan bidang

keahliannya.
6) Program Pengembanga n Komunikasi dan
Informasi
Pelaksanaan program Pengembangan
Komunikasi dan Informasi dilaksanakan  dengan
Layanan pengaduan masyarakat secara online
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dikelola secara langsung oleh UPT Pusat Manajemen
Informasi Pemerintahan menggunakan aplikasi
LAPOR! (Layana n Aspirasi Pengaduan Online Rakyat)
yang terhubung ke seluruh Perangkat Daerah,
Perusahaan Daerah dan Kecamatan serta kelurahan.
Secara teknis, setiap laporan yang masuk ke dalam
sistem LAPOR, selanjutnya didistribusikan ke
OPD/PD/Kecamatan sesuai dengan k ewenangannya
masingmasing berdasarkan objek permasalahan.
Pada tahun 2018 menerima 4.851 Pengaduan dan
langsung ditindaklajuti oleh Perangkat daerah

maksimal 3 hari.

2.1 6 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
pada Tahun Anggaran 201 8 dapat diuraikan sebagai
berikut :
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Pelaksanaan program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif U saha

Kecil Menengah dilaksanakan dengan realisasi

Jumlah Wirausaha Baru/Jumlah Peserta yang
mengikuti Diklat Wirausaha Baru sebanyak 600
orang melalui diklat dan pendampingan . Indikator

pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek

a) HKI/Paten (100 pelaku usaha)

b) Omset,

c) Akses Modal (500 pelaku usaha),

d) Sertifi kasi Halal (88 pelaku usaha),

e) Kuantitas dan Kualitas Produksi (kemasan=150

pelaku usaha) dengan realisasi capaian total
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sebanyak 838 pelaku usaha. Hal ini terlaksana
melalui berbagai kegiatan sosialisasi, b imtek,
fasilitasi permodalan, sertifi kat halal,
pengembangan kapasitas dan kualitas produksi
(fasilitasi kemasan). Pelaku usaha dimaksud
adalah usaha mikro
2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
bagi Usaha Mikro Kecil ~ Menengah
Pelaksanaan program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
dilaksanakan dengan -Indikator Jumlah UMKM yang
meningkat kemampua n usahanya dari  Sisi
kompetensi SDM pelaku UMKM, Fasilitasi akses
permodalan dan Fasilitasi promosi produk UMKM
yang akhirny a akan bermuara pada trend volume
penjualan meningkat. Hal ini akan meningkatkan
daya saing dan pertumbuhan. Indikator tersebut
terealisasi sebanyak 270 UMKM .
3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Pelaksanaan program Peningkatan Kualitas
Kelemb agaan Koperasi dilaksanakan dengan
Indikator lapangan kerja baru perkoperasian dihi tung
berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti diklat,
bimtek, pendampingan, sosialiasi perkoperasian,
intermediasi pembiayaan, workshop pembiayaan dan
workshop penataan tok o koperasi. Indikator  tersebut
terealisasi sebanyak 750 lapangan kerja baru
perkoperasian . Target koperasi aktif tahun 2018
sebanyak 27 ko perasi dengan realisasi sebesar 28
koperasi, perhitungan persentase dipengaruhi oleh
dinamisasi jumlah koperasi seperti fluktuasi jumlah

koperasi, ada pendirian koperasi baru, ada
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pembubaran koperasi, alih status koperasi, dan lain
lain. Adapun rinciannya sbb : Jumlah Koperasi Aktif
sampai dengan 2018 sebanyak 2240 Koperasi dari
Total Jumlah Koperasi sebanyak 2521 . Kiriter ia
koperasi sehat yang utama yaitu :
a) Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT),
b) Beroperasi paling sedikit satu tahun buku.
Sedangkan kesehatan koperasi dilihat dari
1) Aspek Permodalan
2) Kualitas Aktiva produktif
3) Efisiensi
4) Likuiditas
5) Kemandirian
6) Pertu mbuhan
7) Jati diri

4) Program Pedagang Kaki Limadan Asongan

Pelaksanaan program Pedagang Kaki Lima

dilaksanakan  dengan Indikator Jumlah PKL Yang
Meningkat Kemampuan Usahanya dihitung dari :
Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya
setelah :
a) Dilakukanrelo kasi.
b) Penataan Tempat .
c) Diversifi kasi usaha.
d) Pengelolaan keuangan
e) Pemasaran online .
f) Meningkatnya pendapatan.

Indikator tersebut terealisasi sebanyak 277 PKL .

2.17 Urusan Penanaman Modal
Urusan Penanaman Modal pada Tahun Anggaran

201 8 dapat diuraik an sebagai berikut :
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Dinas Penanam Modal dan PTSP
1) Program  Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Pelaksanaan program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi dilaksanakan dengan

perhitungan capaian nilai investasi terdi ri dari nilai

capaian invest asi dari Laporan Kegiatan Penanaman

Modal (LKPM) online BKPM RI yang terdiri dari PMA

dan PMDN Kota Bandung, dan pengajuan Izin SIUP

baru yang terbit pada tahun 2018 . Faktor pendorong

a) Peningkatan k epatuhan pelaporan LKPM melalui
sosialisasi hak akses LKPM dan penyampaian
surat edaran kepada para pelaku usaha dengan
nilai investasi diatas Rp500.000.000;

b) Peningkatan kepastian hukum melalui
penyesuaian regulasi sesuai dengan perkembangan
peraturan perundang -undangan, penyederhanaan
proses perizinan dan non pe rizinan, dan
peningkatan promosi investasi;

c) Peningkatan proses pelayanan perizinan melalui
sistem online, dan peningkatan kapasitas SDM;
dan

d) Percepatan proses integrasi sistem HAYU dan
Gampil dengan sistem OSS.

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan  Reali sasi

Investasi

Pelaksanaan program  Peningkatan  Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi dilaksanakan

dengan perhitungan capaian nilai investasi terdiri

dari nilai capaian investasi dari Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) online BKPM RI yang

terdiri dar i PMA dan PMDN Kota Bandung, dan
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pengajuan lzin SIUP baru yang terbit pada tahun

2018. Faktor pendorong :

a. Peningkatan kepatuhan pelaporan LKPM melalui
sosialisasi hak akses LKPM dan penyampaian
surat edaran kepada para pelaku usaha dengan
nilai investasi d iatas Rp500.000.000;

b. Peningkatan kepastian hukum melalui
penyesuaian regulasi sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang -undangan,

penyederhanaan proses perizinan dan non
perizinan, dan peningkatan promosi investasi;

c. Peningkatan proses pelayanan perizi  nan melalui
sistem online, dan peningkatan kapasitas SDM,;
dan

d. Percepatan proses integrasi sistem HAYU dan
Gampil dengan sistem OSS.

3) Program Peningkatan dan Pengembangan

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu

Pelaksanaan  program  Peningkatan  dan

Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan

Terpadu dilaksanakan dengan Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui

survey secara langsung terhadap setiap pemohon

izin. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reform asi Birokrasi Republik

Indonesia No.14 Tahun 2018 dan disesuaikan dengan

penerapan pelayanan secara online, maka ditetapkan

7 indikator variabel untuk mengukur IKM yaitu :. 196

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018 No. Perangkat

Daerah/Program Indikator Kinerja Satuan Target

Realisasi Keterangan

a. Biaya/Tarif Pelayanan ;

b. Maklumat Layanan ;
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c. Kompetensi/Pengetahuan Petugas Layanan ;
d. Persyaratan Pelayanan ;

e. Produk/Jenis Layanan ;

f. Prosedur pelayanan ; dan

g. Waktu Pelayanan.

Rata-rata waktu layanan izin dihitung dengan
cara memb andingkan jumlah izin yang sesuai waktu
dengan jumlah jenis izin keseluruhan. Acuan waktu
yang digunakan berdasar pada Peraturan Walikota
Bandung No. 235 Tahun 2018 Tentang SOP
DPMPTSP. Berdasarkan pasal 41 ayat 2 bahwa:
Jangka waktu pelayanan perizinan da N non perizinan
mulai dari pendaftaran secara elektronik sampai
dengan penandatanganan untuk dokumen izin dan
non izin baru ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja, dan untuk izin dan non izin diluar permohonan
baru ditetapkan paling lambat 4 (empat) h ari kerja.
Waktu layanan untuk herregistrasi dalam Peraturan
Walikota Bandung No. 235 Tahun 2018 ditentukan
selama 4 hari kerja untuk semua jenis izin yang
memerlukan herregistrasi.

Indikator Rata -rata Waktu Respon Penyelesaian
Pengaduan dihitung dengan ca ra membandingkan
jumlah jam penyelesaian pengaduan dengan jumlah
pengaduan. Rata-rata Waktu Respon Penyelesaian
Pengaduan adalah pengaduan berupa komplain yang
merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat
terhadap pelayanan perizinan DPMPTSP Kota
Bandung. Dat a rata -rata waktu respon penyelesaian

pengaduan dihitung otomatis oleh sistem.
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4) Program Peningkatan Pengawasan dan

Pengendalian Investasi

Pelaksanaan program Peningkatan Pengawasan
dan Pengendalian Investasi dilaksanakan dengan
perhitungan capaian nilai investasi terdiri dari nilai
capaian investasi dari Laporan Kegiatan Penanaman

Modal (LKPM) online BKPM RI yang terdiri dari PMA

dan PMDN Kota Bandung, dan pengajuan Izin SIUP

baru yang terbit pada tahun 2018. Faktor pen dorong :

a) Peningkatan kepatuhan pelapo ran LKPM melalui
sosialisasi hak akses LKPM dan penyampaian
surat edaran kepada para pelaku usaha dengan
nilai investasi diatas Rp500.000.000;

b) Peningkatan kepastian hukum melalui
penyesuaian regulasi sesuai dengan perkembangan
peraturan perundang -undangan, penyederhanaan
proses perizinan dan non perizinan, dan
peningkatan promosi investasi;

c) Peningkatan proses pelayanan perizinan melalui
sistem online, dan peningkatan kapasitas SDM;
dan

d) Percepatan proses integrasi sistem HAYU dan

Gampil dengan sistem OSS.

2.18 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada Tahun
Anggaran 201 8 dapat diuraikan sebagai berikut :
Dinas Pemuda dan Olahraga
1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
Pelaksanaan program Pengembangan dan
Keserasian Ke bijakan Pemuda dilaksanakan dengan

adanya antusiasme para P emuda terhadap program
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tersebut sangat tinggi dengan didukung anggaran

yang tersedia. Capaian Kinerja tersebut sesuai

dengan data realisasi pada tahun 2018 yang
mencapai 105% dengan melalui 5 kegi  atan sebagai
berikut:

a) Kegiatan peningkatan keimanan dan ketagwaan
kepemudaan (Target 3200 orang, Realisasi 4000
orang);

b) Kegiatan kepedulian pemuda (Target 3000 orang,
Realisasi 3025 orang) ;

c) Kegiatan peningkatan  potensi  sumberdaya
pemuda (Target 3300 oran g,Realisasi 3412 orang) ;

d) Kegiatan peningkatan karya dan prestasi pemuda
(Target 2 kegiatan, Realisasi 2 kegiatan,
dengan jumlah 1100 orang) ; dan

e) Kegiatan peningkatan gerakan kepramukaan
(Target 1000 orang, Realisasi 1000 orang).

2) Program Peni ngkatan Peran Serta Kepemudaan
Pelaksanaan program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan dilaksanakan dengan jumlah Kegiatan

Peningkatan Kewirausahaan Pemuda Tahun 2018

telah mencapai target dengan data capaian kinerja

sebagai berikut : Penciptaan Wirausaha Muda Baru

(WUB) pada tahun anggaran 2018 dilakukan dengan

kerangka pemikiran dan model oMini Inkubasi 6 yang

dikembangkan bersama antara Dinas Pemuda dan

Olahraga dengan Kamar Dagang dan Industri

(KADIN) Kota Bandung, yang selama ini sudah

berjalan dengan m enciptakan wirausaha baru

sebanyak 600 orang
3) Program Pembinaan Keolahragaan
Pelaksanaan program Pembinaan Keolahragaan

dilaksanakan dengan Cakupan pembinaan
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keolahr agaan Tahun 2018 telah mencapai Target

100%, pencapaian kinerja tersebut didukung oleh 3

k egiatan,antara lain :

a) Kegiatan penghargaan keolahragaan (Target 200
orang, Realisasi 200 orang);

b) Kegiatan peningkatan promosi olahraga prestasi
(Target 4 Kegiatan, Realisasi 4 kegiatan) ;

c) Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK
olahraga sebagai pendor ong peningkatan prestasi
olahraga (Target 625 orang, Realisasi 625 orang).

Faktor Pendoro ng : Juara 1 POPDA vyaitu
adanya pembinaan berkesinambungan terhadap atlit -
atlit pelajar Kota Bandung yang berkolaborasi dengan

KONI Kota Bandung Faktor Penghambat : Ju ara 5

PORPEMDA yaitu tidak adanya regenerasi atlit ASN

Kota Bandung yang berprestasi dalam bidang

olahraga untuk berprestasi di tingkat Provinsi

(PORPEMDA).

4) Program Pembinaan Pembudayaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Pelaksanaan program Pembinaan

Pembudayaan dan  Pemasyarakatan  Olahraga

dilaksanakan dengan Program Pembudayaan dan

Pemasyarakatan Olahraga tersebut diselenggarakan

melalui Perencanaan, Kerjasama antar Lembaga/

Pengcab/Komunitas dan meningkatkan Partisipasi

Masyarakat sebagai Peserta. Event olahra ga tersebut

yaitu :

a) Liga Pendidikan Indonesia (Sepak Bola)

b) Invitasi Olahraga Tradisional

c) Invitasi Benjang

d) Pekan Olahraga SMK

e) Lomba Senam Lansia
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f) Lomba Futsal NPCI

g) Bandung Lautan Bola (Ladiest Street Soccer )

h) Senam Bandung Juara

i) Bersepeda Bandung Juara 6

5) Program  Peningkatan Infrastruktur Sarana dan

Prasarana Olahraga

Pelaksanaan Peningkatan Infrastruktur Sarana

dan Prasarana Olahraga dilaksanakan dengan

kegiatan :
Jumlah kecamatan yang memiliki sarana dan
prasarana olahraga adalah:

a) Rehabilitasi Lapangan Volley  di RW.13
Kel.Cipadung Kec.Panyileukan

b) Lapangan Futsal Kec. Bojongloa Kidul dibangun
menjadi Lapangan Olahraga di Kel. Gempol Kec.
Bandung Kulon

c) Lapangan Olahraga Serbaguna Kec. Mandalajati

d) Rehabilitasi Lapangan Olahraga Volley dan
Basket di RW.0 7 Kel.Pasirendah Kec.
Ujungberung .

Jumlah SOR dan GOR yang kualitas pelayanannya

meningkat adalah:

a) Melaksanakan pemeliharaan rumput di dalam
lapangan sepakbola GBLA dan melaksanakan
pemeliharaan rumput di halaman sekitar GBLA .

b) Melaksanakan General Cleaning di GBLA, SOR
Persib, GOR Bandung dan di GOR Bulutangkis
Lodaya.

c) Melaksanakan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan, di SOR/GOR Pajajaran, Persib, GBLA,
Hoky Cikutra, Bulutangkis Lodaya, Lapang
Tembak Lodaya, Sepak Takraw Lodaya, Softball
Lodaya, Volly Pasir Lo daya, Squash Lodaya, Taman
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Maluku dan fasilitas lainnya seperti perbaikan
toilet, lampu penerangan dan saluran air
pembuangan.

d) Melaksanakan Penataan Ruang Pengelola dan
Fasilitas lainnya di SOR Caringin, SOR Sepak Bola
Lodaya .

2.19 Urusan Statistik
Urusan Statistik pada Tahun Anggaran 201 8
dapat diuraikan sebagai berikut :
Dinas Komunikasi dan Informatika
1) Program PengembanganData/Informasi/Statistik
Daerah
Pelaksanaan PengembanganData/Informasi/
Statistik Daerah  dilaksanakan dengan  dukungan dari
program i ni adalah;
a) Ketersediaan sumberdaya manusia pendukung
pengolahan dan pengelolaan data ;

b) Adanya tata kelola data yang baik

2.20 Urusan Persandian
Urusan Persandian pada Tahun Anggaran 201 8
dapat diuraikan sebagai berikut :
Dinas Komunikasi dan Informatika
1) Program Optimalisasi Persandian dan  Aplikasi
Pelaksanaan  Optimalisasi Persandian dan
Aplikasi dilaksanakan dengan  Beberapa faktor yang
mendukung pencapa ian kinerja pada Tahun 2018 ini
diantaranya: Ketersediaan Tenaga SDM sesuai
dengan ahlinya yaitu ahli da tabase; system analys;

Programmer dan Technical Writer.
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2.21 Urusan Kebudayaan
Urusan Kebudayaan pada Tahun Anggaran 201 8
dapat diuraikan sebagai berikut :
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1) Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelaksanaan Pengembangan Nilai B udaya
dilaksanakan dengan capaian kinerja jumlah objek
tradisi ya ng dikembangkan pada tahun 2018
mencapai 100 % atau kinerja nyata mencapai 6 objek
tradisi yang telah  dilakukan upaya pengembangan
dari target 6 objek. Adapun 6 objek tradisitersebut
adalah:

1) Permainan rakyat;

2) Makanan dan minuman tradisional;
3) Ungkapan tradisi;

4) Organisasi Sosial;

5) Adat Istiadat;

6) Ritus.

Adapun upaya pelestarian diwujudkan melalui
revitalisasi nilai budaya, sarasehan, pengembangan
model, pemberian apresiasi, pemb inaan dan
pelatihan SDM objek tradisi.

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Budaya
dilaksanakan dengan  capaian kinerja jumlah objek
tradisi yang dilindungi pada tahun 2018 mencapai
100 % atau kinerja nyata mencapai 6 objek t radisi
yang telah dilakukan upaya pelindungan dari target 6
objek. Adapun 6 objek tradisi tersebut adalah:

1) Permainan rakyat;
2) Makanan dan minuman tradisional;
3) Ungkapan tradisi;

4) Organisasi Sosial;
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5) Adat Istiadat;
6) Ritus.

Adapun upaya p elindungan diwujudkan
melalui : pengkajian nilai tradisi; penataan dan
inventarisasi database.

3) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya

Pelaksanaan Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan Budaya dilaksanakan dengan
capaian kinerja Jum lah objek tradisi ya ng
dimanfaatkan pada tahun 2018 mencapai 100 %
atau kinerja nyata mencapai 6 objek tradisi yang
telah dilakukan upaya pelestarian dari target 6 objek.
Adapun 6 objek tradisi  tersebut adalah:

1) Permainan rakyat;

2) Makanan dan minuman tradisional,
3) Ungkapan tradisi;

4) Organisasi Sosial;

5) Adat Istiadat;

6) Ritus.

Adapun upaya pemanfaatan diwujudkan
melalui : penyertaan nilai tradisi dalam kampanya
budaya, festival budaya, pagelaran budaya,
pergelaran seni, pameran budaya dan be ntuk

penyebarluasan informasi lainnya

2.22 Urusan Perpustakaan
Urusan Perpustakaan pada Tahun Anggaran

201 8 dapat diuraikan sebagai berikut :
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Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1) Program Peningkatan Sistem  Administrasi
Perpustakaan
Pelaksanaan Peningkata n Sistem Administrasi

Perpustakaan dilaksanakan dengan capaian kinerja

cakupan TI sistem administrasi perpustakaan

meliputi :

1) Tersedianya 1 Database Perpustakaan

2) Terlaksananya pendataan dan penataan bahan
pustaka .

3) Tersedianya 1 aplikasi sistem otomasi
per pustakaan .

4) Terpeliharanya jaringan informasi perpustakaan
Formulasi  pengukuran  yaitu  Akumulasi
Jumlah  Pemustaka  (Pengunjung) ke Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung

Pertahun. Faktor Pendorong :

1) Terdapat anggaran pelaksanaan kegiatan

2) Sumber daya yang kompeten baik itu sumber
daya manusia, sumber daya  sarana prasarana dan
sumber daya lain yang dapat mendorong
pelaksanaan kegiatan .

3) Terbangunnya Sistem OPAC yang mampu
mempercepat proses pencarian bahan pustaka
yang dibutuhkan

2) Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan

Prasarana Perpustakaan

Pelaksanaan Program Pemeliharaan Rutin/

Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan

dilaksanakan dengan Capaian kinerja cakupan

pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan
yaitu dengan melakukan pemeliharaan sarana dan

prasarana perpustakaan melalui kegiatan fumigasi
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bahan pustaka agar koleksi bahan pustaka yang ada
di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung
terpelihara dengan baik.  Formulasi pengukuran yaitu
Akumulasi Jumlah Pemustaka (Pengunjung) ke Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung
Pertahun. Faktor Pendorong :
1) Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan
kegiatan .
2) Terlaksananya kegiatan fumigasi untuk
pemeliharaan bahan pustaka
3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi  Perpustakaan dan  Budaya Baca
Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi  Perpustakaan dan Budaya Baca
dilaksanakan dengan capaian kinerja  jumlah
pemustaka per tahun meliputi :
1) Terlaksananya pengadaan bahan pustaka dengan
jumlah 12.803 eksemplar
2) Tersedianya sarana layanan informasi
perpustakaan
3) Tersedianya 30 koleksi karya cetak dan karya
rekam .
4) Tersedianya Buku pedoman perpustakaan, Buku
SNP, dan Buku Peraturan Daerah tentang

penyelenggaraan perpustakaan

5) Terlaksananya kegiatan perlombaan
Terlaksananya workshop d an seminar
perpustakaan

6) Terlaksananya pameran perpustakaan
Formulasi pengukuran yaitu :
1) Akumulasi Jumlah Pemustaka (Pengunjung)
ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota

Bandung Pertahun
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2) Jumlah Perpustakaan Kelurahan yang aktif di

Kota Bandung.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan
jumlah pemustaka yaitu dengan cara meningkatkan
pelayanan kepada pemustaka, baik layanan di
gedung perpustakaan maupun layanan perpustakaan
keliling. Selain itu juga melalui peningkatan jumlah
koleksi bahan pustaka yang sesuai dengan
kebutuhan pemustaka.

Faktor pendorong :

1) Terdapat anggaran pelaksanaan kegiatan yang
dapat mengakomodir peningkatan minat baca
masyarakat .

2) Terdapat Mobil Unit Perpustakaan Keliling

(MUPK) sebagai sarana jemput  pemustaka .

2.23 Urusan Kearsipan
Urusan Kearsipan pada Tahun Anggaran 201 8
dapat diuraikan sebagai berikut :
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1) Program Perbaikan  Sistem Administrasi Kearsipan
Pelaksanaan Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan dilaksanakan dengan  sumber daya yang
kompeten dan memadai . baik itu sumber daya
manusia, sumber daya sarana prasarana kearsipan
dan sumber daya lain yang dapat mendorong
pelaksanaan kegiatan penyusunan landasan hukum
pengelola kearsipan .
2) Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Pelaksanaan Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/ Arsip Daerah dilaksanakan dengan
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tersedianya petugas kearsipan di OP D yang bertugas
untuk melakukan  pengelolaan arsip .
3) Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan
Pelaksanaan Pemeliharaan R utin/ Berkala
Sarana dan Prasarana Kearsipan dilaksanakan
dengan terlaksananya kegiatan fumigasi dan pest
control dalam upaya pemeliharaan  Depo Arsip .
4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Sarana dan Prasa rana Kearsipan dilaksanakan
dengan Realisasi program melebi hi target karena
dalam kegiatan pembinaan kearsipan terdapat
beberapa perangkat daerah yang dibina lebih dari
satu kali . Faktor Pendorong :
1) Tersedianya su mber daya manusia arsiparis.
2) pengelola kear sipan yang berkompeten dalam
melakukan pembinaan kearsipan di OPD

3) Tersedianya sarana kearsipan

2.2 4 Urusan Sosial
Urusan Sosial pada Tahun Anggaran 201 8 dapat

diuraikan sebagai berikut :

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

1) Program Pemberdayaan Fa  kir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Penanganan keluarga miskin dilakukan melalui

berbagai program dan kegiatan diantaranya Program
Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT), pelati han keterampilan berusaha bagi
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keluarga miskin, dan pelatihan keterampilan bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Jumlah warga miskin di Kota Bandung
berdasarkan data BDT sebanyak

117.234 KK sedangkan yang intervensi melalui
program dan kegia tan yang terdapat pada Dinas
Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota
Bandung pada tahun 2018 sebanyak 63.650 KK atau
sebesar 54,29%.

Faktor pendukung tercapainya indikator adalah
komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam
menanggulangi kemiskinan.

2) Prog ram Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial

Penanganan korban bencana dilakukan melalui
evakuasi dan pemberian bantuan tanggap darurat
bencana bagi korban bencana. Terdapat 16.510 jiwa
korban bencana yang diberi bantuan selama tahun
2018, yaitu: (1 ) Banjir sebanyak 33 kejadian; (2)
Longsor sebanyak dua kejadian; (3) Kebakaran
sebanyak 64 kejadian; (4) Angin puting beliung
sebanyak 18 kejadian; dan (5) Longsor sebanyak 2
kejadian.

Penanganan orang terlantar dalam perjalanan
yang ditangani selama t ahun 2018 sebanyak 296
orang.

3) Program Pembinaan Anak Terlantar

Penanganan anak terlantar meliputi
penanganan terhadap anak jalanan dan anak
terlantar yang populasinya di Kota Bandung
sebanyak 4.574 orang.

Adapun yang dilakukan intervensi oleh Dinas

Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan selama

LPPD TAHUN 2018 135



tahun 2018 melalui kegiatan pelatihan keterampilan
dan pengembangan bakat para anak jalanan
sebanyak 930 orang.

4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma

Jumlah penyandang disabilitas yang
memperoleh layanan be rupa bantuan keuangan dari
pemerintah pusat bagi disabilitas berat, pelatihan
keterampilan dari pemerintah Kota Bandung
sebanyak 1.121 orang sedangkan  populasi
penyandang disabilitas berjumlah 5.069 orang (data
tahun 2015) atau mencapai 22,11%.

5) Progra m Pembinaan Panti Asuhan/Jompo

Jumlah penghuni panti yang terdapat di panti
asuhan anak dan lansia di Kota Bandung sebanyak
3.842 . Dalam memastikan pemenuhan kebutuhan
para penghuni panti tersebut, Dinas Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan melaksanakan
pemberdayaan panti dan pemberian bantuan sarana
untuk panti -panti atau lembaga Kesejahteraan sosial
di kota Bandung.

6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit
Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial Lainnya)

Jumlah gelandangan, pengemis, da n Wanita
Tuna Susila (WTS) yang diberikan pembinaan
melalui pelatihan keterampilan selama tahun 2018
sebanyak 400 orang dari jumlah gelandangan,
pengemis, dan WTS yang terjaring selama tahun
2018 yaitu sebanyak 1.457 orang atau sebesar
27,45%.
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7) Program Pem berdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Peran aktif PSKS diwujudkan dalam peran aktif
Garda PPKS vyang terdiri dari berbagai elemen
relawan sosial seperti Karang Taruna, Tagana,
Pekerja Sosial Masyarakat, dsb. Jumlah Garda PPKS
yang ada di Kota Band ung pada tahun 2018
sebanyak 2.073 orang.
8) Program Peningkatan Pelayanan Lanjut  Usia
Target pada tahun 2018 sebesar 27.28%
merupakan target kumulatif dari tahun -tahun
sebelumnya sehingga dalam menghitung realisasinya
pun merupakan akumulasi dari realisas i tahun -
tahun sebelumnya. Jumlah lanjut usia terlantar yang
memperoleh layanan jaminan sosial maupun
pelatihan keterampilan sampai dengan tahun 2018
sebanyak 1.880 orang dari populasi lanjut usia
terlantar di Kota Bandung sebanyak 2.108 orang
(data tahun 2 015) sehingga capaian kinerja pada
tahun 2018 mencapai 89,18%.
9) Program Perlindungan Sosial Bencana
Penanganan korban bencana dilakukan melalui
evakuasi dan pemberian bantuan tanggap darurat
bencana bagi korban bencana. Terdapat 16.510 jiwa
korban bencana yang diberi bantuan atau sebesar
100% selama tahun 2018 yang terdiri dari: (1) Banjir
sebanyak 33 kejadian; (2) Longsor sebanyak 2
Kejadian; (3) Kebakaran sebanyak 64 kejadian; dan
(4) Angin puting beliung sebanyak 18 kejadian; (5)

Longsor sebanyak 2 ke jadian.

LPPD TAHUN 2018 137



10) Program Pemberdayaan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah PMKS yang mengikuti pemberdayaan
pada tahun 2018 sebanyak 231 orang melalui
kegiatan bimbingan teknis, pelatihan keterampilan,
dan kegiatan peningkatan kualitas keluarga m elalui
pemberdayaan ekonomi PMKS.
11) Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan
Nilai pelaksanaan pelayanan publik (public
service) pada Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung setelah dikonversikan
yaitu 78.87 artinya Dinas Sosial dan Penanggulanga n
Kemiskinan berada pada interval 76,61 -88,30. Dapat
disimpulkan bahwa mutu pelayanannya adalah
BAIK/B.
12)Program I denti pkasi dan I nventaris
Jumlah data PMKS vyang dimutakhirkan
sebanyak 2 dokumen mel al ui kegi at :

validasi data BDT oleh Satuan Petugas Verivali.

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
a. Bidang Pendidikan
Target SPM 100% sesuai yang terdapat pada

Permendagri 18 Tahun 2016 dan pencapaian SPM sesuai
masing -masing bidang berdasarkan data dari perangkat
daerah pengimpun SPM di Pemerintah Kota Bandung .
Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kota Bandung Tahun
2018 adalah sebagai berikut:
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Tabel lll -a-2
Target dan Pencapaian SPM
Bidang Pendidikan ~ Tahun 2018
Jenis Pelayanan Dasar Target SPM (% ) Capaian SPM (%)

1 setiap Warga Negara Indonesia 100% 100.00%
usia 7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan pendidikan dasar
sesuai dengan standar nasional

pendidikan

2 setiap Warga Negara Indonesia 100% 100%
usia 1 s.d. 6 tahun berhak
mendapatkan pendidikan anak
usia dini sesuai dengan standar
nasional pendidikan

3 Setiap Warga Negara 100% 98.27 %

Indonesia usia 7 s.d. 18

tahun berhak mendapatkan

pendidikan Kesetaraan

Catatan: Sumber diolah

b. Bidang Kesehatan
Target SPM 100% sesuai yang terdapat pada
Permendag ri 18 Tahun 2016 dan pencapaian SPM sesuai
masing -masing bidang berdasarkan data dari perangkat
daerah peng impun SPM di Pemerintah Kota Bandung.
Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kota Bandung Tahun
2018 adalah sebagai berikut:

Tabel lll -a-3
Target dan Penc apaian SPM
Bidang Kesehatan Tahun 2018

TARGET REALISASI

INDIKATOR 2018 2018
1. Pelayanan Kesehatan 100.00 100.00 Tercapai
Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan 100.00 100.00 Tercapai
Ibu Bersalin
3. Pelayanan ke sehatan 100.00 100.00 Tercapai
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TARGET REALISASI
NO INDIKATOR 2018 2018 KET

Bayi Baru Lahir

4, Pelayanan Kesehatan 100.00 100.00 Tercapai
Balita

5. pelayanan kesehatan 100.00 100.00 Tercapai
pada usia pendidikan
dasar;

6. pelayanan kesehatan 100.00 100.00 Tercapai
pada usia produktif;

7. pelayanan kesehatan 100.00 100.00 Tercapai
pada usia lanjut

8. pelayanan kesehatan 100.00 100.00 Tercapai
penderita hipertensi;

9. pelayanan kesehatan 100.00 100.00 Tercapai
penderita diabetes
melitus;

10 pelayanan kesehatan 100.00 100.00 Tercapai
orang dengan
gangguan jiwa berat;

11. pelayanan kesehatan 100.00 100.00 Tercapai
orang dengan
tuberculosis;
12. pelayanan kesehatan 100.00 100.00 Tercapai
orang dengan risiko
terinfeksi virus yang
melemahkan daya
tahan tubuh  manusia
(Human
Immunodeficiency
Virus)

Catatan: Sumber diolah

c. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyar akat Tahun 2018 , sebagai berikut:
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Tabel lll -a-4
Target dan Pencapaian SPM
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Tahun 2018

Satuan Polisi Pamong Praja

Jenis Standar Pelayanan Tahu n 2018
Pelayanan Minimal

Dasar Indikator Nilai ‘ Target ‘Realisasi ‘ Capaian
1 Pemeliharaan A. Cakupan 100% 100% 100% 100%
ketertiban penegakan
umum, peraturan
ketentraman daerah dan
masyarakat
peraturan
dan

. Kepala Daerah
perlindungan

masyarakat di
Kabupaten/Ko
ta
B. Cakupan 3 X 3 x patroli 3 x patroli 100%
patroli s iaga patroli dalam dalam
ketertiban dalam sehari sehari
umum dan sehari
ketentraman
masyarakat
C. Cakupan 1 org 1org 11.733 118.71%
rasio petugas setiap RT | setiapR T Jumlah
perlindungan atau atau Anggota
masyarakat sebutan sebutan Linmas
(Linmas) di lainnya lainnya
Kabupaten/
Kota (9.883 RT
di Kota
Bandung)

Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

NO ‘ INDIKATOR RUMUS TARGET REALISASI
1. Cakupan pelayanan Jumlah luas  WMK kab./kota 80% 83%
bencana kebakaran | ------- -X 100% jumlah luas potensi
kabupaten/kota ancaman kebakaran kab./kota
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NO ‘ INDIKATOR RUMUS TARGET REALISASI
Jangkauan luas wilayah manajemen 139,58 km2
kebakaran (WMK)

Jumlah luas potensi ancaman 167,31 km2
kebakaran kab./kota

2 Tingkat waktu tanggap Jumlah kasus kebakaran di WMK 75% 89,40%

(response  tme  rate) | Yand tertangani
) dalam waktu maksimal 15+D31 menit
daerah layanan Wilayah | X 100%
Manajemen  Kebakaran Jumlah kasus kebakaran dalam
(WMK) jangkaian WMK
Jumlah kasus kebakaran di WMK 194 kali
yang tertangani
dalam waktu ma ksimal 15+D31 menit
Jumlah kasus kebakaran dalam 217 Kali
jangkauan WMK
3 Persentase aparatur Jumlah Satgas Damkar memiliki 85% 100%
pemadam kebakaran sertifikasi sesuai standar kualifikasi
T X 100% Jumlah Sat gas Damkar
yang memenuhi standar
kualifikasi Jumlah Satgas Damkar memiliki 86%
sertifikasi sesuai standar kualifikasi
Jumlah Satgas Damkar 86%
4 Jumlah mobil pemadam Jumlah  WMK memiliki mobil 90% 100%
kebakaran diatas 3000 - dan/atau mesin damkar yg layak
. pakai
5000 liter pada WMK | X 100%
(Wilayah Manajemen Jumlah WMK atau Lingkungan
Kebakaran) dan/atau kawasan berpotensi
kebakaran
Jumlah WMK memiliki mobil 5
dan/atau mesin damkar yg layak
pakai
Jumlah  WMK atau Lingkungan 5
dan/atau kawasan berpotensi
kebakaran
d. Bidang Pekerjaan Umum
Target SPM 100% sesuai yang terdapat pada

Permendagri 18 Tahun 2016 dan pencapaian SPM sesuai

masing -masing bidang berdasarkan data dari perangkat

daerah pengimpun SPM di Pemerintah Kota Bandung.
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Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan = Umum Kota Bandung

Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel lll -a-5
Target dan Pencapaian SPM
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2018
BIDANG JENIS PENCAPAIAN/ TARGET

PELAYANAN REALISASI

DASAR

2

Penyediaan Air 83% 1. Pemakaian air

Minum rata -rata
rumah tangga
16,26
m3/bulan

2. Pasokan air
kepada
pelanggan
PDAM =
16.260

[t/rumah/hari
PERUSAHAAN sama dengan

DAERAH AIR 135,5/It/hari
MINUM Penyediaan 74% 107.629
pelayanan sambungan
pengolahan  air rumah, volume
limbah domestik air terolah pada
IPAL
Bojongsoang
80.000 m 3/hari
dengan kualitas
sesuai baku
mutu air limbah

PEKERJAAN
UMUM

Sumber : PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum 2018

e. Bidang Sosial
Target SPM 80%;60%;40% sesuai yang terdapat pada
Permensos 129 tahun 2008 dan pencapaian SPM sesuai

masing -masing bidang berdasarkan data dari perangkat
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daerah di Kabupaten/Kota

Pencapaian SPM Bidang

Sosial Kota Bandung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 11l

-a-6

Target dan Pencapaian SPM
Bidang Sosial Tahun 2018
Jenis Pelay anan Dasar

Persentase (%) PMKS skala
kab/kota yang memperoleh
bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar
skala kab/kota.

Target SPM (%)
80%

Capaian SPM (%)
40%

Persentase (%) PMKS skala
kab/kota yang menerima
program pemberdayaan sosial
melalu i Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) atau
Kelompok  Sosial ekonomi
sejenis lainnya.

80%

88%

Persentase (%) panti sosial
skala kabupaten /kota yang
menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial.

80%

100%

Persentase %) Wahana
Kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat (WKSBM) vyang
menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial.

60%

21%

Persentase (%) korban bencana
skala kab/kota yang menerima
bantuan sosial selama masa
tanggap darurat.

80%

100%

Persentase (%) korban benca na
skala kabupaten/kota yang
dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat
lengkap.

80%

65%

Persentase (%) penyandang
cacat fisik dan mental, serta
lanjut usia tidak potensial yang
telah menerima jaminan sosial.

40%

8%
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f. Bidang Perumah an Rakyat

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat

Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi

korban bencana kabupaten/kota; dan

2. fasilitasi

penyediaan

rumah yang

layak huni

bagi

masyarakat yang terk ena relokasi program Pemerintah

Daerah kabupaten/kota.

Pencapaian SPM Bidang

Kota Bandung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Urusan Perumahan Rakyat

Tabel lll -a-7
Target dan Pencapaian SPM
Bidang Perumahan Rakyat  Tahun 2018
= Btandor Pala: Satunn
Jumiz Paloyonam . Fommm Botox h
Fo | Dosorskals Mizimal Taktu Eﬂ:“‘"":‘ Hatsrzagan
Hab{Hota Indikator Hilni | Fencopoinn J__‘_.,I
1 ] 3 4 B -] 7
1. | Fumaoh Loyelk | 1. Caloapan 100 % | 2009 - J0I5 | Dicas Sazund tato
Huni dax katarzadinas Farumaban e doxm
Tarjeeg@lm mamnoh loyal: otma Dhimne paririnon
krowd yang
Eidong
Farumaban
I Caloapam TEH% | 3009 - 2035 | Dizax Tarcapainys
howd yoog yang mmanghuani
Eidong huami aleh
Farumaban Pamasrimzoh
Cinarah
Kokopoisn |
Eerben
Z. | Linglangan Yong | 3 Calupan 1008 | 2009 - J035 | Dicas Sazund tato
Sabnt don Ammnom Lingloangon Fasumahan T don
yoeE diidukan g Yoy Jahnt oton Dhimor Paririnon
demgon dam  Amaon yang
FroEsrone, yang ames@nni
zoramo don diduloang Ekidong
whhtox umum dangon FIW Fasumahan
[F3LF)

Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Pengembangan perumahan diklasifikasikan menjadi

perumahan kepadatan tinggi,

kepadatan sedang,

dan

kepadatan rendah. Perumahan dengan kepadatan tinggi

berbentuk

direncanakan di Kecamat

rumah

susun,

flat

atau

apartemen,

an Sukasari, Sukajadi, Cicendo,
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Andir, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, Regol, Babakan
Ciparay, Bojongloa Kaler, Astana Anyar, Lengkong, Sumur
Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiara Condong,
Antapani, dan Cibeunying Kidul.

Perumahan kepadatan sedang rata -rata kavling
bangunan direncanakan seluas 150 m2, vyaitu di
Kecamatan Bandung Wetan, Bandung Kidul, Cibeunying
Kaler, Mandalajati, Arcamanik, Rancasari, dan Cibiru.
Perumahan kepadatan rendah rata  -rata kavling bangunan
direncanakan seluas 200 m2, yaitu di Ke camatan Cidadap,
Ujung Berung, Gedebage, Cinambo, dan Panyileukan.
Kepadatan perumahan yang direncanakan ini untuk rata -
rata per wilayah dan kecamatan dengan pengembangan
secara horizontal yang disesuaikan dengan ketersediaan
ruang untuk pengembangan perum ahan.

Selain itu, kebijakan pembangunan perumahan secara
vertikal diterapkan untuk perencanaan perumahan di
kawasan sekitar inti pusat kota, yang saat ini merupakan
kawasan sangat padat yang sebagian besar merupakan
slum area (daerah kumuh) dengan Koefisi en Dasar
Bangunan (KDB) yang mendekati 80 % - 90 %, sementara
nilai lahannya sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi.
Pada daerah kumuh ini akan dilakukan urban renewal dan
revitalisasi sehingga tercapai kualitas lingkungan yang
baik, baik dengan cara pendekatan land consolidation
(konsolidasi lahan) maupun land sharing (sharing lahan).
Urban renewal dan redevelopment direncanakan pada
beberapa daerah kumuh, antara lain di Kelurahan
Tamansari, Andir, Braga, Cigondewah, Cicadas, dan Kiara
Condong di ata s tanah milik pemerintah daerah.

Sebagai kota metropolitan, Kota Bandung tak lepas
dari masalah kemiskinan. Berdasarkan data dari

Pemerintah Kota Bandung, jumlah penduduk miskin
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terbilang signifikan karena mencapai lebih dari 10 persen

dari jumlah warga K ota Bandung. Berikut adalah grafik

perbandingan serta tabel rincian jumlah rumah tangga

miskin setiap kecamatan di Kota Bandung.
Pemerintah Kota Bandung memiliki program -program

untuk pengentasan kemiskinan dan ekonomi kerakyatan.

Program terkait perumaha n rakyat adalah Hunian Subsidi,

terdiri atas:

a. Renovasi rumah tidak layak huni, pada tahun 2015 telah
dilakukan perbaikan/bedah rumah sebanyak 1.500
rumah;

b. Buruh dan guru honorer diberikan kuota apartemen
rakyat di Rancacili (2014); dan

c. Subsidi Apartemen  Rakyat di 13 lokasi untuk warga

tidak mampu.

Tabel Il -a-8
Data Pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dari tahun
2014 sampai dengan tahun 2018

Sumber Dana 2014 |~ 2015 | 2016

APBD 85 1159 834 990
APBD PROV 350 409 74 224 105
PNPM 585 137

BSPS

STRATEGIS 101

BSPS REGULER

JABAR 90 132 100

CSR 10 14

BENCANA ALAM 45 1

RESES DPRD 50 88

TOTAL 1110 556 1379 1354 1183
TOTAL SD 2017 4399

TOTAL SD 2018 5582

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Rincian susunan organisasi masing

-masing satuan

kerja perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas,

Badan,

Kantor,

Rumah sakit
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daerah dan Lembaga teknis lainnya dapat dili hat pada table

berikut:
Tabel Il -a-9
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah Pelaksanaan Urusan Wajib
Tahun 2018

PEJABAT
STRUKTURAL

FUNGSIONAL FUNGSIONAL JUMLAH

NO URUSAN WAJIB PERANGKAT DAERAH

TERTENTU UMUM SELURUH
1l 11l \Y \%
1 Pendidikan Dinas Pendi dikan 1 4 28 7734 681 8448
1 4 28 7734 681 8448
Dinas Kesehatan 1 4 75 703 344 1127
Rumah Sakit Umum 5 8 235 78 326
Daerah
2 Kesehatan Rumah Sakit Khusus 1 4 119 26 150
Ibu Dan Anak
Rumah Sakit Khusus
Gigi Dan Mulut 4 65 19 88
1 10 91 1122 467 1691
Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan 1 5 13 2 44 65
3 Lingkungan Dinas Perumahan dan
Hidup Kawasan Permukiman, 1 6 67 74
Pertanahan dan
Pertamanan
1 6 19 2 111 139
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum 1 4 27 305 337
4 dan Penataan
Ruang Dinas Penataan Ruang 1 4 17 4 290 316
2 8 44 4 595 653
Perumahan Dinas P erumahan &
Rakyat dan Kawasan
5 Kawasan Permukiman,Pertanahan 1 5 21 59 86
Permukiman & Pertamanan
1 5 21 59 86
6 Kepemudaan dan Dinas Pemuda dan 1 5 15 73 04
Olahraga Olahraga
1 5 15 73 94
Dinas Penanaman Modal
7 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 7 15 1 90 114
Satu Pintu
1 7 15 1 90 114
Dinas Koperasi, Usaha
8 Koperasi & UKM Mikro, Kecil dan 1 5 16 30 52
Menengah
1 5 16 0 30 52

LPPD TAHUN 2018

148




PEJABAT

FUNGSIONAL FUNGSIONAL JUMLAH
STRUKTURAL
NO URUSAN WAJIB PERANGKAT DAERAH TERTENTU UMUM SELURUH
Y
Administras i h
9 Kependudukan Dinas Kependudu!(a}n 4 14 93 112
. dan Pencatatan Sipil
dan Catatan Sipil
4 14 93 112
10 Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja 3 16 7 37 64
3 16 7 37 64
11 Ketahanan Dinas I_Dangan dan 1 7 10 18
Pangan Pertanian
1 7 10 18
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan | Perempuan
12 >mp Perlindungan Anak dan 4 13 11 29
Perlindungan
Pemberdayaan
Anak
Masyarakat
4 13 11 29
E:Egﬁgﬂslﬁ; Dinas Pengendalian
13 K Penduduk dan Keluarga 3 15 16 35
eluarga Berencana
Berencana
3 15 16 35
14 Perhubungan Dinas Perhubungan 5 20 29 361 416
5) 20 29 361 416
Komunikasi dan Dinas Komunikasi dan
15 Informatika Informatika s 7 ! 30 52
3 17 1 30 52
Dinas Perumahan &
Kawasan
16 Pertanahan Permukiman,Pertanahan L 3 15 19
& Pertamanan
1 3 15 19
Ketentraman dan Sat_uan polisi pamong 4 13 144 181 343
Ketertiban Umum praja
17 serta Dinas Kebakaran dan
Perlindungan Penanggulangan 4 21 139 165
Masyarakat Bencana
8 34 144 320 508
18 Persandian Dinas Kgmun|ka5| dan 2 2 1 3 8
Informatika
2 2 1 3 8
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PEJABAT
STRUKTURAL FUNGSIONAL | FUNGSIONAL | JUMLAH

NO URUSAN WAJIB PERANGKAT DAERAH TERTENTU UMUM SELURUH

Dinas Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan,
19 Masyarakat & Perlindungan Anak dan 2 8 6 16
Desa Pemberdayaan
Masyarakat
2 8 6 16
Dinas Sosial dan
20 Sosial Penanggulangan 1 5 17 23 46
Kemiskinan
1 5 17 23 46
21 | Budaya Dinas Kebudayaan dan 1] 5 | 12 1 41 60
Pariwisata
1 5 12 1 41 60
22 | Stati stik Dinas Komunikasi dan 2 2 6 10
Informatika
2 2 6 10
. Dinas Perpustakaan dan
23 Kearsipan Kearsipan 1 3 7 3 7 21
1 3 7 3 7 21
24 | Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan 1 7 2 15 25
Kearsipan
1 7 2 15 25
URUSAN WAJIB 20 102 443 0 9051 3100 12716
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5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Rincian anggaran belanja, re alisasi dan pelaksanaan
untuk masing -masing urusan wajib dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel Il -a-10

Angg aran dan Realisasi Belanja  Pelaksana Urusan Wajib
Tahun 2018

URUSAN WAJIB

PERANGKAT DAERAH ANGGARAN BELANJA REALISASI BELANJA

Pendidikan Dinas Pendidikan 1,571,877,862,656.45 1,448,587,351,543.00
1,571,877,862,656.45 1,448,587,351,543.00
Dinas Kesehatan 699,429,300,862.00 567,101,390,966.40
Rumah Sakit Umum
Daerah 220,163,442,862.00 157,480,506,321.00
Kesehatan Rumah Sakit Khusus

Ibu Dan Anak

436,410,876,015.93

397,398,589,352.00

Rumah Sakit Khusus
Gigi Dan Mulut

38,512,540,781.99

35,616,651,505.00

1,394,516,160,521.92

1,157,597,138,144.40

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan

92,916,881,387.00

79,681,471,806.00

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan
Pertamanan

44,223,152,439.00

38,543,634,658.00

137,140,033,826.00

118,225,106,464.00

Peke rjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum

592,075,451,205.12

406,617,098,566.00

Dinas Penataan Ruang

133,516,298,572.00

65,979,917,156.00

725,591,749,777.12

472,597,015,722.00

Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Dinas Penataan Ruang

8,798,811,764.00

8,088,002,178.00

Dinas Perumahan &
Kawasan
Permukiman,Pertanahan
& Pertamanan

288,292,839,362.00

149,533,916,430.00

297,091,651,126.00

157,621,918,608.00

Kepemudaan dan
Olahraga

Dinas Pemuda dan
Olahraga

95,936,461,114.70

76,318,124,782.00

95,936,461,114.70

76,318,124,782.00
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URUSAN WAJIB

PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal

ANGGARAN BELANJA

REALISASI BELANJA

7 Penanaman Modal dan Pel'ayanan Terpadu 35681,885,094.38 31,899,664,143.00
Satu Pintu
35,681,885,094.38 31,899,664,143.00
Dinas Koperasi, Usaha
8 | Koperasi & UKM Mikro, Kecil dan 32,251,782,488.15 26,928,000,159.00
Menengah
32,251,782,488.15 26,928,000,159.00
9 ﬁgméﬂljggﬁ(an dan Dinas Kependudukan
p L dan Pencatata n Sipil 39,716,854,650.00 36,234,434,637.00
Catatan Sipil
39,716,854,650.00 36,234,434,637.00
10 Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja 30,079,200 247.00 27.227.240,365.00
30,079,200,247.00 27,227,240,365.00
Dinas Pangan dan
11 | Ketahanan Pangan Pertanian 53,701,484,985.77 43,763,287,432.00
53,701,484,985.77 43,763,287,432.00
Dinas Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan,
12 Pergmpuan dan Perlindungan Anak dan 22.504,595,824.43 19,904.474.327.00
Perlindungan Anak Pemberdayaan
Masyarakat
22,504,595,824.43 19,904,474,327.00
Pengendalian Dinas Pengendalian
13 Penduduk dan Penduduk dan Kelu arga 29.274.517,451.12 18,289.077,252.00
Keluarga Berencana Berencana
29,274,517,451.12 18,289,077,252.00
14 | Perhubungan Dinas Perhubungan 177,584,637 ,797.00 146,449,030,876.00
177,584,637,797.00 146,449,030,876.00
15 Komunikasi dan Dinas Komunikasi dan
Informatika Informatika 41,874,330,745.94 39,596,239,752.00
41,874,330,745.94 39,596,239,752.00
Dinas Perumahan &
16 Pertanahan Kawasan
Permukiman,Pertanahan 128,181,416,999.00 46,280,921,410.00
& Pertamanan
128,181,416,999.00 46,280,921,410.00
Satuan polisi pamong
Ketentraman dan praja 93,379 ,985,712.00 86,203,075,963.00
Ketertiban Umum serta -
17 Dinas Kebakaran dan

Perlindungan
Masyarakat

Penanggulangan
Bencana

54,781,411,708.00

49,759,097,611.00
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URUSAN WAJIB

PERANGKAT DAERAH

ANGGARAN BELANJA

REALISASI BELANJA

148,161,397,420.00 135, 962,173,574.00
18 Persandian Dinas Komunikasi dan
Informatika 2,421,795,120.00 2,137,146,850.00
2,421,795,120.00 2,137,146,850.00
Dinas Pemberdayaan
Perempuan
Pemberdayaan : ’
19 | Masyarakat & Desa Perlindungan Anak dan 6,244,088,107.00 5,760,624,488.00
Pemberdayaan
Masyarakat
Kecamatan Se Kota
Bandung 154,448,123,07 4.69 142,231,141,747.00
160,692,211,181.69 147,991,766,235.00
Dinas Sosial dan
20 Sosial Penanggulangan
Kemiskinan 125,272,907,529.92 79,297,823,077.00
125,272,907,529.92 79,297,823,077.00
21 Budava Dinas Kebudayaan dan
Y Pariwisata 49,535,144,934.78 45,793,610,899.00
49,535,144,934.78 45,793,610,899.00
. Dinas Komunikasi dan
22| Statistik Informatika 2,754,548,574.00 2,707,357,500.00
2,754,548, 574.00 2,707,357,500.00
23 Kearsipan Dinas Perpustakaan dan
p Kearsipan 689,318,500.00 673,309,893.00
689,318,500.00 673,309,893.00
2 Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan
P Kearsipan 23,143,511,086.78 17,605,661,183.00
23,143,511,086.78 17,605,661,183.0 O

URUSAN WAJIB

5,325,675,459,652.15

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

4,299,687,874,827.40

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun

2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan

tahunan

Pemerintah

Tahun

Strategi  dan

daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja
2018.

kebijakan

pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan
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Rencana Kerja Pemerintah. Beberapa hal penting yang harus
diperhatikan diantaranya adalah agenda prioritas nasio nal
dan dimensi pembangunan . Sembilan agenda prioritas
nasional (Nawacita) yang harus diperhatikan dalam

penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2018 vyaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasaa man kepada seluruh wa rga
negara,;

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah -daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan ;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan
reforma si sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat dan terpercaya ;

5. Meningkatkan kualita s hidup manusia dan masyarakat
Indonesia ;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar Internasional ;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mengg erakkan
sektor -sektor strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa ;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi
sosial .

Selain 9 agenda prioritas, fokus pembangunan nasional

diarahkan pada dimensi pembangunan

a. Dimensi pembangunan man usia (revolusi mental,
pendidikan, kesehatan, serta perumahan) ;

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan (kedaulatan
pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan,

kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri) X
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c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan (a ntar kelompok
pendapatan, antar wilayah: desa, perbatasan, tertinggal
dan perkotaan) .

Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2018 wajib
mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun
2018 . Proses penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2018
perlu memperhatikan  prioritas pembangunan Provinsi Jawa

Barat, yaitu:

1. Akses dan Kualitas Pendidikan serta keagamaan ;
Akses dan Kualitas kesehatan ;

3. Penyediaan Infrastruktur layanan dasar Permukiman
dan Infrastruktur Strategis di Perkotaan dan Perdesaan ;

4. Peningkatan Iklim Inv estasi, Daya Saing Usaha dan
Pariwisata ;

5. Ketahanan pangan, energi dan sumberdaya air ;

6. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil (KUK) dan
Daya Saing Industri ;

7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan X

8. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta
Penanggulangan Bencana ;

9. Penanggulangan Kemiskinan ;

10. Peningkatan Penataan Ruang Daerah

11. Peningkatan Kualitas Kependudukan

Potensi Pengembangan Wilayah Kota Bandung pada
tahun 2018 berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah,
dapat diidentifikasi wilayah y  ang memiliki potensi untuk
dikembangkan sebagai kawasan perumahan, pe rdagangan
dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata
buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal,

ruang e vakua si bencana dan ka wasan peruntukan lainnya.
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a. Pengemba ngan Kawasan Perumahan

Pengembangan perumahan diklasifikasikan menjadi
perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan
kepadatan rendah. Perumahan dengan kep adatan tinggi
berbentuk rumah susun, flat atau apartemen,
direncanakan di Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo,
Andir, Bandung Kulon, BojongLoa Kidul, Regol, Babakan
Ciparay, BojongLoa Kaler, AstanaAnyar, Lengkong,
Sumur Bandung, BuahBatu, Batununggal, Kiara

Condong, Antapani, dan Cibeunying Kidul.

Perumahan kepadatan sedang rata-rata kavling
bangunan direncanakan 150 m2, yaitu di Kecamatan
Bandung Wetan, Bandung Kidul, Cibeunying Kaler,
MandalaJati, Arcamanik, Rancasari, dan Cibiru.
Perumahan kepadatan rendah rata-rata kavling
bangunan direncanakan 200 m2, yaitu di Kecamatan
Cidadap, UjungBerung, Gedebage, Cinambo, dan
Panyileukan. Kepadatan perumahan yang direncanakan
ini untuk rata-rata perwilayah dan kec amatan dengan
pengembangan secara horizontal yang disesuaikan
dengan ketersediaan ruang un tuk pengembangan

perumahan.

Selain itu, keb ijakan pembangu nan perumahan
secara  verti kal diterapkan un tuk perencanaan
perumahan dika wasan sekitar inti pusat ko ta, yang saat
ini merupakan ka wasan sangat padat yang sebagian
besar merupakan slumarea (daerah ku muh) dengan KDB
(Koefisien Dasar Bangunan) yang mendekati 80%- 90%,
sementara nilai lahannya sangat s trategis dan be rnilai
ekonomi tinggi. Pada daerah ku muh ini akan dilakukan
urbanrenewal dan revitalisasi sehingga tercapai kualitas
lingkungan yang baik, baik dengan cara pendeka tan land

consolidation (konsolidasi lahan) maupun land sharing
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(sharing lahan). Urban renewal dan redevelopment
direncana kan pada beberapa daerah kumuh antara lain
di Kelurahan Tamansari, Andir, Braga, Cigondewah,
Cicadas dan Kiara Condong diatas tanah milik

pemerintah dae rah.
Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Ja sa

Berdasarkan RTRW Kota Bandung Tahun 2011 -

2031, ka wasan jasa melipu ti kegiatan berikut ini:

1. Jasa keuangan, meliputi bank, asuransi, keuangan
non b ank dan pa sar modal;

2. Jasa pelayanan, meliputi komu nikasi, konsultan dan
kon tr aktor;

3. Jasa profesi, meliputi pengacara, dokter dan p sikolog;

4. Jasa perdagangan, meliputi ekspor-impor dan
perdagangan be rjangka; dan

5. Jasa pariwisata, meliputi agen dan biro perjalanan dan
penginapan.

Kawasan jasa direncanakan untuk dikembangkan

sebagai beriku t:

1) Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa
perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan
kewilayah Bandung Timur;

2) Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa
perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keu angan di
SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, dan
sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai
dengan peruntukann ya; dan

3) Pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah
Bandu ng Barat.

Untuk kawasan perdagangan di Kota Bandung
terdiri atas pasar tradisional dan pu sat perbelanjaan
berupa grosir, eceran aglomerasi, dan eceran

tunggal/t oko. Pengembangan kawasan pasar tradisional
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akan dilakukan di  pusat kegiatan yang akan dijadikan
sebagai pu sat sekunder. Bentuk pasar ini bisa berupa
pasar modern (shoppingmall), ataupun pasar tradisional
namun dengan penataan dan pengaturan yang ketat a gar
terjaga lingkungannya (sebaiknya berupa p asar
tertutup/ dalam gedung). Rencana pengembangan
fasilitas pasar tradisional adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pasar Induk Gedebage yang terpadu
dengan pengembangan PPK Gedebage. Sejalan dengan
rencana pengembangan pusat lelang ternak, maka di
Gedebage juga akan dibangun pasar pusat pe lelangan
ternak. Untuk itu diperlukan pe rencanaan yang lebih
lengkap, mengingat bahwa untuk pasar hewan tentu
ada prasarana dan sarana khusus yang harus
disiapkan seperti tempat pemeriksaan kesehatan
ternak, kan dang, pool kendaraan pengangkut,dan lain-
lain;

2. Pembangunan kembali (redevelopment) kawasan Pasar
Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom, Pasar
Ujungberun g, dan pasar -pasar khusus lainnya;

3. Pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai
dengan peruntukannya dan relokasi pasar lingku ngan
kelurahan/ kecamatan dan sekitarnya yang sudah
tidak sesuai lagi peruntukann ya di 30 kecamatan;

4. Pengaturan kegiatan perdagangan grosir diJalan
Soekarno-Hatta, termasuk Pasar Induk Caringin dan
Gedebage.

Arahan pengembangan kawasan pusat perbelanjaan
adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian pusat belanja di Wilayah Bandung
Barat;

2. Pengembangan pu sat belanja ke Wilayah Bandung

Timur;
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3. pengendalian perkembangan pusat belanja dan
pert okoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri
dan kolektor.

Pengembangan Kawasan Perka ntoran

Konteks pengembangan kawasan perkantoran yang
dimaksud adalah pengembangan kawasan perkantoran
pemerintahan. P engembangan kawasan perkantoran
Kota Bandung di laksanakan dengan mempertahankan
perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi dan
kota pada lokasi yang sudah berkembang dan
mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di PPK

Gedebage.
Pengembangan Kawasan Industri dan Pergu dangan

Rencana pengembangan kawasan industri dan

pergudangan adalah seb agai beriku t:

9 Relokasi industri yang tidak ramah lingkungan dan
menimbulkan dampak terhadap lalu lintas dan
jaringan jalan ke wilayah luar kota secara bertahap;

1 Mempertahankan indus tri kecil dan menengah ramah
lingkungan yang ada di lingkungan pe rumahan;

1 Pengalihfungsian indus tri yang tidak ramah
lingkung an menjadi kegiatan jasa dan perumahan;

1 Pembatasan kawasan pergudangan di Wilayah
Bandu ng Barat, dan diarahkan untuk dikembangkan
ke Wilayah Bandung Timur.

Sedangkan pengembangan kawasan industri rumah
tangga adalah sebagai berikut:

1 Menetapkan dan mengembangkan kawasan industri
rumah tangga yang terdiri atas dsentra kaos Surapati,
sentra Tekstil Cigondewah, sentra Boneka Suka mulya,

sentra Rajutan Binongjati, sentra Sepatu dan Olahan

LPPD TAHUN 2018 159



Kulit Cibaduyu t; serta-sentra industri potensial
lainnya yang dapatd ikembangkan;

1 Pengembangan fasilitas kota yang menu njang kegiatan
industri rumah tangga; dan

i Revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian
dari industri rumah tangga.

Pengembangan Kawasan W isata Buatan

Rencana pengembangan kawasan wisata buatan
adalah sebagai berikut:

1 Mempertahankan kawasan dan bangunan be rsejarah;

1 Pengembangan obyek wisata di wilayah Bandung
Timur;

1 Mempertahankan obyek wisata pendidikan dan wisata
budaya kota;

1 Pengembangan sarana konferensi ke arah wilayah
Bandung Timur;

1 Pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di
lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan
perumahan.

Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

(RTNH)

Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka
non hijau terdiri dari RTNH Publik dan RTNH Privat.
RTNH publik meliputi  lapangan terbuka nonh ijau yang
dapat diakses oleh masyarakat secara bebas. RTNH
privat adalah plaza milik swasta atau perorangan yang
dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan vyang

ditetapkan.

Pengembangan Ruang Kegiatan Sektor Inform al
Rencana pengembangan ruang Kkegiatan sektor

informal di Kota Bandung adalah sebagai beriku t:
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Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan
tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal;
Kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam
penyediaan ruang paling kurang 10% untuk kegiatan
sektor informal;

Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya
diperbolehkan pada lokasi dan waktu sesuai dengan
yang d itetapkan oleh peraturan perundangan; dan
Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas
gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban,
kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan
terhadap fungsi utama ruang pu blik, serta keamanan

dan keselamatan pengguna ruang publik.

Pengembangan Ruang Evak uasi Bencana

Rencana pengembangan ruang e vakuasi ben cana di

Kota Bandung adalah sebagai berikut:

)l

Pengembangan ruang evakuasi bencana banjir
diarahkan di Taman Tegallega di Kecamatan Regol dan
Stadion Utama Sepakbola di Kecamatan Gedebage,;
Pengembangan ruang evakuasi bencana longsor
diarahkan di Taman Gasibu dan Sasana Budaya
Ganesha di Kecamatan Bandung Wetan dan Sport
Centre Jawa Barat di Kecamatan Arcamanik;
Pengembangan taman-taman lingkungan berupa
taman skala Rukun Tetangga (RT), taman skala Rukun
Warga (RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka
publik lainnya menjadi titik atau pos evakua si skala
lingkungan dika wasan perumahan;

Pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi
diarahkan pemanfaatan ruang terbuka publik yang
cukup besar seperti dialun-alun kota, dilapangan-
lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan

lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kota;
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1 Pengembangan ruang evakuasi bencana kebakaran
diarahkan ditaman-taman lingkungan skala rukun
warga dan skala rukun tetangga, lapangan olahraga,
atau ruang terbuka publik.

Rencana Pengembangan Kawasan Peru ntukan

Lainnya

Rencana pengembangan kawasan peruntukan
lainnya di Kota Bandung terdiri dari, kawasan
pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian dan
pelayanan umum pendidikan, kese hatan dan

peribadatan.

U Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kondisi eksisting dari kawasan ke giatan militer adalah
terkonsentrasi di Kota Bandung bagian Barat, yaitu
berada di SWP Cibeunying dan SWP Karees.
Pengembangan ka wasan kegiatan militer ini

direncanakan sebagai berikut:

1 Mempert ahankan perkantoran dan instalasi
pertahanan keamanan meliputi Kawasan Pangkalan
Angkatan Udara (LANUD) Husein Sastranagara dan
Pangka lan Angkatan Laut (LANAL) Bandung;

1 Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi
pertahanan keamanan yangbaru sesuai dengan
rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan.

iU Kawasan Pertanian

Rencana mempertahankan kawasan pertanian yaitu
mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan
melalui intensifikasi lahan pertanian di Kecamatan

Mandalajati, Ujung Berung dan Cibiru.
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7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Komposisi Sarana dan Prasarana dalam rangka
pelaksanaan Urusan  Wajib di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Il 1-a-11
Kondisi Sarana dan Prasarana Urusan Wajib
Tahun 2018

PERALATAN BANGUNAN JALAN, IRIGASI ASET TETAP JUMLAH

UIRUSAN AT PERANETCT BRERA MESIN DAN GEDUNG DAN JARINGAN LAINNYA SELURUH

1 Pendidikan Dinas Pendidikan - 86,327,228,160 86,354,311,837 - 4,071,985,800 - 176,753,525,797
2 Kesehatan
Dinas Kesehatan - 23,920,932,684 19,256,719,350 259,925,760 - - 43,437,577,794
Rumah Sakit Umum
Daerah - 6,717,160,732 793,888,003 - - - 7,511,048,735
Rumah Sakit Khusus
Ibu Dan Anak - 33,829,151,207 295,207,464,000 - - - 329,036,615,207
Rumah Sakit Khusus
Gigi Dan Mulut - 2,850,066,477 93,700,000 - 163,457,654 - 3,107,224,131
3 Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan - 5,819,843,083 - - - - 5,819,843,083
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman, 44,636,483,650 2,508,774,300 38,970,610,468 4,591,294,341 17,723,852,457 - 108,431,015,216
Pertanahan dan
Pertamanan
4 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan - 5,548,185,720 1,888,465,150 169,235,465,575 - - 176,672,116,445
Ruang Dinas Penataan Ruang
- 1,710,111,440 2,095,718,559 1,361,252,628 - - 5,167,082,627
5 Perumahan Rakyat Dinas Penataan Ruang
dan Kawasan - 1,710,111,440 2,095,718,559 1,361,252,628 - - 5,167,082,627
Permukiman Dinas Perumahan &
Kawasan 44,636,483,650 2,508,774,300 38,970,610,468 4,591,294,341 17,723,852,457 - 108,431,015,216

Permukiman,Pertanahan
& Pertamanan

Kepemudaan dan Dinas Pemuda dan
6 Olahraga Olahraga - 101,640,000 14,184,526,500 - - - 14,286,166,500
Dinas Penanaman Modal
7 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu - 2,093,469,000 636,475,000 - - - 2,729,944,000
Satu Pintu
Dinas Koperasi, Usaha
8 Koperasi & UKM Mikro, Kecil dan - 27,512,100 - - - - 27,512,100
Menengah
Administrasi
9 Kependudukan dan Dinas Kependudukan - 2,443,628,500 - - - - 2,443, 628,500
Catatan Sipil dan Pencatatan Sipil
10 Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja - - - - - - -
Dinas Pangan dan
11 Ketahanan Pangan Pertanian - 610,382,300 14,790,335,346 196,524,547 906,403,493 - 16,503,645,686
Dinas Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan, - 408,496,400 134,234,100 - 78,659,680 - 621,390,180
12 Perempuan dan Perlindungan Anak dan
Perlindungan Anak Pemberday aan
Masyarakat
Pengendalian
13 Penduduk dan Dinas Pengendalian - 698,938,000 - - - - 698,938,000
Keluarga Penduduk dan Keluarga
Berencana Berencana
14 Perhubungan Dinas Perhubungan - 6,710,277,700 13,341,750,751 10,992,342,889 753,201,900 - 31,797,573,240
Komunikasi dan Dinas Komunikasi dan
15 Informatika Informatika - 1,366,556,099 195,129,000 - - - 1,561,685,099

Dinas Perumahan &
Kawasan
Permukiman,Pertanahan
& Pertamanan

16 Pertanahan

17 Ketentraman dan Satuan polisi pamong
Ketertiban Umum praja - 518,907,676 - - - - 518,907,676
serta Perlindung an
Masyarakat Dinas Kebakaran dan
Penanggulangan - 695,244,750 508,278,100 - - - 1,203,522,850
Bencana

- 1,366,556,099 195,129,000 - - - 1,561,685,099

Dinas Komunikasi dan
18 Persandian Informatika
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19

URUSAN WAJIB

Pemberdayaan
Masyarakat & Desa

PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan
Masyarakat

PERALATAN

MESIN

408,496,400

BANGUNAN
DAN GEDUNG

134,234,100

JALAN, IRIGASI
DAN JARINGAN

ASET TETAP
LAINNYA

78,659,680

JUMLAH
SELURUH

621,390,180

Kecamatan Se Kota
Bandung

20

Sosial

Dinas Sosial dan
Penanggulangan
Kemiskinan

8,611,407,850

37,508,622,879

189,475,000

46,309,505,729

21

Budaya

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

1,194,398,844

8,039,520,000

181,500,000

9,415,418,844

22

Stat istik

Dinas Komunikasi dan
Informatika

23

Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

567,004,500

1,057,965,260

1,624,969,760

24

Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

567,004,500

1,057,965,260

1,624,969,760
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8. Permasalahan dan Solusi

8.1 Urusan Pendidikan

1) Permasalahan

a.

Angka R ata-rata Lama Sekolah (ARLS) yang belum

sesuai target ;

. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

masih belum sesuai dengan harapan masyarakat;
Fasilitas dan infrastruktur pendidikan SMP dan dan

Pendidikan Menengah Negeri belum merata;

. Kinerja tenaga pendidik penerima tunjangan profesi

masih perlu ditingkatkan;

. Masih terdapat tenaga pendidik yang belum

memenuhi kualifikasi pendidikan minimal;
Persepsi masyarakat mengenai sekolah yang
difavoritkan berpengaruh terhadap pemerataan

kualitas sekolah ;

. Program pembangunan pendidikan pada tingkat

nasional, provinsi, dan kota belum bersinergi secara

optimal.

2) Solusi

a.

Mengoptimalkan program/kegiatan melalui str ategi
peningkatan kegiatan BAWAKU Sekolah dan
Sekolah Gratis, serta adanya penguatan program
pendidikan menengah dan pendidikan non formal,
khususnya pada kegiatan penyelenggaraan
kelompok belajar paket A, B dan C/setara SD, SMP

. Optimalisasi Penerimaan P eserta Didik Baru (PPDB)

secara on line dengan menyusun perwaltentang
pelaksanaan PPDB,;

Mengupayakan pengadaan fasilitas dan
infrastruktur pendidikan, antara lain pembangunan

unit sekolah baru SM P Negeri di daerah yang b elum
memiliki SMP ;

LPPD TAHUN 2018 165



d. Optimalisasi kine ra  tenaga pendidik/guru,
khususnya guru penerima tunjangan profesi melalui
kegiatan pendidikan dan pelatihan implementasi
kurikulum;

e. Memberikan bantuan beasiswa bagi guru untuk
melanjutkan  pendidikan/peningkatan  kualifikasi
yang lebih tinggi;

f. Mengupayakan pemerataan kualitas sekolah di
seluruh wilayah Kota Bandung dengan program dan
kegiatan peningkatan sarana dan prasarana
Pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga
pendidik dan kependidikan

g. Optimalisasi  sinergitas program pembangunan
pendidikan pada ti ngkat nasional, provinsi dan Kota
melalui koordinasi dan penyelerasan program dan
kegiatan .

8.2 Urusan Kesehatan
1) Permasalahan
a. Dari33RSdan73 Puskesmas di Kota Bandung
terdapat 43 puskesmas jejaring (59%) yang belum
memiliki sarana  kesehatan lingkungan yang
memenuhi syarat disebabkan karena:
1.Belum memiliki dokumen SPPL karena terganjal
dokumen IMB puskesmas ;
2.Belum memiliki tempat penampungan
sementara sampah medis karena tidak tersedia
ruangan khusus (lahan sempit) ;
3.Belum memiliki IPAL ;
4.Belum memiliki alur layanan yang meminimasi
terjadinya infeksi nosokomial karena belum
terakreditasi
b. Tidak tercapainya indikator Cakupan peningkatan

kompetensi sumber daya manusia kesehatan
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karena Anggaran yang tersedia tidak me ncukupi
untuk standar diklat lebih dari 10 hari ;

c. Tidak tercapainya Indikator Penilaian LKIP PD ini
disebabkan karena dari komponen evaluasi AKIP
yang dinilai masih ada nilai yang belum optimal

2) Solusi
1.Medorong semua puskesmas untuk memiliki
dokumen S urat Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL),
2.Medorong semua puskesmas untuk
menganggarkan pembuatabn TPS sampah medis
dan IPAL;
3.Medorong semua puskesmas untuk membenabhi
alur layanan
8.3 Urusan Lingkungan Hidup
1) Permasalahan

a. Belum adanya kebijakan yang mengatur RPPLH
skala Kota Bandung ;

b. Tingkat pelayanan sampah dari sumber ke TPS
belum 100 % terlayani ;

c. Masih banyak sampah bertebaran terutama
disekitar pasar dan sungai  ;

d. Masih banyak titik kumpul sampah liar ;

e. Sistem pengumpulan sampah dari sumber belum
terintegrasi dengan sistem pengangkutan sampah
ke TPA;

f. Tata kelola TPS masih buruk ;

g. Kinerja pengurangan sampah secara 3 R masih
kurang ;

h. Kekurangan Sarana prasarana pengelolaan sampah
berbasis 3 R ( sistem pengangkutan terpilah ,TPS 3

R ,Bank s ampah,pengelolaan sampah ;
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j.

K.

Melakukan perencanan kebutuhan sarana
prasarana ,membuat desain sarana prasarana yang
dibutuhkan ,mencari  sumber  selain APB
(CSR,APBD provinsi ,APBN ,kerjasama LN );

Belum tersedianya tempat penyimpanan sampah

e waste di setiap perkantoran , kegiatan, komersial ;
Belum tersedianya TPS B3 skala kota ;

Pelaksanaan pengurangan kantong plastik di Kota

bandung perlu di giatkan kembali

2) Solusi

a.

Tahun 2018 akan menyusunan kebijakan Perda

yang mengatur tentang RPPLH Kot  a Bandung;

. Perbaikan system pengelolaan sampah dari sumber

dari TPS oleh RW akan menjadi tanggung jawab
pemerintah .

Penegakan Hukum ,peraturan,edukasi pengelolaan
sampah dikawasan pasar dan masyarakat disekitar

sungai ;

. Penegakan hukum antara lain operasi t angkap

tangan didaerah yang biasa menjadi titik kumpul
sampah liar dan perbaikan sistem pengangkutan

sampah dari sumber ;

. Tingk at pemilahan dari sumber edukasi,reg ulasi

dan cara pemilahan sumber , reflikasi kawasan
bebas sampah ;

Mendorong PD Kebersihan u ntuk segera
memperbaiki tata kelola TPS dan mengatur sistem

pengangkutan dari sumber

. Memperbanyak bank sampah dan program edukasi ;

. Melakuk an  perencanaan  kebutuhan  sapras

membuat desain sapras yang dibutuhkan ,men cari
sumber sumber selain APBD ( CSR,APBD Prov,
APBN, Kerjasama Luar Negeri );
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i. Diusulkan di 201 9 dan upaya tanggung jawab soal
(TGS) Lingkungan .

8.4 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Permasalahan
a. Waktu pelaksanaan pekerjaan;
b. Belum adanya pembebasan Ilahan sehingga
pembangunan jalan tidak dapat dilaksanakan;
c. Kendala teknis di lapangan.
2) Solusi
a. Pembagian waktu pelaksanaan program prioritas
dengan program rutin;
b. Koordinasi dengan Bagian Asset;
c. Perencanaan yang matang.
8.5 Urusan Sosial
1) Permasalahan
a. Belum tersedia fasilitas untuk PMKS jalanan hasi
penjangkauan di Kota Bandung.
2) Solusi
a. Dengan mulai beroperasinya UPT. Puskesos di
Rancacili, maka PMKS jalanan hasil penjangkauan
bisa ditempatkan di UPT. Puskesos dan
mendapatkan rehabilitasi.
8.6 Urusan Ketenagakerjaan
1) Permasalahan
a. Tidak diberi kuaota t ransimigrasi untuk Kota
Bandung dari Kementrian  Pusat; (urusan
Transmigrasi) ;
b. Kehilangan informasi tentang perusahaan o}
perusahaan di kota Bandung dikarenakan tidak
adanya Pengawas dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan,

yang sudah dipindahkan ke Provinsi
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c. Kurang nya sarana, prasarana dan kurangnya
tenaga personil, serta kurangnya anggaran yang
masih terbatas sedangkan target setiap tahun
meningkat;

d. 0 SDM menyangkut jumlah dan kualitas;

0 Fungsional mediator maupun pejabat fungsional
umum;

0 Ruang mediasi tidak tersedia;

0 Sekretariat LKS dan DPK dan Sarana Prasarana.

e. Tidak tersedianya Gedung Balai Pelatihan.

2) Solusi

a. Koordinasi, konfirmasi dan informasi dengan
Kementerian Pusat untuk meminta  kuota
transmigrasi;

b. Harus ada koordinasi, konfirmasi, dan informasi
dengan Provinsi khususnya dengan Pengawas
Ketenagakerjaan, karena Pengawas Ketenagakerjaan
lingkup kerjanya masih di Kota Bandung tetapi tidak
memberikan laporan;

c. Koordinasi dengan Kementrian dan Provinsi untuk
sinegritas dan untuk program kegiatan;

d. Mengusulka n  penambahan SDM antara lain

fungsional mediat or, dan fungsional umum yang

kompeten;
e. Mengusulkan untuk membangun/menambah
ruangan tempat mediasi dan rapat -rapat.

f. Mengusulkan untuk membangun/menambah ruangan
tempat balai pelatihan.
8.7 Urusan KUKM
1) Permas alahan
a. Status Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat selalu
dinamis dan bisa berubah ubah dari tahun ke

tahun, terkadang mengalami trend penurunan,
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sehingga pemerintah lebih terkuras energinya pada
pembinaan koperasi yang sudah ada, ketimbang
meningkatkan lahir nya koperasi baru dan
meningkatkan jumlah warga negara yang ikut
berkoperasi ;

b. Belum updatenya database UMKM yang lengkap
dan terperinci, hal ini mengakibatkan kurangnya
pemerataan pembinaan umkm sehingga kurang
mencerminkan keadilan bagi masyarakat ;

c. Program diklat wirausaha baru belum secara
maksimal membekali para peserta menjadi
wirausaha baru yang tangguh dan berdaya saing ;

d. Keberadaan PKL di zona merah sulit direlokasi oleh
petugas ;

e. Belum adanya persamaan persepsi dalam

perhitungan database UMKM antara D inas
Koperasi & UMKM dengan BPS Kota Bandung
2) Solusi

a. Perlu ada program dan kegiatan yang lebih fokus
pada:

a. Peningkatan kompetensi SDM koperasi yang
mampu mempertahankan dan meningkatkan
kinerja koperasi.

b. Penciptaan sistem kontrol inte  rnal (koperasi) dan
sistem kontrol eksternal (pemerintah) yang lebih
intens dan berkesinambungan.

c. Peningkatan gerakan gemar berkoperasi, agar
semakin meningkat jumlah koperasi baru dan
meningkatnya jumlah warga negara yang masuk
jadi  anggota  koperasi  (memasyarakatkan
koperasi).

Dengan fokus pada 3 hal tersebut akan

berdampak positif terhadap trend peningkatan
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kinerja koperasi, peningkatan lahirnya koperasi
baru dan peningkatan jumlah warga negara yang
menjadi anggota k operasi ;

Perlu dilakukan updating data UMKM secara
menyeluruh dan rinci sehingga bisa dilakukan
pemetaan sasaran pembinaan UMKM yang lebih
proporsional dan merata

Hasil updating database UMKM tersebut perlu
dikelola dengan Tools aplikasi yang berbasis
tek nologi informasi agar memudahkan dalam upaya
pengelolan dan memudahkan akses data bagi yang
berkepentingan ;

Perlu dilakukan pendampingan kepada peserta
diklat WUB yang kontinyu dan dalam tempo waktu
yang lebih memadai yang dilakukan oleh petugas
yang khusu s agar mampu membekali peserta untuk
menjadi WUB yang lebih siap, tangguh dan berdaya
saing;

Perlu ketegasan dan konsistensi penegakan
peraturan perundang -undangan dari semua jajaran
yang terlibat serta penciptaan solusi yang
komprehensif kepada PKL ;

Perlu adanya koordinasi dengan BPS Kota Bandung
untuk menyamakan persepsi dan indikator dalam

perhitungan database UMKM

8.8 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Permasalahan

a.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat (keluarga)
melaporkan kematian anggota keluargany a padahal
data tersebut sangat dibutuhkan dalam proses

perencanaan pembangunan

. Terbatasnya SDM Aparatur Sipil Negara;

Prasarana gedung k antor yang kurang memadai
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d. Sarana pendukung pelayanan kependudukan
terutama di kewilayahan (kecamatan) kurang
memadai.

2) Solusi

a. Sosialisasi melalui media massa, pertemuan
langsung dengan masyarakat, kerjasama dengan
kewilayahan, m enerbitkan Perwal yang mengatur
setiap perubahan KK karena ada anggota keluarga
yang meninggal, wajib mengurus Akta Kematian
terlebih dahulu.

b. Optim alisasi Pelayanan Kependudukan di
Kewilayahan ;

c. Kerjasama dengan s ekolah, R umah Sakit, dan
kewilayahan ;

d. Penambahan SDM Non Aparatur Sipil Negara;

e. Penambahan M obil Pelayanan Keliling (Mepeling)

yang dulu dikenal dengan jemput bola ;

—h

Pemeliharaan dan rehab rua ngan gedung k antor ;

. Delivery Service Akta Kelahiran

= (o]

. Melaksanakan p elayanan di Mall ;

. Penambahan/sewa gedung a  rsip;
J. Pengadaan dan maintenance terutama sarana rekam
cetak e -KTP;
8.9 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Permasalahan
a. Penataan hunian  rumah susun yang layak bagi

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih
sangat terbatas seperti prasarana sarana
penyediaan air bersih, penyediaan sanitasi
dasar/MCK dan septic tank komunal masih sangat
terbatas.

b. Di Kecamatan Bandung Wetan khususnya yang
berada di sekitar kelurahan Tamansari masih

banyak penduduk yang berada dibeberapa
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lokasi masih banyak yang belum mempunyai
rumah layak huni, serta jamban dan lokasinya
berdempetan atau rumah di dekat kali.

2) Solusi
a. Upaya yang sudah dilakukan dengan penyedia an

prasarana sarana hunian rumah susun dengan
menyediakan akses air bersih yang memenuhi
standar kelayakan yang tersebar di 3 (tiga) lokasi
yaitu Rancacili, Sadang Serang,dan Cingised.

b. Merelokasi penduduk dan mendata ulang status
penduduk yang selanjutnya akan di bangun
rumah susun layak huni.

8.10 Urusan Penanaman Modal
1) Permasalahan

a. Implementasi Perda dan SOP Perizinan sebagai
penjabaran dari PP no. 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik belum optimal.

b. Implemen tasi perizinan terintegrasi secara terpadu
belum optimal sehubungan belum ada
kesepahaman dengan PD teknis.

2) Solusi

a. Percepatan realisasi payung hukum atau Perda
dan SOP tentang OSS sebagai turunan PP no. 24
Tahun 2018; dan Optimalisasi pada unsur -unsur
penilaian survey kepuasan masyarakat.

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan
seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan perizinan.

8.11 Urusan Kepemudaan dan Olahraga
1) Permasalahan
2) Solusi
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8.12 Urusan Persandian
1) Permasalah an
Belum seluruh aplikasi teruji tingkat keamanannya
2) Solusi
Secara bertahap aplikasi yang ada di Kota Bandung
diuji keamanan sistem informasinya.
8.13 Urusan Statistik
1) Permasalahan
Belum tersedianya data yang terstandar di semua
perangkat daerah
2) Solusi

Pembentukan forum untuk menetapkan standarisasi

data .

8.14 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
1) Permasalahan

a. Tidak imbangnya rasio Polisi Pamong Praja dan
kompleksitas permasalahan gangguan
ketenteraman, ke tertiban umum, dan perlindungan
masyarakat serta rasio Polisi Pamong Praja dengan
luas wilayah Kota Bandung.

b. Ada jenis pelanggaran baru yang belum diatur
dalam Perda/ Perwal seperti mobil toko yang marak
berjualan di zona merah sehingga tidak bisa
ditindak dengan beban biaya paksa untuk Pedagang
Kaki Lima (PKL) hanya penindakan parkir liar yang
lebih rendah biaya paksanya.

c. Terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
pemberdayaan tugas, dan fungsi Satlinmas belum
optimal baik dalam kebencanaan maupun pe ran
dalam ketentraman dan ketertiban umum, misalnya
melalui siskamling aktif masih cukup rendah di

beberapa wilayah.
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. Belum ada perlindungan hukum bagi Polisi Pamong

Praja secara individual jika terkait dengan tindak
pidana.

Kurangnya koordinasi antara Din as Teknis Pemkot
Bandung, aparat kewilayahan terkait dengan
pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satpol PP
Kota Bandung.

Dinas teknis tidak memberikan update data
mengenai pelanggaran -pelanggaran yang dibawah
pengawasan dan pengendalian masing -masing
sehingga Satpol PP dalam melaksanakan penertiban
hanya mengandalkan laporan dari masyarakat dan

hasil pemantauan sendiri.

. Keterbatasan sarana dan prasarana operasional

penanggulangan kebencanaan.

. Siskamling aktif yang  belum optimal

Banyaknya Pedagang Kaki Lima di Wilayah

Kecamatan Astanaanyar.

2) Solusi

a.

Memberdayakan anggota Satuan Perlindungan
Masyarakat (Satlinmas) tingkat kota dalam
membantu tugas dan fungsi Satpol PP.
Merencanakan perekrutan Pekerja Harian Lepas
(PHL) Satpol PP.

Meningkatkan kapasitas kemampuan ASN Satpol PP

melalui diklat teknis dan fungsional.

. Menyusun Rancangan Perda Ketertiban Umum yang

lebih  komprehensif memasukkan jenis -jenis

pelanggaran baru.

. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan Satlinmas

di k ewilayahan terutama di kelurahan -kelurahan

LPPD TAHUN 2018 176



dan RW di Kota Bandung tentang kebencanaan dan
penanganan gangguan trantibum.

f. Mendorong percepatan penyusunan Rancangan
Permendagri tentang Penghargaan atas Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggar aan
Trantibum dan Tranmas serta Penegakan Perda di
daerah yang di dalamnya mengatur bantuan hukum
untuk Polisi Pamong Praja secara individual.

g. Mendorong implementasi  hasil  kajian  dari
Bappelitbang Kota Bandung untuk  dijadikan
Perkada.

h. Mengintensifkan koo rdinasi dengan dinas teknis
yang mempunyai  tugas  pengawasan  dan
pengendalian terhadap Perda yang mengandung
sanksi.

i. Membangun aplikasi sistem emergency call 113
atau SIJABUNG (Sistem Informasi diJamin
Nyambung) yang memiliki fungsi agar masyarakat
lebih  mu dah melaporkan peristiwva bencana
sehingga dapat mempercepat respon petugas DKPB
ke lapangan serta dapat mendeteksi lokasi pelapor.

j. Memberikan motivasi kepada masyarakat agar
meningkatkan peran aktifnya dalam menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat.

k. Dila kukan pembatasan berjualan bagi PKL di Jalan
Panjunan dan Astanaanyar pada hari Senin sampai
dengan. Kamis yang hanya berjualan s.d. pukul
09.00 WIB.

|. Selain itu, diberlakukan pula malam hari dan hari
bebas dari PKL yaitu pada Kamis malam/malam
Jumat dan ha ri Jumat.

8.15 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
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1) Permasalahan
a. Belum mempunyai gedung kantor dan
kelengakapan sarana dan prasarana penunjang
operasional
b. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai dengan
kebutuhan
c. Belum tersed ianya Data Terpilah Gender Kota
Bandung (Data Mikro) disebabkan perhitungan data
masih menggunakan data dari BPS
d. Belum optimalnya peran perempuan pada sektor
publik
2) Solusi
a. Dibangun gedung kantor beserta kelengkapan
sarana dan prasarana penunjang operasion al
b. Usulan  penambahan SDM  sesuai dengan
kebutuhan melalui BKPP Kota Bandung
c. Disusunnya Data Terpilah Gender Kota Bandung
(Data Mikro)
d. Peningkatan kapabilitas perempuan dalam kegiatan
sektor public
8.16 Urusan Ketahanan Pangan
1) Permasalahan
a. Belum optimalnya i mplementasi percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan lokal (P2KP)
yang diharapkan dapat mengurangi konsumsi
beras, hal ini disebabkan ketersediaan karbohidrat
sebagai pengganti beras belum dapat memenuhi
kebutuhan karena harganya ternyata lebih mahal
dari harga beras.
b. Program/kegiatan urusan Pangan menyangkut
berbagai kepentingan mulai dari ketersediaan,
distribusi, konsumsi dan keamanan pangan yang

dalam pelaksanaannya melibatkan bidang dan
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OPD terkait, sehingga untuk mencapai target
urusan pangan tidak  bisa terlepas dari kontribusi
OPD terkait.

a. Kota Bandung bukan merupakan daerah produksi
sehingga pangan segar vyang diual dan
dikonsumsi masyarakat sebagian besar (95 %)
berasal dari luar wilayah Kota Bandung, sehingga
diperlukan pengawasan panga n segar yang lebih
intensif.

b. Pelaku usaha dan masyarakat masih kurang
memahami tentang tata cara penanganan dan
penyimpanan produk pangan segar serta
pengetahuan tentang bahayanya penggunaan
bahan kimia berbahaya.

c. Terbatasnya SDM pengawas mutu pangan segar
terutama petugas laboratorium yang memiliki
pendidikan khusus (analis kimia).

2) Solusi

a. Mengoptimalkan implementasi Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP),
melalui sosialisasi,bimbingan, dan pelatihan
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) atau
Pemanfaatan lahan pekarangan, koordinasi dengan
kab/kota penghasil bahan umbi -umbian, dan
program One Day No Rice. b) Meningkatkan
frekuensi sosialisasi keamanan pangan.

b. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/ instansi
dan lembaga terkaitSudah ada inovasi dari Dinas
yaitu dengan adanya Mini Lab Food Security di
Pasar Modern dan Pasar Tradisional yang
merupakan kolaborasi antara Dinas Pangan dan
Pertanian dengan Pasar Modern dan Pasar

Tradisional, selain itu sudah ada juga Mobil Lab
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Keliling Dinasy ang melakukan pemeriksaan secara
keliling mengenai keamanan pangan segar di Kota
Bandung.

c. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan
komoditi pangan segar secara intensif serta
melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha
hasil pertanian yang beredar di Kota Bandung.

d. Menambah sarana dan peralatan laboratorium
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung serta
pegawai untuk dilibatkan dalam pengawasan dan
pemeriksaan ko moditi pangan segar.

8.17 Urusan Pertanahan
1) Permasalahan

Masih belum diperhitungkan penataan perta nahan

yang har us di sertipkatkan sehingq

peraturan perundang - undangan yang berkaitan

dengan penataan pertanahan.

2) Solusi

Upaya yang dilakukan meningkatkan koordinasi

dengan instansi terkait lainnya sehingga

memudahkan proses pendaftaran dan sertipkasi. dar

inventarisasi ketersediaan data dasar dan informasi

yang akurat dan rinci.

8.18 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Permasalahan

a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam
setiap tahap pembangunan ;

b. Partisipasi masyarakat belum cukup ting gi dilihat
dari persentase Swadaya Masyarakat yang
rendah ;

c. Anggaran Pemberdayaan Masyarakat  yang
diperjanjikan dalam Janji Walikota tidak sesuai
yaitu 100 juta per LKK ;
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d. Ketidaksesuaian rencana awal dengan pelaksanaan
di lapangan pada program kegiatan in frastruktur
PIPPK dan program penunjang lainnya dimana
perlu dilakukan ;

e. pergeseran dan perubahan pada DPA murni

sehingga dapat memperhambat pelaksanaan

kegiatan.
2) Solusi
a. Menyiapkan instrumen yang membuka
kesempatan kepada masyarakat untuk

berpartisipasi da lam pembangunan ;

b. Kecamatan berupaya melibatkan masyarakat
dalam perencanaan dan pengawasan
pembangunan di wilayah ;

c. Pemenuhan Janji Walikota dalam perubahan
anggaran agar lebih diperhatikan sehingga tidak
terjadi penolakan dari Pemerintah Jawa Bara t

d. Peran perencanaan awal pada setiap kegiatan
harus disusun secara cermat dan baik serta
dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan epsien
dalam meningkatkan kinerja yang mendukung
pencapaian visi dan misi organisasi.

8.19 Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
1) Permasalahan

a. Belum terintegrasinya program lintas sektoral bagi
yang membutuhkan data dan informasi serta
koordinasi dari in  stansi lain.

b. Menurunnya animo masyarakat untuk partisipasi
dalam program Keluarga Berencana.

c. Kurangnya SDM para petugas penyuluh KB
dilapangan, kondisi saat ini ada 35 orang jumlah
tenaga penyuluh KB PNS dan 52 orang penyuluh KB
Non PNS di Kota Bandung ya ng seharusnya ada 151
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Orang sesuai dengan jumlah kelurahan di Kota

Bandung.

d. Penyerapan anggaran secara keseluruhan APBD
baik maupun APBN hanya 68%, hal ini disebabkan
penyerapan anggaran dari APBN yaitu DAK Fisik
dan DAK Non Fisik kurang. Kurangnya penyera pan
anggaran APBN disebabkan kererlambatan dana
transfer dari pusat, sehingga terlambat dalam
proses pencairannya, sedangkan untuk penyerapan
anggaran APBD Kota Bandung sudah melebihi 94%.

2) Solusi

a. Menetapkan pola koordinasi dalam penanganan
masalah lintas s ektoral.

b. Promosi secara luas tentang program KB dan
mempermudah akses layanan Keluarga Berencana

c. Perekrutan kembali para petugas penyuluh di
lapangan, baik PNS maupun non PNS / Pegawai
dengan Kontrak Kerja APBD.

d. Percepatan dalam waktu transfer dana dari pusat.

8.20 Urusan Perhubungan
1) Permasalahan

a. Mesin parkir belum optimal dalam
pengoperasiannya.

b. Masih terdapat beberapa titik kemacetan yang
belum teratasi yang disebabkan beberapa hal
seperti
- persimpangan yang terlalu dekat ( jalan sunda) ;
- perbandin gan volume/capacity sudah mendekati

angka maksimal, dimana volume kendaraan
yang melintas sudah mendekati bahkan melebihi

kapasitas jalan
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2) Solusi

a. Melakukan kerja sama dengan pihak ke tiga dalam
hal pengelolaanya, dengan terlebih dahulu
membentuk BLUD Pa rkir. Untuk membentuk
BLUD Parkir harus merubah Perda tentang
retribusi parkir dari semula retribusi menjadi jasa
layanan. Sehingga apabila BLUD Parkir telah
terbentuk maka diharapkan pengelolaannya dapat
menjadi lebih baik.

b. Untuk persimpangan jalan yang t erlalu dekat
dapat di buat yy over maupun und
mana kewenangannya ada di DPU. Untuk kondisi
jalan yang perbandingan volume/capacity sudah
mendekati angka maksimal, diupayakan untuk
membuat rekayasa lalu lintas.

8.21 Urusan Komunikasi dan Informat ika
1) Permasalahan
Belum optimalnya pengembangan dan integrasi
aplikasi, dari 289 aplikasi Belum semua
kluster/sektor aplikasi terintegrasi.
2) Solusi
Membuat rencana aksi integrasi aplikasi di semua
klaster .
8.22 Urusan Kebudayaan
1) Permasalahan

a. Minimnya kegia tan yang mengakar dalam rangka
pengembangan  kebudayaan, seperti  diskusi,
seminar, sarasehan budaya;

b. Minimnya kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi
pelaku budaya sebagai pelaku budaya;

c. Belum terdapat modul pembelajaran  objek

pemajuan kebudayaan bagi anak us  ia dini;
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d. Belum terdapat kerjasama pengembangan budaya
antar daerah maupun penyelenggaraan kegiatan
pengembangan budaya bersama antar daerah;

e. Minimnya kegiatan bersama pengembangan budaya
dengan daerah lainnya,;

f. Penyebarluasan informasi budaya masih bersif at
sporadis dalam bentuk pertunjukan diruang publik;

g. Minimnya penyelenggaraan festival seni budaya dan
pasanggiri yang mampu melibatkan banyak
budayawan dan mendatangkan pengunjung sebagai
industri budaya;

h. Belum optimalnya pelindungan bangunan dan
benda ca gar budaya;

i. Belum optimalnya  pemanfaatan banyaknya
bangunan dan benda cagar budaya untuk
pengembangan industry budaya maupun wisata
budaya;

j. Belum adanya tempat sentra pertunjukan budaya
yang bersifat inkubasi dan menjadi prototype
kekayaan budaya di Kota B andung;

k. Tingkat partisipasi masyarakat maupun sektor
swasta dalam pemanfaatan kegiatan seni budaya
tradisional masih belum optimal; dan

[. Belum optimalnya pembinaan bagi lingkung seni.

2) Solusi

a.Mengidenti pkasi dan me met akan ob
kebudayaan sunda di Kota Bandung melalui pokok
pikiran kebudayaan;

b. Penyelenggaraan Bandung Karasa Nyatana
(BARATA) dengan target dan sasaran pada tiap

kewilayahan
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. Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan bagi
pelaku buday melalui pelibatan dalam
penyelenggaraan pertunjukan di ruang publik;

. Penyusunan modul pembelajaran objek pemajuan
kebudayaan, seperti permainan tradisi untuk

muatan local di sekolah. Anklung goes to school;

. Memperkuat upaya diplomasi budaya me lalui
penjajagan perjanjian kerjasama budaya dengan
daerah lain;

. Penyelenggaraan pertunjukan di ruang publik

secara lebih terstruktur terjadwal di ruang yang

lebih mudah diakses masyarakat dan wisatawan;

. Penyelenggaraan festival seni dan budaya serta
pasanggiri secara  berjenjang dari  tingkat
kewilayahan sampai tingkat Kota Bandung;

. Revisi Perda Bangunan Cagar Budaya dan
optimalisasi peran tim ahli bangunan cagar budaya

yang disertipkasi ;

i. Penyusunan paket wisata bangunan cagar budaya

di kota bandung;

j. Usulan rehabilitasi gedung padepokan seni mayang

sunda sebagai gedung pertunjukan seni dan budaya
berkelas internasional,

. Inisiasi pertunjukan seni di hotel dan ruang publik
jasa usaha pariwisata  sebagai bentuk upaya
pelestarian seni tradisi dan ajak an bagi dunia
usaha untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan
serupa,;

. Pelibatan lingkung seni dalam pertunjukan seni di
ruang publik dan senibandung#2;

. Pemerintah kota telah merencanakan pembangunan
objek kawasan wisata seni dan budaya kreatif

berwawasan li ngkungan di atas lahan 6 hektar di
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Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung.
Objek kawasan ini diharapkan akan menjadi salah
satu ikon dan kebanggaan Kota Bandung maupun
Jawa Barat sebagai objek wisata dan pusat kegiatan
seni budaya,;

. Penambahan lahan untuk sarana wisata seni
budaya dan wisata alam di Kampung Pasir Kunci
milik Pemerintah Kota Bandung seluas * 1,5 hektar ;
. Rehabilitasi dan refungsionalisasi Gedung
Padepokan Seni Mayang Sunda tahap Il telah
diselesaikan pada tahun 2013 (pekerjaan renovasi
ruang pertunjukan semi outdoor, penambahan
akustik ruang utama, penataan lahan parkir,serta
kelengkapan lainnya). Kegiatan renovasi ini
diharapkan akan menghasilkan satu gedung
pertunjukan yang cukup representati f milik
Pemerintah Kota Bandung;

.1 nt e n siispslalesasi Perda Pelestarian Kesenian
Nomor 5 Tahun 2012 yang mengatur masalah hak
dan kewenangan Pemerintah Kota, para seniman,
sektor swasta (pengelola sarana wisata), sektor
pendidikan, serta masyarakat secara umum dalam
kegiatan seni budaya. Sehing ga diharapkan akan
menjadi stimulus terselenggaranya pemantapan
Kota B andung sebagai Kota Seni Budaya;

. optimalisasi seminar, diseminasi, penyuluhan
tentang penggunaan bahasa sunda pada acara
resmi  seminggu sekali maupun penggunaan
pakaian adat padaacara formal;

. Penyusunan grand desain pembangunan
kebidayaan kota bandung dengan tema utama

pembangunan jati diri dan karakter bangsa ;
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s. Melaksanakan FGD rutin dan berkala dengan para
tokoh seni dan budaya kota bandung untuk
mengi dent i pkasiskebudauyaas tdr &dtae g
Bandung;

t. Pengembangan sistem informasi kebudayaan dan
kepariwisataan dilakukan terpadu untuk pemetaan
pelaku seni budaya ;

u. Melaksanakan inventarisasi secara kategori objek
tradisi sebagaimana tercantum dalam
Permendikbud 10/2014 tentang Pedom an
Pelestarian. Inventarisasi dilakukan pemutakhiran
data guna mendapatkan basis data yang lebih valid
dan reliable. Saat ini baru dilakukan pada 4 objek
tradisi, dimana terinvetarisir 12 makanan makanan
dan minuman tradisi. 17 jumlah organisasi sosial
tradisi, 8 permainan rakyat, dan 20 ungkapan
tradisi serta 2.250 Bangunan Cagar Budaya baru
terinventarisir

v. Pemberdayaan dan pemanfaatan para lingkung seni
melalui kegiatan pertunjukan seni di ruang publik,
pasanggiri dan festival seni budaya di ruang publ ic.

8.23 Urusan Perpustakaan
1) Permasalahan

a. Rendahnya minat baca di Kota Bandung

b. Kesulitan mendata jumlah pemustaka yang ada di
setiap sekolah, dari mulai SD, SMP, SMA, s ampai
kepada Perguruan Tinggi;

c. Berdasarkan hasil analisis jabatan, masih
kurangnya SD M Pustakawan dan Pengelola
Perpustakaan yang memil i ki kual if
perpustakaan atau memiliki pengalaman di bidang

perpustakaan;
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d.

f.

Belum optimalnya sarana dan prasarana
perpustakaan  (Pojok Baca) di O PD dan

Kewilayahan Kota Bandung;

. Gedung perpustaka an tidak dapat direhabilitasi

menjadi ruang perpustakaan sesuai Standar
Nasional Perpustakaan karena belum adanya
proses serah terima aset ke D inas Perpustakaan
dan Kearsipan;

Terhambatnya pembangunan Gedung Micro
Library karena lokasi yang akan digunakan sudah
direncanakan untuk pembangunan Monumen

Martadinata .

2) Solusi

a.

Meningkatkan layanan perpustakaan yang mudah
dijangkau serta me mperkaya koleksi bahan

pustakan;

. Melakukan kerjasama dengan perpustakaan -

perpustakaan di Kota Bandung untuk melakukan
pelaporan  jumlah pemustaka secara berkala

melalu i sebuah sistem atau aplikasi;

. Mengusulkan ke Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Kota Bandung untuk penambahan

SDM Pustaka wan dan Pengelola perpustakaan;

. Tersedianya sarana dan prasarana pojok baca di

OPD dan Kewilayahan di Kota Bandung;

. Adanya kejelasan untuk proses penyerahan aset

kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, agar
gedung dapat direhabilitasi menjadi perpustakaan
yang sesuai dengan Standar Nasional
Perpustakaan ;

Harus dilakukan pengkajian yang me ndalam
untuk perencanaan tempat pembangunan Micro

Library .
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8.24 Urusan Kearsipan
1) Permasalahan

a. Rendahnya pemahaman aparatur birokrasi dalam
pengelolaan arsip Dinamis dan arsip Statis;

b. Berdasarkan hasil analisis jabatan, kurangnya SDM
arsiparis dan atau pe tugas kearsipan di  setiap OPD
yang khusus membidangi tata kelola arsip, yang
memi | i ki kuali pkasi pendi di kan
berpengalaman di bidang kearsipan ;

c. Belum optimalnya pengadaan sarana dan prasarana
kearsipan di OPD ;

d. Belum optimalnya pembentukan kebijakan 4

Instrumen  Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Jadwal

Ret ensi Arsi p, Sistem Kl asi pkasi
Arsip dan Kl asi pkasi Arsip).
2) Solusi

a. Pelaksanaan peningkatan pemahaman aparatur
birokrasi dalam pengelolaan arsip Dinamis dan
arsip Statis melalui Bimtek, Workshop atau Diklat;

b. Mengusulkan ke Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Kota Bandung untuk penambahan
SDM arsiparis dan atau petugas kearsipan di setiap
OPD yang khusus membidangi tata kelola arsip;

c. Dibuat suatu aturan hukum untuk optimalisasi
pengadaan sarana dan prasarana kearsipan di
OPD;

d. Dibuat kebijakan tentang 4 Instrumen Kearsipan
(Tata Naskah Dinas, Jadwal Retensi Arsip, Sis tem
Kl asi pkasi Keamanan Akses Arsip

Arsip).
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9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Di Laporkan

Pada dasarnya dari 24 Urusan Wajib penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kota Bandung membutuhkan perhatian
yang terarah dari segenap stakeholders = pembangunan.
Kesamaan gerak langkah dalam membangun suatu daerah
akan menghasilkan sebuah tatanan berkehidupan yang baik
bagi masyarakat. Sehingga untuk 9 Urusan Wajib:
1) Pendidikan ,
2) Kesehatan,
3) Lingkungan Hidup,
4) Pekerjaan Umum dan Penataan ruang ,
5) Peruma han Rakyat dan Kawasan Permukiman,
6) Sosial,
7) Ketenagakerjaan,
8) Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat,

9) Kependudukan dan Catatan Sipil

sudah sesuai dengan penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kota Bandung, sehingga tidak a da hal lain yang
dian ggap perlu untuk dilaporkan ke Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Provinsi.
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b. Ringkasan Urusan Pilihan

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Tabel Il -b-12
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana
Tahun 2018
‘ NO URUSAN PILIHAN ‘ PERANGKAT DAERAH
1 | Kelau tan & Perikanan Dinas Pangan dan Pertanian
2 | Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
3 | Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4 | Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5 | Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustri  an
6 | Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja

2. Program dan

K egiatan

Dinas Pangan dan Pertanian

2.1 Kelautan

dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan pada Tahun

Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Budi Daya Perikanan

Perikanan dilaksanakan dengan produksi ikan

Pelaksanaan Pengembangan Budi

konsumsi pada tahun 2018 terealisasi sebesar

2.970,63 ton dari
Produksi ikan konsumsi diperoleh dari bebera

ikan seperti ikan mas,

target 2.970 ton atau 100,02%.

nila, mujair, lele, sepat siam,

dengan jumlah produksi terbesar adalah lkan

diikuti oleh Ikan Nila, Mas, Mujair, Ikan Se
dan ikan lainnya. Ikan

produksi terbesar, ha

| ini dikarenakan selain banyak
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peminatnya juga budi daya ikan lele dapa t dilakukan
dengan media terpal yang dapat disimpan di
pekarangan rumah s ehingga tidak memerlukan
lahan/ kolam yang luas. Daerah produksi ikan di

Kota Bandung tersebar di beberapa kecamatan,
diantaranya Kecamatan Cibi ru, Arcamanik, dan

Ujungberung. Formulasi Penghitungan:

Produksi lkan Konsumsi:

P = Luas lahan (kolam) x padat tebar 0 kematian

ket:

Kematian = rata -rata 10 %

Padat tebar tergantung jenis dan perlakuan
(teknologi). Faktor pendukung tercapainya kinerja
adalah adanya peningkatan = minat serta pengetahuan
masyarakat dan petani ikan melalu i pembinaan,
pelatihanpelatihan  maupun workshop yang diadakan

oleh dinas.

Produksi ikan hias pada tahun 2018 ter ealisasi
sebesar 1.260.869 ekor dari target 1.221.700 ekor
atau sebesar 103,21%. Jenis ikan hias yang
dibudidayakan di Kota Bandung ada 13 jenis, yaitu
Barbir, Cupang, Frontosa, Gapi, Leuleupi, Udang
Hias, Louhan, Manvis, Mas Koki, Molly, P lati,
Rainbow, dan Sapu Hias, dengan penyumbang
produksi terbesar adalah ikan Mas Koki dan
Frontosa. Da erah budidaya ikan h ias di Kota
Bandung diantaranya  Kecamatan Cibiru, Arcamanik,

Regol, dan Ujungberung.

Formulasi menghitungnya:

Produksi lkan Hias:

P = Luas lahan (kolam) x padat tebar 0 kematian
ket:
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Kematian = rata -rata 10 %

Padat tebar tergantung jenis dan perlakuan
(teknologi) Faktor pendukung tercapainya Kkinerja
adalah adanya peningkatan minat serta pengetahuan
masyarakat dan petani ikan melalui pembinaan,
pelatihan pelattha n  maupun workshop yang
diadakan oleh dinas.

2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan

Pelaksanaan Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan dilaksanakan dengan
realisasi jumlah pelaku usaha merupakan kumulatif
dari beberapa program yang ada di Dispangtan. Pada
program ini da ri target 100 dapa t terealisasi sebesar
120 pelaku usaha. Pada Tahun 2018 dari target
RPJMD sebanyak 300 pelaku usaha dapat terealisasi
sebanyak 342 (114,00 %) pelaku usaha dibidang
pertanian dan  perikanan. Faktor  pendorong
pencapaian target, yaitu tersedianya dana, SDM,
sarana, dan prasarana sebagai penunjang untuk
kegiatan pelatihan kepada kelompok masyarakat
yang berminat untuk menjadi wirausahawan.

3) Program  Peningkatan Keamanan Pangan Hasil
Perikanan

Pelaksanaan Peningkatan Keamanan Pangan
Hasil  Perikanan dilaksanakan den gan untuk
menekan terjadinya kasus pencemaran produk
pangan segar dilakukan sidak pengawasan pangan
segar dengan melibatkan instansi terkait (Kepolisian,
Satpol PP, DKUMK M, Disdagin, BPPOM, serta Dinas
Kesehatan) dan meningkatkan pelatihan serta
sosialisasi ke  swalayan, pasar tradisional,
konsumen/PKK, ke pelaku usaha (TPA), dan DKM
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(pada saat pelatihan hewan qurban) . Perhitungan

indikat or ini berbeda dengan indikator yang lain,

semakin sedikit terjadinya kas  us pencemaran pangan
segar maka menunjukan semak in baik kinerja dinas.

Cara pengukuran:

Persentase Menurun =
(Target -(Realisasi - Target) x 100 %)/Target

Faktor pendorong pencapaian target adalah:

1) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang
untuk kegiatan peningkatan mutu dan keamanan
pangan, di antaranya tersedianya laboratorium
dinas dan kendaraan laboratorium keliling.

2) Dalam upaya meningkatkan pengawasan dan
pemeriksaan mutu pangan segar yang beredar di
wilayah Kota Bandung, Dinas Pangan dan
Pertanian melakukan kerja sama dengan 8 holding
company pasar modern dalam pengadaan mini lab
food security, dan bekerja sama dengan PD Pasar
Bermartabat dalam pengadaan mini lab food
security di beberapa pasar tradisional.

2.2 Pariwisata
Urusan Pariwis ata pada Tahun Anggaran 2018
dapat diuraikan sebagai berikut :
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pelaksanaan Pengembangan Pemasaran

Pariwisata dilaksanakan dengan Capaian kinerja

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada

Tahun 2 018 mencapai 100% atau kinerja nyata nya

terdapat 10 upaya penguatan pasar pariwisata

daerah melalui penyele nggaraan MICE. Adapun 10

upaya penguatan pasar yang dilakukan adalah

melalui:
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. Asia Africa Carnival

. Bandung Light Festival

. Bandung Great Sale

. Seni Bandung

. Bandung Interntional Art Fe stival
. Design Action

. Bandung Broadway

. Bandung Musiconic

© 0O N O o b W N PP

. Bandung Run
10. Festival fi Im kecamatan

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pelaksanaan Pengembangan Destinasi
Pariwisata dilaksanakan dengan c apaian kinerja
program pengembangan  destinasi pariwisata pada
tahun 2018 mencapai 100 % atau telah terb entuk 30
Kampung Wisata sebagai Objek Daya Tarik Wisata
baru di Kota Bandung. Adapun 5 DTW yang
terbentuk pada tahun 2018 adalah:
1) Kampung Rampa Kendang di Kecamatan
Antapani .
2) Kampung Sentra S epatu di Kecamatan Bojongloa
Kidul .

3) Kampung Braga di Kecamatan Sumur Bandung
4) Kampung Budaya di Kecamatan Sukasari
5) Kampung Film di Kecamatan Arcamanik
Sehingga sampai tahun 2018 ini telah terbentuk 30
DTW baru / Kampung  wisata, yakni:
1) Kampung Barongsay - Astana Anyar .
2) Kampung taman gantung o Andir .
3) Kampung Toge - Bandung Kulon
4) Situs sejarah Sukarno - Bandung Kidul
5) Kampung Pasundan - Regol .

6) Kampung Pulo/Pulosari - bandung Wetan .
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7) Kampung Cicukang & Cicendo .
8) Kampung Akustik - Cibeunying Kidul
9) Kampun g Tahu - Babakan Ciparay
10) Kampung Sentra Roti -Bojongloa Kaler .
11) Kampung Rajut - Batunuggal
12) Kampung Seni Budaya 0 Cibiru .
13) Kampung Pindad & Kiaracondong .
14) Eco Bambu oCidadap .
15) Kampung Batik - Cibeunying Kaler
16) Dago Pojok o Coblong .
17) Sarana Olahraga dan Ekowisata 0 Gedebage.
18) Kampung Peuyeum OoMandalajati .
19) Kampung Kriya Bambu & Sukajadi .
20) Kampung Edukasi seni 0 Buahbatu .
21) Kampung -Braga - Sumur Bandung
22) Kampung wayang 0 Lengkong .
23) KampungFashion & Panyileukan .
24) Kampung Edukasi Lingkungan - Rancasari .
25) Kam pung Kebonati 8 Cinambo .
26) Kampung Rampak Kendang 0 Antapani .
27) Kampung Sentra Sepatu - Bojongloa Kidul
28) Kampung Wisata Pasir . Kunci & Ujung Berung .
29) Kampung Budaya 0 Sukasari, dan
30) Kampung Film & Arcamanik.
3) Program Pengembangan Kemitraan
Pelaksanaan Pengem bangan K emitraan
dilaksanakan dengan capaian Kkinerja Program
Pengembangan Kemitraan Pariwisata mencapai
120 % atau kinerja nyatanya terdapa t 24 hotel dari
target 20 hotel berbintang yang berstandar/memiliki
sertifi kasi dari le mbaga. Adapun baseline yang
digunakan adalah 120 hotel berbintang yang
terdaftar TDUP nya.
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4) Program  Pengembangan Ekonomi Kreatif dan
Teknopolis
Pelaksanaan Pengembangan K ekonomi Kreatif
dan Teknopolis dilaksanakan dengan tercapai
6 simpul kreatif, yaitu:
1.Simpul krea tif Linggawastu ;
2. Simpul kreatif Cigondewah
3. Simpul kreatif Cijawura
4. Simpul kreatif Cigadung ;
5. Simpul kreatif Braga; dan
6. Simpul kreatif Arcamanik
2.3 Pertanian
Urusan Pertanian pada Tahun Anggaran 2018
dapat diuraikan sebagai berikut :
Din as Pangan dan Pertanian
1) Program Peningkatan = Pemasaran Hasil  Produksi
Pertanian/  Perkebunan
Pelaksanaan  Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi  Pertanian/  Perkebunan dilaksanakan
dengan realisasi jumlah pelaku usaha merupakan
kumulatif dari beberapa program yang ada di
Dispangtan, pada program ini d ari target 25 dapat
terealisasi sebesar 30 pelaku usaha. Pada Tahun
2018 dari target RPJMD , sebanyak 300 pelaku usaha
dapat terealisasi sebanyak 342 (114,00 %) pelaku
usaha di bidang pertanian dan perikanan. Faktor
pendorong pencapaian target, yaitu tersedianya dana,
SDM, sarana, dan prasarana sebagai penunjang
untuk  kegiatan pelatihan kepada k elompok
masyarakat yang berminat untuk  menjadi

wirausahawan.
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2) Program Peningkatan Penerapan Teknolog i

Pertanian/ Perkebunan

Pelaksanaan Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan dilaksanakan dengan
realisasi jumlah pelaku usaha merupakan kumulatif
dari beberapa program yang ada di Dispangtan, pada
program ini dari target 25 dapat terealisasi sebesar
29 pelaku usaha. P ada Tahun 2 018 dari target
RPJMD, sebanyak 300 pelaku usaha dapat terealisasi
sebanyak 342 (114,00 %) pelaku usaha dibidang
pertanian dan perikanan. Faktor  pendorong
pencapaian target, yaitu tersedianya dana, S DM,
sarana, dan prasarana sebagai penunjang un tuk
kegiatan pelatihan kepada kelompok masyarakat
yang berminat untuk menjadi wirausahawan.

3) Program Peningkatan Produksi

Pertanian/ Perkebunan

Pelaksanaan Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan dilaksanakan dengan
tanaman produktif atau tanaman buah ada lah
tanaman yang m enghasilkan buah untuk
dikonsumsi. Tanaman buah d ibatasi pada pohon
atau tanaman yang menghasilkan buah sebagai
bahan pangan. Beberapa contoh tanaman produktif
di antaranya: pohon mangga, po hon rambutan,
pohon nangka, dan lainya. Selain d imanfaatkan
untuk penghijau an, fungsi tanaman hidup adalah
untuk diambil hasilnya. Pada tahun 2018 pohon
produktif (tanaman buahbuahan) terealisasi
sebanyak 15.751 poho n dari target 15.000 pohon
atau erealisasi sebesar 105,00

Realisasi jumlah pelaku usah a merupakan

kumul atif dari beberapa program yang ada di
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Dispangtan, pada program ini d ari target 75 dapat
terealisasi sebesar 78 pelaku usaha. Pada Tahun
2018 dari target RPIMD, sebanyak 300 pelaku usaha
dapat terealisasi sebanyak 342 (114,00 %) pelaku
usaha di bidang pertanian dan perikanan.

Pada tahun 2018 realisasinya mencapai
198.95 9 pohon atau terealisasi 103,03% dari target
195.000 pohon. Ada sekitar 24 jenis tanaman hias
yang ada di Kota Bandung dan yang menjadi
komoditas unggulan adalah jenis Anggr ek, Gladioal,
dan A nthurium bunga. Dari capaian produksi
198.959 p ot tanaman hias, 5 (lima) jenis tanaman
hias penyumbang produksi terb  esar adalah dari jenis
Gladiol, Anggrek, Anthurium bunga, Sansevieria, dan
Krisan. Tanaman hias ini tersebar di beberapa
kecamatan, seperti Kecamatan Arcamanik,
Kecamatan Sukasari, Kecamatan Cibeunying Kaler,
Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Uju ngberung,
dan Kecamatan Cibiru. Potensi ekonomi dari bunga
potong dan ta naman hias Indonesia untuk bisa
berkembang di pasar lokal ma upun global masih
terbuka lebar, hanya saja beberapa kendalanya
adalah di level petani  masih terpaku pada sistem tata
kelola usaha budidaya yang tradisional dan masih
sedikit yang menggunakan  teknologi canggih karena
biaya investasinya yang besar.

4) Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak

Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak dilaksanakan dengan tidak
ditemukan kasus penyakit zoonosa di Kota Bandung.
Indikator  ini semakin  tidak terjadi  kasus

menunjukan kine rja yang baik. Pen yakit zoonosa
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merupakan penyakit atau infeksi pada binata ng yang
dapat ditularkan kepada manusia. Penyakit yang
tergolong dalam zoo nosa misalnya, Antraks, Rabies,
Brucellosis, Avian Infl uenza, dan lain -lain. Kota
Band ung merupakan pusat pemasaran ternak
terbesar di Jawa Barat se hingga risiko masuknya
penyakit zoonosa dari daerah asal ternak ke Kota
Bandung relatif tinggi.  Faktor pendukung tercapainya
target, vyaitu: Secara rutin dilakukan vaksinasi
hewan, tersedianya klinik hewan milik Pemerintah
Kota Bandu ng, dilakukan sosiali sasi kepada
masyarakat mengenai cara penanganan hewan
peliharaan, dan k olaborasi dengan pencinta hewan
peliharaan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan
hewan dan vaksinasi.

5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pelaksanaan Peningkatan Produksi  Hasil

Peternakan dilaksanakan dengan peningkatan
populasi ternak domba sebanyak 35.702 ekor selain
karena Kota Bandung merupakan daerah dengan
tingkat lalu lintas ternak yang dinamis juga adanya
penerapan teknologi budid aya ternak yang te lah
dilakukan oleh para peternak. Hasil usaha
peternak an sangat dibutuhkan oleh warga Kota
Bandung, tetapi usaha ini men  ghadapi tantangan

karena adanya keterbatasan lahan, masalah sanitasi,

dan lingkungan padat penduduk. Maka kegiatan
agribisnis  peternakan di Kota Band ung hanya
menjadi daerah tujuan pemasaran hasil -hasil

peternakan. Faktor pendorong pencapaian target:
Peningk atan populasi ini salah satunya disebabkan
oleh jumlah rumah tangga peternakan domba yang

bertambah terutama ketika mendekati ibadah h aji,

LPPD TAHUN 2018 200



penerapan teknologi budidaya ternak yang telah
dilakukan oleh para peternak ya  ng diperoleh melalui
pelatihan, workshop, dan pembinaan yang dilakukan
oleh dinas.
6) Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
Pelaksanaan Peningkatan Penerapan Tekno logi
Peternakan dilaksanakan dengan realisasi jumlah
pelaku usaha merupakan kumulatif dari beberapa
program yang ada di Dispangtan, pada program ini
dari target 75 dapat terealisasi sebesar 85 pelaku
usaha. Pada Tahun 2 018 dari target RPJMD,
sebanyak 300 pelaku usaha dapat terealisasi
sebanyak 342 (114,00 %) pelaku usaha di bidang
pertanian dan perikanan.
2.4 Perdagangan
Urusan Perdagangan pada Tahun Anggaran 2018
dapat diuraikan sebagai berikut :
Dinas Perdagangan dan Industri
1) Program Perlindungan Kons um en dan
Pengamanan Perdagangan
Pelaksanaan  Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan dilaksanakan dengan
capaian target kinerja persentase tingkat lonjakan
harga barang kebutuhan pokok pada tahun 2018
tercapai sebesar 13,74 %. Tingkat lonjakan harga
dihitung berdasarkan angka kenaikan/penurun an
harga rata -rata pada 9 jenis komoditas (sesuai
dengan Perpres No. 71 T ahun 2015) selama kurun
waktu 3 bulan (triwulan) dibandingkan dengan angka
kenaikan/penurunan harga ratarata 9 jenis komoditi
pada triwulan sebelumnya. Angka

kenaikan/penurunan harga didapat melalui kegiatan
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pemantauan harga barang kebutuhan pokok  pada
hari Selasa setiap pekan ke lokas i pasar rakyat di
Kota Bandung. Adapun dari 9 komoditi terdapat
bebera pa komoditas mengalami lonjakan harga y ang
sangat signifi kan selama tahun 2018 , yaitu cabe
rawit, cabe merah, daging ayam, dan telur ayam.

2) Program Peningkatan dan  Pengembangan Ekspor

Pelaksanaan Peningkatan dan Pengembangan

Ekspor dilaksanakan dengan pelemahan ekonomi
global penyebab utam a terpuruknya ekspor
Indonesia. Negara-negara tujuan utama ekspor
Indonesia sec ara tradisional, seperti China, Jepang,
AS, dan negara -negara Eropa tengah mengalami
perlambatan ekonomi.  Akibatnya permintaan barang
dari Indonesia menurun akibat pelemahan ekonomi
global, negara -negara yang setara deng an Indonesia,
seperti  Thailand, Filipina, dan Malaysia kinerja
ekspor negara -negara itu tidak seburuk Indonesia.
Kondisi tersebut menandakan ada masal ah yang
serius dalam daya saing  ekspor Indonesia. dengan
membanjir nya barang -barang impor membuat
industri -industri  di dalam negeri bersaing ketat.
Indonesia sebagai pasar yang besar, deng an jumlah
penduduk mencapai 255 juta orang, terbesar
keempat di dunia setelah Ch ina, India, dan Amerika
Serikat dengan terbukanya perda gangan
internas ional terlebih telah dimulainya implementasi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan menjelang
Asia Pasifi k 2020, barang -barang dari luar akan
semakin mudah masuk ke Indonesia sekaligus
mendepak pemain -pemain lokal karena peluang
pangsa pasarnya besar di Indonesia.  Sebenarnya

dengan daya saing yang tinggi, produk -produk lokal
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tidak hanya akan menikmati pasar domestik yang
besar, tetapi juga berpeluang meningkatkan
produksinya untuk tujuan ekspor. Syaratnya adalah
penguatan daya saing. Kinerja eksp or Kota Bandung
tahun 2018 (US$ 465) menurun 25 % dibandingkan
dengan target ekspor tahun 2018 di RPJMD yang
mencapai US$ 614 dengan produk yang turun adalah
pakaian jadi, alat masak, dan karpet dengan negara
tujuan Amerika dan Asia. Faktor penyebabnya bai k
berasal dari eksternal maupun internal. Faktor
eksternal antara lain lesunya perekonomian global
dan jatuhnya harga komoditas. Lesunya

perekonomian  global menyebabkan  transaksi

perdagangan dunia menurun dikarenakan
permintaan dari buyer berkurang dan ber saing harga
dengan Vietnam dan Thailand. Bahan baku impor

masih dikenakan paja k yang tinggi. Adapun faktor
internal antara lain kurangnya daya saing produk
ekspor dan penurunan produksi sejumlah komoditas.
Lemahnya daya saing terutama produk olahan
nonmiga s membuat banyak pasar ekspor Indonesia
direbut negara lain, seperti Filipina dan Vietnam.
Sehingga tanpa adanya perbaikan daya saing yang
signifi kan, peningkatan produksi yang berkualitas,
perbaikan iklim usaha di dalam negeri, dan regulasi
yang memadai terbatas bisa jadi tren negatif akan
terus berlanjut dan produk Kota Bandung sulit
memasuki pasar Eropa, Asia, dan Australia.

3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri

Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam  Negeri dilaksanakan den gan

Capaian target kinerja jumlah pelaku usah a
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perdagangan dibina pada Tahun 2018 tercapai sesuai
target sebanyak 300 pelaku usaha. Indikator kinerja
tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan
Pelaku Usaha Pedagang Formal, Pengembangan dan
Pemberda yaan Pedagang Pasar Rakyat,
Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama A  ntar
Lembaga, serta Peningkatan sistem dan jaringan
informasi  perdagangan. Ketercapaian tersebut
dilakukan melalui pelatihan pemasaran dan Inovasi
Produk, Pelatihan Service Excellent , Pelatiha n Supply
Chain Management bagi Pelaku Usaha di Kota
Bandung, Sosialisasi Peraturan Daerah No. 2 ta  hun
2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern, Pelatihan dan
Pembinaan SDM bagi Pedagang Pasar, Temu Bisnis
serta Bimtek Opt imalisasi Digital Marketing.
2.5 Perindustrian
Urusan Perind ustrian pada Tahun Anggaran 2018
dapat diuraikan sebagai berikut :
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Iptek
Sistem Produksi dilaksanakan capaian target kinerja
Jumlah IKM yang memilik i sertifi kat produk pada
Tahun 2018 tercapai melebihi target sebanyak 410
IKM. Ketercapaian tersebut dilaksanakan melalui
fasilitasi Pendaftaran Sertifi kasi Halal sebanyak 350
IKM dan Pendaftaran Merk (Kekayaan Intelektual)
sebanyak 60 IKM. Indikator kinerja Jumlah IKM yang
memiliki  sertifi kat produk m erupakan bentuk
fasilitasi yang diberikan kepada IKM/UKM yang

memiliki produk kuliner, fashion, dan craft untuk
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mendaftarkan sertif i kat halal ke LPPOM -MUI dan
pendaftaran Kl/Merek ke Kanwil Kemenkumham
Provinsi Jawa Barat.

2) Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah

Pelaksanaan Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah dilaksanakan dengan Capaian target
kinerja Jumlah IKM yang Di  prom osikan pada Tahun
2018 tercapai sesuai target sebanyak 16 IKM, yang
dilaksan akan melalui fasilitasi promosi produk
dengan mengikutsertakan para pelaku IKM pada
event-event pamera n baik tingkat provinsi maupun
tingkat kota . Tahun 2018 para pelaku IKM di
ikusertakan dalam Pameran Pengembangan Ind ustri
Kreatif Kab/Kota, Pameran Bandung GPUKD Expo
2018, dan Pameran Pelangi Nusantara VI.

3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan
Teknologi  Industri dilaksanakan dengan Capaian
target kinerja persentase industri kecil ya ng memiliki

SDM berkualitas pada tahun 2018 tercapai sesuai
target sebe sar 97,83%. Persentase industri kecil yang
memiliki  SDM  berkualitas merupa kan jumlah
kumulatif SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah
(IKM) berkualitas y ang telah dibina dibagi SDM IKM
Kota Bandung yang mengikuti diklat. Capaian target
indikator kinerja tersebut dica pai melalui program
peningkatan kemampuan teknologi industri dengan
melaks anakan diklat kuliner jasa boga dan pastry,
boneka, akrilik, rajut, pembuatan sepatu, sablon,

pembua tan tahu, dan batik nyere . Persentase
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industri kecil yang memiliki SDM berkualitas di ukur
dengan kriteria
1) volume usaha meningkat pada 2 tahun terakhir;
2) telah mengikuti minimal 2 jenis pelatihan; dan
3) telah memb uat laporan keuangan sederhana.
Kriteria tersebut  diukur dengan  melakukan
monitoring dan evaluasi melalui pelaksanaan survey
yang dilakukan ke setiap pelaku industri kecil dan
menengah yang telah  dibina.
2.6 Ketransmigrasian
Urusan Ketransmigrasi an pada Tahun Anggaran
2018 dapat diuraikan sebagai berikut :
Dinas Tenaga Kerja
1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program Pengembangan Wilayah T ransmigrasi
dilaksanakan dengan :
1) Jumlah  penyuluhan untuk seleksi calon
transmigran 140 orang.
2) Untuk pe nempatan transmigran sebanyak 3 KK

dengan jumlah jiwa 12 orang

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan  Minima | serta
dilengkapinya Pemerintah Daerah dengan Petunjuk Teknis
SPM dari tiap Kementerian yang sudah mempunyai SPM.
Sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2005 mengenai Wali Kota menyusun SPM dalam
rangka penyelenggaraan  Urusan W ajib Pemerintah Kota
yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan
peraturan per Undang -Undangan.

Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2018 untuk
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Urusan Pilihan tidak melaksanakan penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM). Hak dan pelayanan dasar
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan per Undang -
Undangan hanya diperuntukkan untuk kesjahteraan
masyarakat secara langsung.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejab at Struktural dan Fungsional
Tahun 2018

Tabel Il -b-13
Jumlah Pegawai  Urusan Pilihan  Tahun 2018

PEJABAT

STRUKTURAL
FUNGSIONAL  FUNGSIONAL JUMLAH

TERTENTU UMUM SELURUH

URUSAN PILIHAN PERANGKAT DAERAH

Kelautan & Dinas Panga n dan

1 Perikanan Pertanian 1 4 8 13
1 4 8 13
2 | Pertanian Dinas Pangan dan 1| 4 18 2 43 68
Pertanian
1 4 18 2 43 68
3 | pariwisata Dinas Kebudayaan dan 2 6 15 23
Pariwisata
2 6 15 23
4 | Industi Dinas Perdagangan dan 2 8 9 19
Perindustrian
2 8 9 19
5 Perdagangan Dlnas Pe(dagangan dan 1 3 15 2 29 50
Perindustrian
1 3 15 2 29 50
6 Tran smigrasi Dinas Tenaga Kerja 1 2 2 5
1 2 2 5
URUSAN PILIHAN 2 12 52 6 106 178
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5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pilihan

Tabel lll -b-14
Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Pilihan
Tahun 2018

URUSAN PIL IHAN

PERANGKAT DAERAH ANGGARAN BELANJA REALISASI BELANJA

Kelautan & Perikanan

Dinas Pangan dan
Pertanian

1,791,255,431.00

1,644,935,266.00

1,791,255,431.00 1,644,935,266.00
Pertanian Dinas Pangan dan
Pertanian 6,209,550,329.00 5,736,509,942.00
6,209,550,329.00 5,736,509,942.00
Pariwisata Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata 17,962,906,365.00 17,385,888,756.00
17,962,906,365.00 17,385,888,756.00
Industri Dinas Perdagangan
dan P erindustrian 6,254,006,366.00 4,238,736,135.00
6,254,006,366.00 4,238,736,135.00
Perdagangan Dinas Perdagangan

dan Perindustrian

27,961,347,450.25

25,484,594,327.00

27,961,347,450.25

25,484,594,327.00

Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja

165,914,300.00

47,026,000.00

165,914,300.00

47,026,000.00

URUSAN PILIHAN 60,344,980,241.25 54,537,690,426.00

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Sesuai Undang -Undang Nomor

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah

Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan

pemerintahannya harus men  yusun perencanaan
pembangunan.
Adapun target/sasaran dari Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bandung untuk Urusan Pilihan

sesuai RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 -2018, tidak
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melaksanakan untuk urusan : 1) Kelautan dan Perikanan,
2) Pertanian, 3) Pariwisa ta, 4) Industri, 5) Perdagangan,
6) Ketransmigrasian. = Kota Bandung hanya melaksanakan
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Urusan Wajib

terutama terkait pelayanan dasar.

7. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel lll -b-15
Kondisi dan Prasarana Urusan Pilihan
Tahun 2018
JALAN, ASET
PERANGKAT PERALATAN BANGUNAN IRIGASI JUMLAH
UREAN RIS DAERAH MESIN DAN GEDUNG DAN LAINRYA SELURUH
JARINGAN
Kelautan & Dinas Pangan
1 Perikanan dan Pertanian - 610,382,300 14,790,335,346 196,524,547 906,403,493 - 16,503,645,686
Dinas Pangan
2 Pertanian dan Pertanian - 610,382,300 14,790,335,346 196,524,547 906,403,493 - 16,503,645,686
Dina s
Kebudayaan - 1,194,398,844 8,039,520,000 - 181,500,000 - 9,415,418,844
3 Pariwisata dan Pariwisata
Dinas
Perdagangan - 2,610,143,140 - - - - 2,610,143,140
dan
4 Industri Perindustrian
Dinas
Perdagangan - 2,610,143,140 - - - - 2,610,143,140
dan
5 Perdagangan Perindustrian
Dinas Tenaga
6 Transmigrasi Kerja

8. Permasalahan dan Solusi
8.1 Kelautan dan Perikanan

1) Permasalahan
Semakin  sempitnya lahan untuk budidaya
perikanan sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota
Bandung.

2) Solusi
Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pek arangan
melalui  pemilihan  ikan yang  mempunyai
produktivitas tinggi, nilai ekonomis tinggi, dan bisa
dikembangkan di lahan yang sempit (ikan hias dan

ikan lele).
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8.2 Pertanian
1) Permasalahan

a. Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat
alih fungsi laha n.

b. Kota Bandung merupakan pusat pemasaran ternak
terbesar di Jawa Barat, sehingga risiko masuknya
penyakit zoonosa (penyakit yang menular dari
ternak ke manusia) dari daerah asal ternak ke Kota
Bandung relatif tinggi.

c. Limbah padat RPH babi berupa jeroan da n feses
tidak bisa dibuang langsung ke luar RPH.

d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang
pentingnya menjaga kesehatan hewan ternak.

2) Solusi

a. Kebijakan yang diambil dalam rangka
mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian adalah
mengembangkan model pert anian perkotaan
melalui pemilihan komoditas pertanian yang
memiliki  produktivitas  tinggi, memiliki nilai
ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar
yang terbuka serta dapat dikembangkan pada
lahan sempit. Sehingga diharapkan keterbatasan
lahan bukan menja di kendala untuk usaha
dibidang pertanian dan kegiatan Urban Farming
merupakan salah satu solusi untuk pemanfaatan
lahan sempit yang ada di Kota Bandung. Untuk
meningkatkan nilai tambah, usaha pertanian
lainnya yang dikembangkan adalah pengolahan
hasil pertanian;

b. Lebih mengintensifkan pemeriksaan lalu lintas
tern ak yang masuk ke Kota Bandung ;

c. Membuat tempat pengolahan limbah padat RPH

babi dengan metode composting karkas, dengan
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bekerja sama dengan staf ahli komposting karkas
dari Unpad. Hasil sudah terl ihat dengan metode
composting karkas, limbah padat RPH babi sudah
dapat ditangani dan hasilnya sudah dapat dibuang
keluar RPH karena sudah te rurai sempurna

menjadi kompos;

. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat

tentang pentingnya menjaga kesehatan h ewan
ternak, melakukan vaksinasi secara rutin di 151
kelurahan, dan meningkatkan pelayanan

kesehatan hewan di klinik hewan.

8.3 Pariwisata

1) Permasalahan

a.

Minimnya destinasi pariwisata yang memenuhi
aspek atraksi, amenit as, dan aksesibilitas yang
baik;

. Tidak adanya standar pengembangan jasa usaha

pariwisata sebag ai dasar pengembangan destinasi;

. Masih terdapat usaha pariwisata di lokasi yang

tidak sesuai dengan peruntukannya;

. Masih terdapat kendala dalam pengumpulan data

occupancy dari beberapa hotel & Disbu dpar;

. Perlunya adanya pembenahan infrastruktur kota

dalam rangka menunjang peningkatan sapta
pesona pariwisata di Kota Bandung ;

Belum maksimalnya peningkatan infrastruktur

dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota

Bandung ;

. Terbatasnya daya tari k wis ata alam di Kota

Bandung;

. Belum jelasnya agenda pariwisata Kota Bandung;
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i. Belum optimalnya dukungan seni dan budaya
serta ekonomi kreatif dal am menggerakan roda
pariwisata;

j. Minimnya destinasi wisata unggulan memenuhi
aspek atraksi, amenitas, da n aksesibi litas di Kota
Bandung;

k. Macet, infrastruktur, dan transportasi publik
kurang mendukung sektor pariwisata.

2) Solusi

a. Koordinasi dan kerjasama lintas dinas/instansi
terkait dalam rangka sinergitas
pembenahan/penataan infrastruktur ~ sebagai
penunjang sapta peso na pariwisata 0 Disbudpar ;

b. Dilakukan pengaturan usaha pariwisata
menyesuaikan dengan Rencana Induk
Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang
telah diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Band ung 9 Disbudpar;

c. Melakukan koordinasi deng an asosiasi bidang
perhotelan dan pembinaan terhadap para
pengusaha hotel o Disbudpar;

d. Dilakukan koordinasi dan Kkerjasama secara
intensif serta bersama -sama melakukan
pembenahan dengan dinas teknis terkait untuk
membangun pariwisata Kota Bandung yang leb ih
baik;

e. Peningkatan infrastruktur daya tarik wisata kota
harus dibarengi pula dengan peningkatan
infrastruktur untuk mengurangi kemacetan lalu
lintas di Kota Bandung;

f. Kerjasama dengan daerah sekitar Kota Bandung

untuk penyelenggaraan kepariwisataan;
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g. Menyusun agenda/kalender event penyelenggaraan
festival seni dan budaya di Kota Bandung;

h. Simpul kreatif di tiap kecamatan;

i. Aktivasi event dan taman publik sebagai upaya
pengembangan pasar pariwis ata,

j. Pengembangan destrinasi wisata melalui ka mpung
wisata dan simpul kreatif;

k. Pemusatan kegiatan penguatan pasar pariwisata,
misalkan event -event diruang publik dan jalur -
jalur besar dan mudah diakses di Kota Bandung,
dengan implikasi kegiatannya menjadi terpusat di
pusat kota, tidak menyentuh wilayah.

8.4 Perindust rian
1) Permasalahan

a. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku Industri
Kecil dan Menengah (IKM) dalam penguasaan
teknologi proses pro duksi dan desain kemasan
produk;

b. Terbatasnya kemampuan dan pengetahuan pelaku
Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam
berinovasi untuk menciptakan dan
mengembangkan produknya.

2) Solusi

a. Melakukan pembinaan SDM secara berkelanjutan
kepada para pelaku Industri Kecil dan Menengah
(IKM) dalam penguasaan teknologi proses produksi
dan desain kemasan melalui pendidikan dan
pelatihan proses produksi serta desain kemasan;

b. Melaksanakan pembinaan yang berkelanjutan
melalui  bimbingan teknis, pendidikan, dan
pelatihan serta pendampingan bagi Industri Kecil
dan Menengah (IKM).
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8.5 Perdagangan

1) Permasalahan

a.
b.

Marakn ya toko modern di Kota Bandung;

Kurangnya pengetahuan tentang aspek legalitas
dan perizinan, termasuk persyaratan yang harus
dipenuhi dan prosedur yang dite  mpuh dalam

proses pengurusannya;

. Tingkat kenaikan harga kebutuhan pokok

dikarenakan faktor kelancaran distribusi/pasokan,
iklim, da n adanya spekulasi harga. Kota Bandung
merupakan daerah konsumsi sehingga tergantung
pada pasokan daerah pr oduksi dari luar Kota

Bandung;

. Pendistribusian gas elpiji 3 kg belum benar -benar

tepat sa saran;

. Terbatasnya akses sumber permodalan bagi para

pelak u usaha dalam meningkatkan kapasitas
usahanya atau mengembangkan produk yang
memiliki daya saing;

Terbatasnya peningkatan akses pasar ekspor,
fasilitasi perdagangan luar negeri, dan informasi

peluang pasar komoditas ekspor;

. Terbatasnya kemampuan calon eksp ortir Kota

Bandung dalam mengembangkan produk yang

berdaya saing.

2) Solusi

a. Melaksanakan Sinkronisasi dan Regulasi dengan

OPD terkait dalam hal pengawasan, pembinaan,
dan pe ngendalian terhadap Toko Modern;
Melakukan pembinaan yang berkelanjutan kepada
pelaku  usaha tentang pentingnya legalitas usaha
sehingga dapat memitrakannya dengan pelaku

usaha besar serta memberikan pengetahuan untuk
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pengurusan legalitas dan perizinan melalui
kegiatan sosialisasi bagi para  pelaku usaha;

c. Melakukan koordinasi antardaer ah sentra
produksi, melaksanakan operasi pasar/pasar
murah dalam rangka stabilisasi harga dan
melakukan monitoring harga secara rutin serta
koordinasi lintas sektor dalam Tim Pe ngendalian
Il nyasi Daerah (TPI D) ;

d. Membuka layanan pengaduan masyarakat melalui
SMS dan kolaborasi dengan pihak terkait yaitu PT
Pertamina dan Hiswana Migas;

e. Melaksanakan bimbingan teknis fasilitasi akses
sumber permodalan antara pelaku usaha dengan
lembaga keuangan (perbankan);

f. Optimalisasi akses pemasaran melalui pameran -
pameran, bai k yang bersumber dari APBD, provinsi
atau APBN, serta pemanfaatan informasi peluang
pasar me lalui website; dan

g. Melakukan peningkatan kualitas produk ekspor
dan peningkatan citra produk ekspor Indonesia di
pasar global melalui uji mutu produk.

8.6 Ketransm igrasian
1) Permasalahan
Kurangnya minat masyarakat untuk
bertransmigrasi.
2) Solusi

Meningkatkan minat masyarakat untuk

bertransmigrasi dengan cara penyuluhan tentang

transmigrasi.

9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pada dasarnya dari 6 Urusan Pi lihan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kota Bandung membutuhkan perhatian

yang terarah dari segenap stakeholders  pembangunan.
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Kesamaan gerak langkah dalam membangun suatu daerah
akan menghasilkan sebuah tatanan berkehidupan yang baik
bagi masyarakat. Sehi ngga untuk 6 Urusan Pilihan :
1) Kelautan dan Perikanan,
2) Pertanian,
3) Pariwisata,
4) Industri
5) Perdagangan,
6) Ketransmigrasian

sudah sesuai dengan penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kota Bandung, sehingga tidak ada hal lain yang
dianggap perlu untuk dilaporkan ke Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Provinsi.

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Tabel Il -c-16
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
Pemerintahan Daerah Tahun 2018

URUSAN PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH

DAERAH
Fungsi Penunjang

Badan Perencanaan Pembangunan,
Perencanaan .

Penelitian dan Pengembangan

Badan Pengelolaan Keuangan dan
Keuangan

Aset

Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah
Kepegawaian serta Pendidikan Bad an Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan dan Pelatihan

Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan

Fungsi Penunjang Lainnya Sekretariat Daerah

Fungsi Penunjang Lainnya Sekretariat DPRD

Fungsi Penunjang Lainnya Inspek torat Daerah

Fungsi Penunjang Lainnya Kecamatan Se Kota Bandung
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2. Program dan Kegiatan
2.1 Urusan Fungsi Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Urusan Keuangan pada Tahun 2018 dapat
diuraikan sebagai berikut :
1) Program Peningkatan dan Pengem bangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pelaksanaan Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah  dilaksanakan dengan

mengacu kepada Permendagri Nomo r 13 Tahun 2006

tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah

bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
disampaikan kepada BPK RI paling lambat 3 bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Sampai saat Ini

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung

tahun 2018 sedang dalam proses penyusunan dan

Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan akan

diterima setelah  proses pemeriksaan oleh BPK RI

selesai. Berkaitan dengan temuan BPK RI yang
terkait dengan akun Aset Tetap sebagaimana
tercantum dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017

Nomor 39A/LHP/XVIII. BDG/05/2018 tanggal 24 Mei

2018 sebagai berikut.

1) Aset tetap dengan Tahun Perolehan 1900, 2005
dan 2007 vyang tidakdapat diyakini nilai
kewajarannya sejumlah 3.334 unit dengan nilai
Rp.694.689.995.630, -. Sedang berproses
tindaklanjut sejumlah  1.298 unit dengan
nilaiRp.356.251.723.337, - dan sisanya sejumlah
2.036 unit dengan nilai Rp.338.438.272.293 akan

ditelusuri kembali.
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2) Aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya

sejumlah  2.489 unit dengan jumlah nilai
Rp.430 .594.864.717, -.sedang berproses
tindaklanjut sejumlah 646 unit dengan nilai
Rp.237.180.702.007, - dan sisanya sejumlah

1.843 unit dengan  nilai Rp.193.414.162.709 akan
ditelusuri kembali. Dengan demikian sisa yang
harus ditelusuri kembali adalah sebanyak 3.879
unit dengan jumlah nilai Rp.531.852.435.002, -

Badan Pengelolaan Pendap atan Daerah
Urusan  meningkatkan K apasitas Pengelolaan
Pendapat Daerah pada Tahun 2018 dapat diuraikan
sebagai berikut :
1) Program Perencanaan dan Pengembangan
Pengelolaan Pajak Daerah
Pelaksanaan Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah dil aksanakan dengan
Indikator Kinerja mengenai Insentif Pajak daerah
tidak mengalami perubahan dimana dari target 15
kelompok sasaran yang di targetkan akan tercapai
pada tahun 2018 sudah tercapai pada tahun 2017
dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 244
Tahun 2017 tentang  Petunjuk teknis dan tata cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai
pengganti peraturan Walikota Nomor 1331 tahun
2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan
Walikota nomor 887 tahun 2012 tentang petunjuk
teknis tata cara pemun gutan Pajak Bumi dan
banguna (PBB) dimana didalamny a mengatur
pengurangan atau pembebasan pajak bagi wajib
pajak tertentu sebagai bentuk penghargaan. Adapun

pemberian insentif pajak/ pengurangan atau
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pembebasan PBB di kelompokan ke dalam 15

kelompok sasara n tersebut adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau
pemanfaatan/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak
Pensiunan PNS, TNI/Polri;

Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau
pemanfaatan/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak
Pensiunan BUMN;

Objek Pajak y ang dimiliki, dikuasai
dan/atau pemanfaatan/dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak yang berpenghasilan rendah;

Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau
pemanfaatan/dimanfaatkan olen Wajib Pajak
orang pribadi veteran, pejuang kemerdekaan dan
veteran pembela ke merdekaan, termasuk
janda/dudanya;

Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau
pemanfaatan/dimanfaatkan oleh Wajib Pajak
orang pribadi tokoh pejuang sosial,

Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau
pemanfaatan/dimanfaatkan oleh wajib paja k yang
mengutamakan pelestarian  lingkungan hidup;
Objek Pajak bangunan y ang dimiliki, dikuasai
dan/atau  dimanfaatkan oleh wajib pajak yang
termasuk cagar budaya,

Objek Pajak yang terkena bencana alam seperti
gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dan
sebagainya, serta sebab -sebab lain yang luar
biasa seperti kebakaran yang mengakibatkan
objek pajak tidak dapat dimanfaatkan;

Wajib Pajak badan yang mengalami kerugia n dan
kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya

sehingga tidak dapa t memenuhi kewajib an
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dibuktikan  dengan laporan keuangan yang telah
diaudit oleh akuntan publik;

10) Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai  produsen
kantong ramah lingkungan;

11) Objek Pajak yang dimiliki, dikuasaidan/atau
dimanf aatkan oleh perguruan ting Qi swasta; 12)
Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Swasta;

13) Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan /atau
dimanfaatkan oleh lembaga  pendidikan dasar dan
menengahswasta,;

14) Sisa objek paj ak yang dibebaskan oleh pemerintah
/ pemerintah daerah u ntuk kepentingan umum,
sehingga mengalami penurunan nilai ekonomi;

15) Objek Pajak yang memiliki sertifikat bangunan
gedung hijau dari Pemerintah Kota Bandung.

Pada tahun 20 18 BPPD mengelola 9 jenis  pajak
daerah yang mana target pendapatannya sebesar Rp.
2.644.000.000.000 - dengan realisasi pendapatannya
sebesar Rp. 2.160.181.714.001 atau setara dengan
81,70%. Dari hasil penerimaan realisasi pajak daerah
yang dikelola tersebut terdapat enam jenis pajak yang
raihan capaiannya diatas 100% yaitu
1) Pajak Hotel,

2) PajakRestoran,

3) Pajak Hiburan,

4) Pajak Parkir,

5) Pajak Penerangan Jalan, dan
6) Pajak Air Tanah.
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2) Program Pembinaan, Pengendalian dan  Monitorin g

Pajak Daerah
Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan

Mon itorin g Pajak Daerah dilaksanakan dengan
persentase  Kepatuhan  Wajib  Pajak  daerah
merupakan salah satu indikator yang men -support
tercapainya target pe nerimaan pajak daerah yang
mana indikator ini melibatkan semua pihak,
termas uk juga peran serta masyaraka t,khususnya
wajib pajak daerah yan g berpengaruh langsung
terhadap perolehan penerimaan pajak. Tingkat
kepatuhan tersebut diukur dari j umlah Wajib Pajak
yang membayar pajak sesuai masa pajak dengan cara
pengu kuran, vyaitu Jumlah Wajib Pajak yang
membayar paj ak dibandingkan deng an jumlah Wajib
Pajak dikalikan 100%.

Tahun 2018 BPPD berhasil melampaui ta rget
kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
daerah, terlihat dari target ya ng telah ditetapkan
sebesar 75% dengan tingkat kepatuhan rata @ -rata
yang diraih sela ma tahun 2018 sebesa r 87,30%.
Angka kepatuhan tersebut dapat diartikan bahwa
dari seluruh total wajib pajak aktif 87,30 %

membayar kewajiban pajak daerahnya.

3) Progra m Perencanaan dan Penyelenggaraan

Pelayanan Pajak Daerah
Pelaksanaan Perencanaan dan

Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah
dilaksanakan dengan  Berdasarkan hasil perhitungan
Survey Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan
dengan pola analisis da n perhitungan yang merujuk
pada PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017, nilai SKM
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2.2

BPPD rata -rata selama tahun 2 018 adalah sebesar

89,26 termasuk Kriteria Mutu Pelayanan QAL
Urusan Fungsi Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Urusan meningkatkan Kapasitas Kepegawaian
serta Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2018
dap at diuraikan sebagai berikut :
1) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Pelaksanaan Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
dilaksanakan dengan  fasilitasi pindah purna tugas
dalam rangka fasilitasi terhadap
rotasi/mutasi/promosi PNS di lingkungan
pemerintah kota  bandung. Pada tahun 2018 dari
target fasilitasi terhadap kegiatan
rotasi/mutasi/promosi PNS dilingkungan Pemerintah
Kota Bandung sebanyak 5 (lima) kegiatan, dapat
terlaksana  seluruhnya sehingga capaian program
fasilitasi pindah/purna tugas PNS dapat mencap ai
100%. Capaian program Fasilitas Pindah/Purna
Tugas PNS diukur dengan membandingkan realisasi
fasilitasi kegiatan rotasi/mutasi/promosi PNS dengan
target yang ditetapkan
2) Program Pembinaan  dan Pengembangan  Aparatur
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur  dilaksanakan  dengan indikator ini
dimaksudkan untuk mencapa i pelayanan prima dan
pemenuhan administrasi kepegawaian. Aspek yang
diukur adalah kenaikan pangkat pegawai sesuai
dengan amanat PP Nomor 12 tahun 2002 tentang
perubahan atas PP Nomor 99 t ahun 2000 tentang
kenaikan pangkat PNS, kenaikan gaji berkala Sub

indikator ini sesuai dengan amanat Per aturan
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Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji PNS sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, dan
pensiun pe gawai subindikator ini sesuai dengan
amanat PP Nomor 19 tahun 2013 tentang perubahan
keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun
1979 tentang Pemberhentian PNS. Formulasi
Perhitungan Indikator Capaian Program dengan
membandingkan lama layanan administ  rasi
kepegawaian dengan standar waktu pada standar
operasional prosedur yang telah ditetapkan. Pada
tahun 2018 jumlah usulan kenaikan pangkat
pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
berjumlah  2.881 usulan, sedangkan jumlah usulan
kenaikan pangkat yan g bisa diselesaikan tepat waktu
berjumlah 2.881 usulan, jumlah usulan kenaikan

gaji berkala pegawai di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung berjumlah 6.450 usulan, sedangkan jumlah
usulan kenaikan gaji berkala pegawai yang bisa
diselesaikan  tepat waktu berju mlah 6.450, dan
jumlah usulan kenaikan pensiun di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung vyaitu berjumlah 679
usulan, sedangkan jumlah usulan pensiun pegawai
yang bisa diselesaikan tepat waktu berjumlah 679
usulan sehingga persentase pelayanan administrasi
kepegawaian tepat waktusebesar 100%. Pelayanan
administrasi kepegawaian tepat waktu diukur dalam

3 (tiga) pelayanan administrasi kepegawaian yakni
Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan
Pensiun, diukur dengan membandingkan jumlah
pelayanan  administrasi ya ng diusulkan dengan
jumlah  pelayanan  administrasi yang dapat

diselesaikan tepat waktu
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3) Program  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur dilaksanakan dengan Kompetensi
Teknik (technical competence) ya itu kompetensi
mengenai  bidang yang menjadi tugas pokok
organisasi. Defi nisi yang sama dimuat dalam PP
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil, bahwa kompetensi teknis adalah
pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang
dapat diama ti, diukur dan dikembangkan yang
spesifi k berkaitan dengan bidang teknis jabatan
Sampai dengan tahun 2018, jumlah pegawai yang
memiliki  sertifi kat diklat peningkatan kompetensi
manajerial bertambah menjadi 15.289 orang, dengan
formulasi pengukuran Jumlah PNS yang memiliki

sertifi kat diklat  teknis tugas fungsi dan fungsional

dibandingkan dengan jumlah pegawai dikali dengan
100%.
4) Program Pembangunan  dan Pengembangan

Assesment Center

Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan
Assesment Center dilaksanakan den gan prinsip
dasar dari Undang -Undang Nomor 5 Ta hun 2014
adalah  pengembangan Gsistem merit 6 dalam
kebijakan dan manajemen ASN vyaitu kebijakan dan
Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifi kasi,
kompetensi, dan kinerja  secara adil dan wajar dengan
tanpa me mbedakan latar belakang politik, ras, warna
kulit, agama, asal wusul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan
dengan salah satu cirinya adalah melalui seleksi dan

promosi  secara adil dan kompetitif. Sebagai

LPPD TAHUN 2018 224



pelaksanaan amanat Undan g-undang ASN,
Pemerintah Kota Bandung melalui Badan
Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan  akan
melakukan pemetaan kompetensi SDM Aparatur
Pemerintah kota Bandung dalam upaya mendukung
competency based human resources management
untuk meningkatkan Kinerja Pe merintah  Kota
Bandung dan sebagai bahan dasar pelaksanaan
sistem merit dalam manajemen SDM Aparatur di
Pemerintah Kota Bandung. Beberapa kegiatan dapat
dilaksanakan untuk menunjang program
sebagaimana tersebut diatas, salah satunya adalah
melalui  Uji Kompe tensi bagi PNS di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung. Pada tahun 2018, Target
jumlah ASN yang mengikuti penilaian kompetensi
Calon JPT 10 orang, Jumlah ASN yang mengikuti
penilaian kompetensi JFU 640 orang dan Jumlah
ASN yang mengikuti penilaian kompetensi Pejabat
Pengawas sebanyak 280 orang, dan direalisasikan
sesuai target. Persentase Penilaian SDM Aparatur
Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi diukur
dengan membandingkan  jumlah PNS yang mengikuti
penilaia n kompetensi sesuai formasi dan kompetensi
dengan Target Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan
penilaian kompetensi sesuai kebutuhan
5) Program Perencanaan Kepegawaian

Pelaksanaan Perencanaan Kepegawaian
dilaksanakan dengan  Sumber Daya Manusia (SDM)
merupakan aset utama dan terpenting dalam suatu
organi sasi, begitupun dalam pemerintahan, SDM
menduduki peranan terpenting. Pengelolaan SDM
harus dilakukan secara profesional agar terwujud

keseimbangan antara kemampuan SDM dengan
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kebutuhan organisasi. Penempatan dalam jabatan
sesuai dengan kompetensi diamanat kan oleh
Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk
menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat
dan kemampuannya yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
Formulasi indikator penempatan SDM aparatur
sesuai kebutuhan  dengan membandingkan jumlah
penempatan SDM aparatur yang sesuai dengan
kompetensi dibandingkan dengan seluruh jumlah
pegawai. Pada tahun 2018, Jabatan administrasi,
fungsional maupun pimpinan tinggi yang terisi dan
memenuhi p ersyaratan kompetensi sebanyak 14.571
orang dengan jumlah ASN  sebanyak 15.584 orang,
dimana formulasi pengukuran yakni jumlah ASN
yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan
kompetensi dibandingkan dengan jumlah seluruh
ASN.

6) Program Pembinaan  Kinerja dan Disiplin Aparatur

Pelaksanaan Pembinaan Kinerja dan Disiplin

Aparatur dilaksanakan dengan Sesuai amanat PP 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, maka BKPP
sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk
melaksanakan pembinaan pegawali, berorientasi pada
upaya untuk  meningkatkan  kepatuhan dan
kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam
rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan
pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good
Governance) melalui pengukuran persentase
penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS. Pa da
tahun 2018, terdapat Jumlah Pelanggaran Disiplin
yang masuk ke BKPP Kota Bandung sebanyak 26
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kasus dan seluruhnya telah ditangani. Persentase
pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti diukur
dengan membandingkan jumlah kasus pelanggaran
disiplin yang di laporkan dengan jumlah pelanggaran
disiplin yang ditindaklanjuti dikali dengan 100%
Faktor = Pendukung capaian kinerja: adanya
pembinaan, sosialisasi, dan monitoring disiplin PNS
di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
7) Program Pengelolaan  Data dan Informasi

K epegawaian

Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi
Kepegawaian dilaksanakan dengan akurasi data
kepegawaian merupakan kelengkapan dan k ebenaran
komponen data pegawai. Jika salah satu komponen
data seorang pegawai tidak lengkap atau tidak benar
maka data tersebut dinyatakan tidak akurat. Data
kepegawaian

yang akurat diperlukan sebagai bahan
perencanaan manajemen kepegawaian dan dapat
digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam
pengembangan dan pembinaan PNS. Indikator yang
dihitung dalam akurasi data pega wai meliputi data
pokok pegawai, riwayat pendidikan formal, riwayat
kepangkatan, riwayat jabatan, riwayat hukuman
disiplin, serta pendidikan dan pelatihan. Pada tahun
2018, dari Jumlah data pegawai sebanyak 15.584
sebanyak 15.020 data pegawai yang telah ak urat
sehingga tingkat akurasi data sebesar 96,38%.
Formulasi pengukuran yakni jumlah pegawai yang
data pegawainya telah akurat dibandingka n dengan

jumlah pegawai.
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2.3 Urusan Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian da n
Pengembangan
Urusan Penelitian dan Pengembangan pada

Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut
1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan
dilaksanakan dengan capaian kinerja nyata indikator
hasil penelitian dan p engembangan yang
ditindaklanjuti adalah sebesar 75,00% dari target
sebesar 50,00% yang direncanakan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 150,00 %, capaian ini mele bihi
target yang diperjanjikan. Dengan perincian dari 16
(enam belas) ke litbangan yang telah dilakukan,
sebanyak 13 (tiga belas) kajian telah ditindak lanjuti
oleh pemerintah daerah, dan 3 (tiga) lainnya belum
atau sedang dalam proses implementasi. Mekanisme
penjaringan tema dan judul Kkajian kelitban gan,
dilaksanakan melalui foru  m kelitbangan yang secara
substansi mende fi sikan usulan kegiatan kajian
kelitbangan (idea concept paper) dari masing -masing
perangkat daerah yang disesuikan  kebutuhan
perangkat dearah. Se hingga diharapkan tindak lanjut
hasil kaji an dapat dipastikan keberlangsungannya,
meliputi policy analysis , peraturan daerah, peraturan

kepala daerah, evaluasi kebijakan, dan lain - lain.

2.4 Urusan Fungsi Penunjang Lainnya
Inspektorat
Urusan Inspektorat pada Tahun 2018 dapat

diuraikan sebagai b erikut :
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1) Program Peningkatan S  iste m Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan K ebijakan KDH
Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi
Kepegawaian dilaksanakan dengan tercapai seluruh
pembinaan dikarenakan pelaksanaan sesuai dengan
PKPT, namun pelaks anaan kegiatan nasional tidak
berjalan maksimal karena SDM APIP yang tidak
memadai. Sehingga upaya kita adalah pembentukan
baru dan mengikutkan bimtek/seminar/workshop
bagi APIP.
2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelaksanaan Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
dilaksanakan dengan  seluruh APIP Inspektor at Kota
Bandung telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
capacity building SDM
3) Program Penataan  dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
Pelaksanaan Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
dilaksanakan dengan tercapai seluruh pembinaan
dikarenakan pelaksanaan sesuai dengan PKPT,
namun pelaksanaan kegiatan nasional tidak berjalan
maksimal ka rena SDM APIP yang tidak memadai.
Sehingga upaya kita adalah pembentukan baru dan

mengikutkan bimtek/seminar/workshop bagi APIP.

Sekretariat D PRD
Urusan Sekretariat D PRD pada Tahun 2018 dapat

diuraikan sebagai berikut:
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1) Program Peningkatan Kapasitas Lemba ga

Perwakilan Rakyat =~ Daerah
Pelaksanaan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dilaksanakan dengan target capaian
kinerja pada Tahun 2018 adalah 80 sedangkan
realisasi capaian adalah 84  hal ini berkaitan dengan
telah terfasilitasi semua progr am kerja D PRD Kota
Bandung yang telah tersusun denga n baik. Namun
demikian terdapat beberapa hal yang mem ang belum
dapat dipenuhi secara tepat sasaran dan waktu
untuk beberapa hal program kerja DPRD vyang
bersifat men dadak, hal ini berkaitan dengan
ketersediaan angga ran dan kemampuan SDM
Sekretariat DPRD.

Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Sekretariat Daerah dilaksanakan
dengan :
Bagian Pemerintahan
1) Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Peningkatan Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Dae rah dilaksanakan
dengan tercapainya indikator Ni  lai LPPD dikarenakan
Pemerintah Kota Bandung dalam pe nyusunan LPPD
telah menggunakan aplikasi online e -LPPD sehingga
memudahkan pemenuhan data dukung LPPD serta
meningkatnya kesadaran dari Kepala Perangkat
Daerah dal am pemenuhan data dukung sesuai
indikator kinerja kunci (IKK) masing masing

Perangkat Daerah.
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2) Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan

Pemilu

Pelaksanaan Dukungan Kelancaran
Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan
tercapainya indikator T erfasilitasinya

Penyelenggaraan Pilpres, Pileg, dan Pilkada karena
adanya sinergitas antara Desk Pilkada Kota
Bandung, K PU Kota Bandung dan Bawaslu Kota
Bandung dalam kesuk sesan  penyelenggaraan
pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, w ali
Kota/Wakil Wali Kota se  cara serentak Tahun 2018.

3) Program Penataan Batas Daerah dan Batas
Wilayah

Pelaksanaan Penataan Batas Daerah dan

Batas Wilayah dilaksanakan dengan Tercapainya
indikator Penataan Batas Wilayah dikarenakan
adanya komitmen dan sinergitas antara Pemerintah
Kota Bandung dan Pemerinta h Kabupaten Bandung
Barat dalam  menyelesaikan permasalahan batas
wilayah, sebagaimana telah dikukuhkan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun
2017 te ntang Batas Daerah Kota Bandung dengan

Kabupaten Bandung Barat.

4) Progr am  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah,
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
Pelaksanaan Penyelenggaraan  Otonomi
Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan
Wilayah dilaksanakan dengan Tercapainya Indikator
Persentase Kecamatan Berkinerja Baik dikare nakan
meningkatnya kesadaran para Camat dalam
menyampaikan Laporan Bulan dan Tahunan tepat
waktu melalui Aplikasi O nline SIP Bandung Juara

beserta pemenuhan eviden pelaksanaan kegiatan.
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Tercapainya Indikator Ting kat pelaksanaan
inovasi Lembaga Kemasyarakat an Kelurahan (LKK )
dikarenakan  meningkatnya tingkat  partisipasi
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam
pelaksana an Program PIPPK di Kewilayahan dengan
persentase r ealisasi anggaran PIPPK sebesar
Rp.219.896.400,00 dari Pagu Total Anggaran PIPPK
Kota Bandung sebesar Rp.2 28.049.250,00 dengan
persentase realisasi Anggaran 96,42 % atau masuk
kategori Tinggi.

Bagian Humas

Pelaksanaan program meningkatkan kapasitas

Bagian Humas dilaksanakan melalui kegiatan  -kegiatan

sebagai berikut:

1) Program Kerjasama Informas I dengan Mass Media
Faktor Pendorong tercapainya rasio berita baik
adalah banyaknya produksi siaran pers atau rilis
media yang dibuat oleh bagian Humas sebagai
penyebaran informasi kinerja dan program Pemkot
Bandung sehingga media menjadikan siaran pers
atau rilis tersebut sebagai bahan pemberitaan.

Bagian Hu kum

Pelaksanaan program meningkatkan kapasitas

Bagian Hukum dilaksanakan melalui kegiatan  -kegiatan

sebagai berikut:

1) Program Penataan Peraturan Perundang -Undangan
Faktor pendorong: Koordinasi, konsultas I, dan
kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah

2) Program Pembangunan Produk Hukum Daerah
Faktor pendorong: Koordinasi, konsultasi, dan

kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah
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Bagian Kerjasama
Pelaksanaan program meningkatkan kapasitas
Bagian Kerjasama Daerah dilaksanakan  melalui
kegiatan -kegiatan sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Capaian kinerja RPJMD Bagian Kerjasama Setda
Kota  Bandung, dengan output Presentase
Implementasi Kerjasama Lingkup Dalam dan Luar
Negeri, telah melebihi target, yaitu sebesar 92,30%,
dari nilai target yang telah ditentukan pada tahun
2018 yaitu sebesar 65%
Hal ini dihitung dari : 100% dibandingkan dengan
jumlah naskah kerjasama lingkup dalam negeri (63
naskah) dan luar negeri (2 naska h) dikalikan jumlah
implementasi kerjasama lingkup dalam negeri (47
implementasi) dan luar negeri (13 implementasi)
(100% / 65 naskah) X 60 implementasi
Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
Pelaksanaan program meningkatkan kapasitas
Bagian Kesra dan Kemasyarak atan dilaksanakan
melalui kegiatan -kegiatan sebagai berikut:
1) Program Sosial Keagamaan
Ada kegiatan dari pemerintah Kota Bandung, yaitu
Ayo Bayar Zakat berupa Sosialisasi kepada
Masyarakat (Muzzaki) supaya sadar Bayar Zakat.
Kemudian Bekerjasama dengan Lemb  agalembaga
terkait dengan Pengelolaan Zakat khususnya Baznas
Kota Bandung ;
Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung
(termasuk di dalamnya Kementerian Agama),

Muspida, Ormas -ormas Keagamaan di dibawah
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naungan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama
(FKUB) dan Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung.

2) Program koordinasi dan Sinkronisasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat Lingkup Kesehatan
Masyarakat, Pendidikan dan Sosial budaya
a. Koordinasi yang baik antar instansi terkait ;

b. Kerjasama tim yang baik
Bagian Layanan Pengadaan
Pelaksanaan program meningkatkan kapasitas

Bagian Layanan Pengadaan dilaksanakan melalui

kegiatan -kegiatan sebagai berikut:

1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program sudah tercover ke dalam program yang baru
yaitu Program Pengadaan Barang /Jasa Daerah

2) Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi
Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
Program sudah ter -cover ke dalam program yang
baru, yaitu Program Pengadaan Barang/Jasa Daerah

3) Program Pengadaan Barang Jasa Daerah
a. Faktor Pendukung : Keters ediaan SDM pada

Pemerintah Kota Bandung yang memiliki sertifi kat

PBJ dan Sistem Informasi Penunjang ;

b. Faktor Penghambat : Kurang matangnya
perencanaan dalam proses pengadaan
barang/jasa;

c. Upaya yang di lakukan : melakukan sosialisasi ,
pendampingan melalui co  aching klinik dan Bimtek.
Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur
Daerah
Pelaksanaan program meningkatkan kapasitas

Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
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dilaksanakan  melalui  kegiatan  -kegiatan  sebagai
berikut:
1) Program Pengembangan Kebijaka n Organisasi dan

Pemberdayaan Aparatur Daearah

Keterangan : Terbitnya Permenpan 41/2018 tentang

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di

Lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga perlu

adanya penyesuian dalam penyusunan Analisis

Jabatan untuk Jabatan Pelak sana. Upaya yang

dilakukan:

a. Menyusun kebutuhan nama jabatan pelaksana
pada Perangkat Daerah sesuai dengan
Nomenklatur Jabatan Pelaksana (Berdasark an
Permenpan 41 Tahun 2018);

b. Menyusun uraian tugas jabatan pelaksana pada
setiap Perangkat Daerabh;

c. Menyusun Analisa Jabatan Pelaksana;

d. Melaksanakan kegiatan validasi dan verifi kasi
uraian tugas dan Anjab

2) Program  Peningkatan  Akuntabilitas  Kinerja

Birokrasi

Faktor Penghambat :

a. Budaya Kinerja belum berjalan secara optimal di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung y ang secara
terus menerus melibatkan pimpinan secara aktif
mulai dari perencanaan Kkinerja sa mpai dengan
evaluasi kinerja;

b. Kualitas implementasi SAKIP di Pemerintah Kota
Bandung dalam hal monitoring dan evaluasi belum
optimal dilakukan secara berjenjang atas kinerja
sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian
Kinerja mulai dari pim  pinan OPD sampai dengan

staf;
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c. Belum sempurna dalam pengintegrasian aplikasi
perencanaan dan keuangan sehingga tidak tercipta
keselarasan antara program dan kegiatan yang
direncanakan dengan kinerj a utama,

d. Rencana aksi dalam rangka peningkatan kualitas
implementasi sistem akuntabilitas kinerja di
Pemerintah Kota Bandung maupun dokumen
lainnya yang disusun belum optimal dil aksanakan
secara keseluruhan;

e. Kualitas hasil evaluasi internal, baik evaluasi atas
akuntabilitas kinerja maupun evaluasi atas
program, belum optimal dilakukan oleh para
evaluator .

Upaya Yang dilakukan:

a. Meningkatkan kualitas penyusunan Perencanaan
Strategis melalui pembahasan Rancangan RPJMD
Kota Bandung Tahun 2018 -2023, terhubungan
secara holistik, tematik dan implementatif kepada
Renstra Perangkat Daerah dan dibuat pemetaan
kinerja pada seluruh program pembangunan
daerah ;

b. Melakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi
(Monev) rutin atas Perjanjian Kinerja (PK) secara
berjenjang dan berkala minimal 6 bulan sekali,
sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah melakukan Monev atas
capaian kinerja yang diperjanjikan pejabat
struktural eselon 3;

2. Pejabat Struktural Eselon 3 melakukan Monev
atas capaian belum kinerja yang diperj anjikan

pejabat struktural eselon 4;
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3. Pejabat eselon 4 melakukan Monev atas capaian
Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Sasaran
Kerja Pegawai (SKP).

. Menyempurnakan dan mengintegrasikan aplikasi

SIRA, SIMDA, e -Monev, SILAKIP, e -LKPJ, e-LPPD,

dan e-RK serta aplikasi tata kelola pemerintahan

lainnya dalam rangka perbaikan manajemen
kine rja Pemerintah Kota Bandung;

. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan

peraturan wali kota bandung nomor 1342 tahun

2017 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana

strategis, ind ikator kinerja utama, rencana kinerja

tahunan, perjanjian kinerja, indikator kinerja
individu, rencana aksi atas perjanjian kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja pada
perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota

Bandung (sebagai pedo man dalam pe laksanaan

SAKIP);

. Melaksanakan kegiatan Peningkatan kapasitas dan

pemahaman bagi para evaluator AKIP Perangkat

Daerah di Inspektorat Kota Bandung, yang

ditandai dengan pelaksanaan evaluasi AKIP dan

pemberian rekomendasi yang berkualitas dalam
rangka pening katan manajemen kinerja Perangkat

Daerah di Kota Bandung

Bagian Perekonomian

Pelaksanaan program meningkatkan kapasitas

Bagian Perekonomian dilaksanakan melalui kegiatan -

kegiatan sebagai berikut:

1) Program Koordinasi Perumusan dan Implemantasi

Kebijakan Eko  nomi

Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian

pada tahun 2018 meliputi :
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. Keputusan Walikota Bandung tentang Forum
Tanggung Jawab  Sosial dan  Lingkungan
Perusahaan Kot a Bandung periode 2018 -2022;

. Keputusan Walikota Bandung tentang Tim
Monitoring dan Eva luasi pelaksanaan Program
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kota Bandung;

. Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Verifi
kasi dan Identifi kasi Data Pelaksanaan
Pengelolaan Sistem Informasi Kredit Program
(SIKP):;

. Keputusan Walikota Bandung tentang Satuan
Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota
Bandung;

. Rancangan Peraturan Daerah PD. Pasar Kota
Bandung;

. Rancangan Peraturan Daerah PD. BPR Kota
Bandung;

. Rancangan Peraturan Daerah PDAM Kota
Bandung;

. Rancangan Peraturan Daerah PD. Kebersihan Kota

Bandung.

Faktor pen dorong :

Adanya regulasi dari Pemerintah Pusat tentang OSS,

sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres No.
91 tahun 2017 dan Permenko No. 8 Tahun 2017

serta dukungan dari OPD terkait dalam membantu

penyusunan Kkebijakan sesuai rencana yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan

Pelaksanaan program meningkatkan kapasitas

Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan

dilaksanakan  melalui  kegiatan  -kegiatan  sebagai
berikut:
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1) Program Peningkatan Desain dan Kualitas
Pembangu nan Daerah
Terselenggaranya proses pelaksanaan Review Desain,
Pengendalian Kualitas Pembangunan dan
Terfasilitasinya Pelaporan Administrasi
Pembangunan Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung.
Bagian Umum
Pelaksanaan program meningkatkan kap asitas
Bagian Umum dan Perlengkapan  dilaksanakan melalui
kegiatan -kegiatan sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur,;
2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Bagian T ata Usaha Pimpinan
Pelaksanaan program meningkatkan kapasitas
Bagian TU Pimpinan dilaksanakan melalui kegiatan -
kegiatan sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Terselenggaranya Kegiatan Penerimaan Kunjungan
Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departeme n/Luar Negeri
Kecamatan se -Kota Bandung
Pelaksanaan program meningkatkan kapasitas
Kecamatan dilaksanakan melalui kegiatan  -kegiatan
sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Peran Kecamatan dan
Kelurahan
Indikator penilaian IKM berdasarkan Keputusan
Menteri Pe ndayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/25/M. PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit
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Pelayanan Instansi Pemerintah. Pengukuran IKM di

Kecamatan

se Kota Bandung

triwulan ke | s.d ke IV

3. Jumlah Pegawali,

dilaksanakan dari

Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

URUSAN WAJIB

Golongan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai

PERANGKAT DAERAH

Tabel 1l

-c-17

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tahun 2018
PEJABAT

FUNGSIONAL
TERTENTU

STRUKTURAL

FUNGSIONAL
UMUM

JUMLAH
SELURUH

[z |

I 11 YRR

Perencanaan, Badan Perencanaan
Penelitian dan Pembangunan, Penelitian dan 1 6 21 15 45 88
Pengembangan Pengembangan

izg?n Pengelolaan Keuangan dan 1 5 15 87 108
Keuangan

Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah 1 5 20 278 304
Kepegawaian . .
serta Pendidikan Badan Kepegawaian Pendidikan 1 4 | 17 12 65 99

A dan Pelatihan
dan Pelatihan
Fungsi Penunjang .
Lainnya Sekretariat Daerah 4 11 33 272 320
Fungsi Penunjang .
Lainnya Sekretariat DPRD 1 3 8 69 81
Fungsi Penunjang | o evtorat Daerah 1 4 2 77 22 106
Lainnya
Fungsi Penunjang
Lainnya Kecamatan Se Kota Bandung 52 856 616 1524
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Tabel Il -c-18
Anggaran dan Realisasi Belanja  Penunjang Urusan
Pemerintahan Da erah Tahun 2018
NO UIRBEAIN A SRINT Al ‘ PERANGKAT DAERAH ‘ ANGGARAN BELANJA ‘ REALISASI BELANJA

DAERAH
Fungsi Penunjang

Badan Perencanaan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian 36,589.333,394.00 31652.353.590.00
dan Pengembangan
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset 44,821,583,398.27 39,194,352,903.00
Keuangan Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (ppkd)

556,963,374,417.78

514,297,056,975.00

Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah

146,610,735,128.00

97,160,148,646.00

Kepegawaian serta Pendidikan
dan Pelatihan

Kepegawaian serta
Pendidikan dan Pelatihan

83,526,926,027.36

64,081,789,960.00

Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan

3,040,004,604.00

2,722,185,640.00
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Fungsi Penunj ang Lainnya

4,867,977,993.14

NO ‘ SIRCEA I;),EI'\EAFEEII-INTAHAN PERANGKAT DAERAH ANGGARAN BELANJA REALISASI BELANJA

Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

3,683,818,606.00

Fungsi Penunjang Lainnya

Sekretariat Daerah

248,327,153,054.00

213,954,604, 504.00

Fungsi Penunjang Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

61,568,137,244.00

33,043,745,082.00

Fungsi Penunjang Lainnya

Sekretariat DPRD

110,772,939,305.52

77,761,780,734.00

Fungsi Penunjang Lainnya

Inspektorat Daerah

39,907,341,969.00

36,949,718,663.00

Fungsi Penunjang Lainnya

Kecamatan Se Kota
Bandung

670,416,912,931.46

623,257,296,063.00

2,007,412,419,466.53

1,737,758,851,366.00

5. Kesesuaian

Sesuai Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004

PENUNJANG

Perencanaan Pembanguna

2,007,412,419,466.53

n Daerah

1,737,758,851,366.00

tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang -

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

mengamanatkan
Kabupaten/Kota
pemerintahannya

pembangunan.

bahwa Pemerintah Daerah
dalam rangka
harus menyusun

Provinsi,
menyelenggarakan

perencanaan

Adapun target/sasaran dari Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Bandung untuk Urusan

tidak melaksanakan untuk urusan

Penunjang Pemerintah
Daerah sesuai RPJMD Kota Bandung Tahun 2013

-2018,

1) Badan Pe ngelola

Keuangan dan Aset , 2) Badan Pengelola Pendapatan Daerah

3) Badan

Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan

. 4)

Inspektorat , 5) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan, 6) Sekretariat Dewan

Daerah . Kota Bandung hanya

Pembangunan Daerah untuk Urusan Waijib te

pelayanan dasar.

, 1) Sekretariat

melaksanakan Perencanaan

rutama terkait
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6. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel lll -c-19
Kondisi Sarana dan Prasarana

Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2018
JALAN,
URUSAN FUNGSI PERANGKAT PERALATAN | PANSUIAN IRIGAS! ASET TETAP JUMLAH
PENUNJANG DAERAH MESIN GEDUNG DAN LAINNYA SELURUH
————— JARINGAN
Perencanaan Badan
Perencanaan - 199,740,820 - - - - 199,740,820
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Keuangan Badan
Pengelolaan - 363,052,141 195,429,300 - 48,863,540 - 607,344,981
Keuangan dan
Aset
Badan
Pengelolaan - 8,157,121,250 - - - - 8,157,121,250
Pendapatan
Daerah
Kepegawaian serta Badan
Pendidikan dan Kepegawaian
Pelatihan serta
Pendidikan dan
Pelatihan
Penelitian dan Badan
Pengembangan Perencanaan - 199,740,820 - - - - 199,740,820
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Fungsi Penunjang Sekretariat
Lainnya Daerah - 8,751,959,514 200,117,500 - 4,191,886,590 - 13,143,963,604
Fungsi Penunjang Sekretariat
Lainnya DPRD - 2,151,235,900 - - 197,202,500 - 2,348,438,400
Fungsi Penunjang Inspektorat
Lainnya Daerah - 222,490,000 - - - - 222,490,000
Fungsi P enunjang Badan
Lainnya Kesatuan - 209,100,000 - - - - 209,100,000
Bangsa dan
Politik
Fungsi Penunjang Kecamatan Se
Lainnya Kota Bandung

7. Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan

a. Alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan
pengawasan tidak memadai, dengan melihat beban
tugas Inspektorat yang semakin  bertamba h,
Keterbatasan SDM auditor terutama yang memiliki
latarbelakang pendidikan akuntansi, farmasi dan
teknik , Sarana gedung kantor belum ada, pada saat ini
masih menggunakan gedung kantor milik Pemerintah
Pusat ;

b. Dalam pelaksanaan rapat kerja dengan SKPD terkait,
masih ada beberapa SKPD vyang kehadirannya
diwakilkan sehingga pengambilan keputusan tidak

bisa dilaksanakan secara tepat waktu ;
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Penyelenggaraan diklat pada BKD belum terakreditasi,
salah satunya karena ti dak memiliki gedung/asrama
diklat;

Keterbatasan kemampuan anggaran;

Keterbatasan ruang kerja BKD;

Keterbatasan kompetensi aparatur;

Belum optimalnya penyerahan dan pengisian data
kepegawaian PNS dari SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Bandung terkait denga n
rekonsiliasi/pemutakhiran  data pegawai, masih
adanya keterlambatan pelaporan administrasi bagi
PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang
telah memasuki batas usia pensiun, pindah pergi,
meninggal dunia, dan pemberhentian sebagai PNS
dalam memproses penerbitan Surat Keterangan
Penghentian Penghasilan (SKPP) dan administrasi
lainnya yang berkaitan dengan gaji;

Pengangkatan CPNS untuk ditempatkan dalam
jabatan  fungsional tertentu khususnya bidang
kesehatan kurang peminatnya,;

Im plementasi kelembagaan ke -tiga Sub B agian b elum
optimal dikarenakan antar Sub B ag belum menjadi
siklus kelembagaan yang terintegrasi;

Sub Bag Administrasi Pengendalian P rogram
melaksanakan tupoksi administrasi program dan
kegiatan, serta sebagian menjadi leading sectors
implementa si Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
Pemerintah;

Sedangkan dua Sub Bagian lainnya, yaitu Sub Bag
Bina Sarana dan Prasarana serta Sub Bag B ina
Sumber Daya A lam berdasarkan tupoksi membantu

pimpinan dalam merumuskan k ebijakan  yang
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berkaitan dengan sarana dan prasarana serta sumber
daya alam. Hal inilah menurut pemahaman kami yang
menjadi bertolak belakang karena antar Sub B ag tidak
menjadi alur pekerjaan yang berhubunga n;

l.  Masih kurangnya SDM yang memiliki latar belakang
pendidikan akuntansi, teknik sipil, dan farmasi;

m. Keterbatasan kemampuan a nggaran untuk mengikuti
diklat -diklat;

n. Keterbatasan kemampuan anggaran untuk
melaksanakan sosialisasi PP 53 tahun 2010 tentang
Disipli n Pegawai Negeri Sipil bagi seluruh PNS di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

0. Sistem pembayaran diklat harus dibayar dimuka
(awal) sementara anggaran Uang Persediaan
(UP)/Ganti Uang (GU) SKPD kecil;

p. Keterlambatan penyampaian berkas dan
ketidaklengkapan be rkas kenaikan pangkat PNSD dari
SKPD;

g. Masih adanya ketidaksesuaian data pada SAPK;

r. Belum adanya standar baku untuk dasar seleksi
(penerimaan/penolakan) perpindahan PNS.

2) Solusi

a. Mengajukan alokasi anggaran baik pada saat
penyusunan di awal tahun anggaran m aupun pada
saat penyusunan anggaran perubahan,
Mengoptimalkan SDM Aparat Pengawasan yang ada
dan mengajukan usulan kebutuhan SDM dengan
kriteria dimaksud kepada Walikota melalui BKD,
Mengajukan permintaan gedung kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah se laku pengelola barang
milik daerabh;

b. Jika terpaksa pimpinan SKPD tidak memungkinkan

untuk hadir, pejabat yang mewakilinya harus disertai
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dengan mandat tertulis untuk dapat mengambil
keputusan;

Melaksanakan pengiriman -pengiriman diklat dan
kerjasama dengan  pemerintah /instansi lain yang
telah terakreditasi;

Merencanakan penambahan anggaran untuk
melaksanakan diklat -diklat yang sifatnya prioritas;
mengirimkan peserta diklat, baik yang anggarannya
dibiayai penuh oleh APBN maupun yang dibiayai oleh
APBN tetapi fasilitas lainnya dibiayai oleh APBD,;
Melakukan tata ruang kerja/kantor dan mengusulkan
penambahan ruangan untuk tempat penyimpanan
arsip;

Melakukan uji kompetensi bagi jabatan fungsional dan
jabatan struktural dan merencanakan program -
program kediklatan y ang mendukung kompetensi
aparatur yang dibutuhkan;

Menyusun pemberian tambahan penghasilan untuk
tenaga -tenaga fungsional tertentu yang memiliki beban
kerja dan kekhususan profesi dibandingkan tenaga
fungsional lainnya;

Rekruitmen PNS;

Menjadi bahan pertim  bangan pimpinan dalam evaluasi
kelembagaan agar terintegrasinya sub bag yang satu
dengan yang lain dalam melaksanakan tupoksi
sehingga dapat terwujud kinerja organisasi Bagian di
Sekretariat Daerah;

Mengajukan penambahan SDM yang memiliki latar
belakang pe ndidikan akuntansi, t eknik sipil, dan
farmasi ke BKD;

Merencanakan penambahan anggaran untuk

melaksanakan diklat -diklat yang sifatnya prioritas;
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|.  Kerjasama dengan lembaga diklat yang anggaran
diklatnya dibiayai penuh oleh APBN;

m. Mengirimkan peserta diklat an ~ ggaran penyelenggaraan
diklatnya dibiayai oleh APBN tetapi fasilitas lainnya
dibiayai oleh APBD;

n. Pelaksanaan sosialisasi diserahkan kepada masing -
masing SKPD;

0. Melaksanakan koordinasi dengan BKN Regional Il
BKN;

p. Berupaya melakukan penyusunan standar baku
penerimaan/ penolakan perpindahan PNS;

g. Koordinasi dengan SKPD terkait untuk menyampaikan
pensiun jauh hari sebelumnya;

r. Sosialisasi terhadap SKPD melalui  kegiatan
inventarisasi data pensiun PNSD yang memenuhi
Batas Usia Pensiun (BUP) dan validasi serta verif ikasi
proses penyelesaian pensiun PNSD Kota Bandung.

8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pada dasarnya dari 6 Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kota Bandung membutuhkan perhatian yang terarah
dari segenap stakeholders pembangunan. Kesamaan  gerak
langkah dalam membangun suatu daerah akan menghasilkan
sebuah tatanan berkehidupan yang baik bagi masyarakat.
Sehingga untuk 6 Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah
:1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset, 2) Badan Pengelola
Pendapatan Daerah, 3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatiha n, 4) Inspektorat, 5) Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, 6) Sekretariat
Dewan, 7) Sekretariat Daerah sudah sesuai dengan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung, sehingga
tidak ada hal lai n yang dianggap perlu untuk dilaporkan ke

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
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C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum

1.

NO

URUSAN PEMERINTAHAN

Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Tabel Il -d-20

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Urusan

Pemerintahan Umum Tahun 201 8

UMUM PERANGKAT DAERAH

Fungsi Penunjang

Fungsi Penunjang Lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Program dan Kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1) Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial

Budaya

Selisih k ejadian tahun berjalan dengan tahun lalu
berbanding jumlah tahun lalu. Jumlah potensi konfl ik
terkait ekonomi soial dan budaya tahun 2017 yaitu 231
kejadian dan tahun 2018 yaitu 211 kejadian.

2) Program Pengembangan Pemanatapan dan Penguatan

Ideologi Wawasan Kebangsaaan

Perbandingan potensi konfl ik yang bisa diselesaikan
dengan jumlah potensi konfl ik. Jumlah potensi konfl ik
ada 364 kejadian dan bisa diselesaikan seluruhnya Faktor
pendukung : Informasi yang digalang KOMINDA cepat dan

akurat.

3) Program Pendidi  kan Politik Masyarakat

Cara perhitungan tingkat partisipasi masyarakat Kota
Bandung adalah perbandingan jumlah masyarakat yang
datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya
berbanding dengan jumlah daftar pemilih tetap. Jumlah
yang menggunkan hak pilihnya seb anyak 1.305.872
orang dari Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.704.341

orang.
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4) Program  Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan
Pemilu
Cara perhitungan tingkat partisipasi masyarakat Kota
Bandung adalah perbandingan jumlah masyarakat yang
datang ke TPS dan mengguna kan hak pilihnya
berbanding dengan jumlah daftar pemilih tetap. Jumlah
yang menggunkan hak pilihnya sebanyak 1.305.872
orang dari Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.704.341
orang.

5) Program Sosialisasi dan Penyuluhan Politik
Masyarakat
Cara perhitungan tingkat partisipasi masyarakat Kota
Bandung adalah perbandingan jumlah masyarakat yang
datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya
berbanding dengan jumlah daftar pemilih tetap. Jumlah
yang menggunkan hak pilihnya sebanyak 1.305.872
orang dari Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.704.341
orang.

6) Program Pencegahan dan Penanggulangan
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Pemberantasan Penyakit masyarakat
Cara perhitungan persentase penanganan potensi konflik
adalah  perbandingan potensi konflik yang bisa
diselesaikan dengan  jumlah potensi konflik. Jumlah
potensi konfl ik ada 364 kejadian dan bisa diselesaikan
seluruhnya. Faktor pendukung : Informasi yang digalang
KOMINDA cepat dan akurat

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan Jumlah Pejabat Stru ktural dan Fungsional
Tabel lll -d-21
Jumlah Pegawai  Urusan Pemerintahan Umum
Tahun 2018
URUSAN PEJABAT
FUNGSIONAL | FUNGSIONAL | JUMLAH
PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH STRUKTURAL TERTENTU UMUM ST
UMUM | v V|
Fungsi Penunjang Badan Kesat uan Bangsa dan 1 4 11 43 59
Lainnya Politik
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4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel lll -d-22
Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Pemerintahan
Umum Tahun 2018

URUSAN PERANGKAT ANGGARAN REALISASI
PEMERINTAHAN UMUM DAERAH BELANJA BELANJ A
Fungsi Penunjang Badan Kesatuan
Lainnya Bangsa dan Politik 24,899,589,954.00 22,264,106,526.00

24,899,589,954.00 22,264,106,526.00

5. Kesesuaian Perencanaa n Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun
2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
tahunan daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja
Pemerintah  Tahun 2018 . Strategi dan kebijakan
pembangunan daerah khususnya Kesatuan Ba ngsa dan
Politik harus sesuai dan bersinergi dengan Rencana Kerja
Pemerintah. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan
diantaranya adalah agenda prioritas nasional dan dimensi
pembangunan . Sembilan agenda prioritas nasional
(Nawacita) yang harus diperh atikan dalam penyusunan
RKPD Kota Bandung Tahun 2018 khususnya Kesatuan

Bangsa dan Politik  yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi
segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada
seluruh warga negara;

2. Membangun Indonesia  dari pinggiran dengan
memperkuat daerah -daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan ;

Melakukan revolusi karakter bangsa ;
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi

sosial .

Proses penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2018

perlu memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jawa
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Barat, khususnya Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana
6.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel Il -d-23
Kondisi Sarana dan Pr asarana Urusan Pemerintahan
Umum Tahun 2018

URUSAN JALAN,

PERALATAN GEDUNG DAN ASET JUMLAH

DAN MESIN BANGUNAN

Umum IRIGASI

PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH TANAH JARINGAN DAN N KDP SELURUH

Urusan
Pemerintahan
Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan

" 0 222.490.000 0 0 0 0 222.490.000
Politik

7. Permasalahan dan Solusi
7.1 Kesatuan Bangsa dan Politik
1) Permasalahan

a. Masih ditemukan ormas yang tidak mendaftarkan
keberadaan kesekretariatan nya dikarenakan
berpindah  pindah  alamat tanpa adanya
pemberitahuan ke badan kesbangpol kota
bandung;

b. belum ada data pemetaan ekonomi per kecamatan
se-kota bandung untuk menentukan potensi
konflik lingkup sosial ekonomi dan budaya ;

c. Kurangnya SDM tiap bidang yang kompeten untuk
teknis lapagan dan dalam analisis hasil monitoring
lapangan.

2) Solusi

a. Melakukan verifikasi Lapangan, untuk bertemu
langsung dengan pengurus Ormas apabial tidak
menghiraukan saran dari Bakesbangpol maka
tidak ada rekomendasi dari kesbangpol ke ormas
apabila ada a juan ke Pemerintah Kota Bandung;

b. belum ada data pemetaan ekonomi per kecamatan
se-kota bandung untuk menentukan potensi

konflik lingkup sosial ekonomi dan budaya Bidang
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litbang pada bappelitbang kota bandung membuat
penelitian tentang pemetaan ekonomi;
c. BKPP mengadaka pendidikan dan pelatiahan
untuk tenaga analis
8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
Pada dasarnya Urusan Pemerintahan Umum khususnya
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Kota
Bandung membutuhkan perhatian yang terarah dari segenap
stakeholders pembangunan. Kesamaan gerak langkah dalam
membangun suatu daer ah akan menghasilkan sebuah
tatanan berkehidupan yang baik bagi masyarakat. Sehingga
untuk  Urusan Pemerintahan Umum khususnya Kesatuan
Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sudah sesuai dengan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung, sehingga
tidak ada h al lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan ke

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

D. Indikator Kinerja Kunci

Evaluasi dan penilaian kinerja  penyelenggaraan
pemerintahan daerah, secara substantif menggunakan aspek,
fokus dan indikator kinerja k unci pada tataran pengambil
kebijakan dan pelaksana kebijakan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari kewajiban Pemerintah Daerah
dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Tahun 2018. Data dan informasi hasil
pengukuran terhadap IKK -IKK, dalam rangka penilaian EKPPD
dalam koridor PP 6 Tahun 20 08 adalah sebagai berikut:

1. Tataran Pengambil Kebijakan (dapat dilihat pada lampiran I);
2. Tataran Pelaksana Kebijakan
a. Administrasi  Umum (8 Aspek) (dapat dilihat pada

lampiran II);

b. Fun gsi Penunjang Urusan Pemerintahan (dapat dilihat

pada lampiran Il);
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c. Urusan Pemerintahan Umum (dapat dilihat pada lampiran
I1);

d. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian
Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan (dapat dilihat pada

lampiran III) .
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